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I.

RISATAH

RAPATPARIPURNA (I)
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

4 ( EMPAT ) RAPERDA NON APBD TAHUN 2017

Hari : Senin

Tanggal : 10 Juli 2017

Waktu : 13.00 WIB.

Tempat : Cedung DPRD Kabupaten Rembang

JENIS RAPAT : Rapat paripurna DPRD Kabupaten

Rembang

SIFAT RAPAT : Terbuka

ACARA RAPAT

1. Pembukaan;

2. Penjelasan Bupati tentang 4 ( empat ) Raperda Non ApBD
Tahun Anggaran2}lT;

3. Penutup.

PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H.MAJIDKAMIL.MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

SEKRETARIS RAPAT

l. Nama : DTs.ACHMADMUALIF

2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Il.

III.

IV.

V.



VI. JUMLAH ANGGOTA

l. Fraksi persatuan pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi pDI perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

l. Fraksi persatuan pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi pDI perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

ANGGOTA YANG TIDAK TIADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

: 10 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

:45 orang

: 9 orang

: 6 orang

: 4 orang

: 6 orang

: 4 orang

: 3 orang

: 3 orang

: 35 orang

: 1 orang

:2 orang

:2 orang

:2 orang

: 1 orang

: I orang

: I orang

Jumlah : 10 orang



IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Ass alomu' alai ku mllr. lt b.

Yang krhormat

- Saudara Bupatidan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi pirnpinan Daerah Kabupaten Rembang;- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, staf Ahri, Asisten Sekda beserta Kepara Bagian

dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;- Camat Se Kabupaten Rembang;

- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Arah SWT
Tuhan Tang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia_Nya , sehingga
pada hari ini kita dapat dipertemukan untuk menghadiri Rapat paripurna

DPRD Kabupaten Rembang, dalam rangka membahas 4 ( empat )
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang. Mudah-mudahan

pembahasan Raperda ini nantinya berjalan lancar dan selaru

memperhatikan situasi, kondisi dan kepentingan umum, khususnya

kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang sehingga penyelenggaraan

roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Rembang dapat

berhasil dengan baik.



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

sebagaimana disebutkan pada pasar g0 ayat (r) huruf b peraruran
DPRD Kabupaten Rernbang Nomor l Tahun 2014 tentang Tata TertibDPRD Kabupaten Rembang yang dibuah dengan peraturan DPRDKabupaten Renrbang Nomor r Tahun 20r5 tentang perubahan 

KeduaAtas Peraturan DpRD Kabupaten Rembang Nomor r Tahun 20 r4 tentangTata Tertib D.RD dijeraskan bahwa "Rapat pariparna untukmenetapkan peraturan Daerah dinyatakan memenuhi kuorum opabiladihadiri oreh paling sedikit 2/3 ( dua pertigo ) dari jumrah anggotoDPRD".

Adapun berdasarkan raporan yang saya terima dari SekretariatDPRD Kabupaten Rembang bahwa darijumrah anggota D.RD sebanyak
45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adarahsebanyak 35 0rang' Dengan demikian, kuorum daram rapat paripurna
hari ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucap "Bism,rahirrohmanirrohim,, tepatpukul 15'50 wIB Rapat Paripurna D.RD saya nyatakan dibuka dan
terbuka untuk umum.

( Ketuk palu 3 kati )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Perlu kami sampaikan bahwa pembahasan Rancangan peraturan

Daerah ini adalah tindak lanjut atas disampaikannya 4 (empat ) Raperda

oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang, meliputi :

l. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor I I Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Barang VIilik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah



Nomor 5 Tahun 20ll tentang pengelolaan 
Usaha pertanrbangan

Mineral Batubara;

2' Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20r r tentangPenyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Rembang, pD. BpR BKK Lasem, pD. BKK Kaliori danPT. Bank pembangunan 

Daerah Jawa Tengah;
3' Perubahan Keempat atas peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004

tentang Kedudukan protokorer dan Keuangan pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Rembang, dan

4' Raperda tentang pembentukan perusahaan perseroan Daerah Bidang
Minyak dan Gas Bumi.

Dari 4 Raperda yang akan dibahas, terdapat dua rancangan perda
yang belum masuk dalam program pembentukan perda Kabupaten
Rembang Tahun 2017 yaitu:

- Perubahan Keempat atas peraturan Daerah Nomor I I
tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan
DPRD Kabupaten Rembang, dan

- Raperda tentang pembentukan perusahaan perseroan Daerah Bida,g
Minyak dan Gas Bumi, belum masuk daram program pembentukan

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017.

Pada Pasal 239 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

disebutkan :

Dalam keadaan tertentu DPRD atau l(epala Daerah dapat mengajukan

rancangan Perda diluar program pembentukan Perda karena alasan :

a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam:

b. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;

c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi

atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat

Tahun 2004

dan Anggota



kerengkapan D.RD yang khusus menangani bidang pembentukan
Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah
Daerah;

d' Akibat pembataran oreh Menteri untuk perda provinsi dan orehgubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk perda
Kabupaten/Kota; dan

e' Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang rebihtinggi seterah program pembentukan perda ditetapkan.

Merujuk ketentuan tersebut, utananya huruf b dan e maka 2 Raperdayaitu : perubahan Keempat atas peraturan Daerah Nomor l l rahun 2004tentang Kedudukan protoholer dan Keuangan pimpi,an dan AnggotaDPRD Kabupaten Rembang, dan Raperda tentang pembentukan
Perusahaan perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi, disepakati
dalam rapat Bapemperda pada tanggar 5 Juri 2017 ctanRapat BadanMusyawarah pada tanggar 6 Juri 2017, dibahas bersama 2 raperda yang
telah masuk dalam program pembentukan perda.

oleh Pimpinan D'RD bersama Bapemperda dan Tim penyusun
Rancangan Perda pada tanggar r0 Juri 20r7 dilakukan koordinasi
terhadap pembahasan 2 Raperda yaitu perubahan Keempat atas peraruran

Daerah Nomor lr rahu, 2004 tentang Kecrudukarr protokorer cran

Keuangan Pimpinan dan Anggota DpRD Kabupaten Remban_q. cran

Raperda tentang Pembentukan perusahaan perseroan Daerah Bidang
Minyak dan Gas Bumi, dimana hasilnya adarah perlu dilaksanaka.nya

kembali Rapat Badan Musyawarah untuk melakukan penjadwalan ulang

terhadap pembahasan 4 Raperda Non APBD pada tanggal l0 Juri 2017,

setelah pelaksanaan rapat Pimpinan DPRD bersama Bapemperda dan

Tim Penyusun Rancangan Perda.



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.
Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara dalam RapatParipurna hari ini sebagaimana hasir rapat Badan Musyawarah bersamaTim penyusun Rancangan perda pemerintah Kabupaten Rernbang padatanggar 10 Juri 2017' daram rangka penjadwaran 

Urang pembahasan 4Raperda Non ApBD adalah sebagai berikut :I. Pembukaan;

2' Penjelasan Bupati atas 4 ( empat ) Ra,cangan peraturan DaerahI(abupaten Rembang yaitu :

- pencabutan peraturan Daerah Nomor I I Tahun 2007 tentangPengeroraan Barang Mirik Daerah dan pencabutan peraruran
Daerah Nomor 5 Tahun 2lll tentang pengelolaan 

UsahaPertambangan Mineral Batubara;
- Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20,

tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah
KAb.RCNrbANg, PD. BPR BI(K LASCM, PD. BKK KAIiOri dAN PT.
Bank pembangunan 

Daerah Jawa Tengah;
- Perubahan Keempat atas peraturan Daerah Nom.r r l rahun 2004

tentang Kedudukan protokorer dan Keuanga, pirrpina, 
cran

Anggota DPRD Kabupaten Rembang, dan
- Raperda tentang pembentukan perusahaan perseroan Daerah

Bidang Minyak dan Gas Bumi.

3. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita masuki acara kedua, dan merupakan

agenda pokok dalam rapat paripurna ini yaitu " penjerasan Bupati utas

4 ( empat ) Rancangan Peratursn Daerah,,.

Selanjutnya kepada Saudara Bupati dipersilahkan.



==:== PENJELASAN BUPATI ATAS 4 RAPERDA:==__==
| (_penjelason Bupoti atas 4 ( etDaerih teilampir). npil ) Runc'angan Peraturan

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.

Rapat Dewan dan haclirin yang berbahagia.

Demikian baru saja kita dengar dan ikuti bersama penjerasanBupati atas 4 ( empat ) Rancangan peraturan Daerah Kabupate,Rembang' Dengan telah disampaikannya penjelasan dari Saudara Bupatimaka selesai sudah acara ini. Selanjutnya penjelasan bupati atas 4Raperda ini akan ditindak Ianjuti dengan Rapat-Fraksi-Fraksi padatanggal ll Juri 2017 guna menyusun pemandangan umurn fraksi. untukdisa,rpaikan bersarrra dengan Jawaban Bupati terhacrap pemancrangan
Unrum Fraksi pacla Rapat paripurna Kedua tanggal 12 luli 2017.

Akhirnya terima kasih atas perhaliannya dan rnohon maar atassegala kekurangan selama saya memimpin rapat hari ini.

Dengan mengucap "Alhamdur,taahirobb,,aramiin,. tepat pukul16.15 WIB Rapat paripurna DpRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk patu 3 koti )

ll/as s alamu' alaiku m llr. ll b.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Penrbi Utama Muda

KABUPATEN
a/--t{ l(AI1l^')i
.t-A,4r

it<{tt
Frg-

NIP. r962 804 198803 r 0r



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT^.PARIPURNA ( I ) DPRDKABUPATEN REMBAN;...'}.\in*" 
4RAPERDA NON APBD T;HUN''A*""O*O*

LAMPIRANT

LAMPIRAN II

: Daftar Hadir pimpinan dan Anggota DPRD,Forum Koordinasi pimpinan D;;J", SKpDdan Camat Se Kabupaten Rembang;

: Pengantar Bupati atas 4 Raperda Non ApBD
Kabupaten Rembang Tahun 201 6;



DAFTAREADIR
MPAT PARIPURNA ( I ) DPRD KAAUPATEN REMBANGTENTANC 4 RAPERDA NON iPBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2OI7

HARI/TANGGAL : SENIN, l0 JULI 2017
PUKUL : 13.00 WIB
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DAFTAR HADIR FORKOMPII{DA
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HARUTANCGAL : SENIN, IO JULI z)I?
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DAFTAR HADIR CAMAT
r E N rANf lil r'#3T itll j j r r. *,i i.i?,iii rE N R E M BA NcI APBD KABI,PATEN REMBANC TAHUN 20I7

HARUTANGCAL : SENNJ0 JULI20l7



PENJELASAN BUPATI REMBANG
MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DALAM RAPAT PARIPURNA I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Senin, 10 Juli 2017

Assalam u a I ai ku m wa rah m atu I tahi wa ba rokatu h.
Yang kamihormati :

- Pimpinan dan Anggota Dewan penryakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Rekan-rekan Forum Komunikasi pimpinan
Daerah;

- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten
Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat
Daerah Kabupaten Rembang;



- Sekretaris DpRD, Kepala Badan dan Kepala
Dinas se.Kabupaten Rembang;

- Camat se-Kabupaten Rembang; serta- Para hadirin sekalian yang berbahagia.
Segata puji milik dan bagiAilah yang metimpahkan

taufiq, rahmat dan hidayah_Nya kepada kita semua.
Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk,
bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam
mengemban amanah selaku abdi negara dan abdi
masyarakat.

Pada kesempatan ini Kami menyampaikan
selamat hari raya ldul Fitri tahun 143g Hijriah, minalaidin watfaizin, mohon
Pimpinan o"n onss*Jiilil:# i:ilil:j_Hf
Semoga dapat momentum ldul Fitri ini semakin
mempererat kita ser
pemerintahanO."rrn. 

nu' dalam penyelenggaraan

Saudara pimpinan dan Anggota
hadirin yang saya hormati;

DPRD, serta



Penyesuaian atas perubahan paradigma
pemerintahan setelah berlakunya Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 

Daerah
berikut perubahannya masih terus berlangsung.

Peraturan daerah (perda) sebagai implementasi
kebijakan-kebijakan daerah sekarigus dasar hukumpenyelenggaraan pemerintahan daerah harussenantiasa menyesuaikan perkembangan peraturan
perundang-undangan yang rebih tinggi serta kondisimasyarakat. Berkaita
peraturan r"r,ril;;t::. "T]i tri::_T:
masyarakat Rembang, perru merakukan pembentukan
perda baru serta perubahan dan pencabutan atasperda-perda yang telah ada.

Dalam kesempatan Rapat paripurna kali ini, kamimenyampaikan empat rancangan perda untuk
dilakukan pembahasan, yaitu:
a. Raperda tentang perubahan Kedua Atas peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011
tentang penyertaan Modal Daerah pada Badan



Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, pD. BpRBKK Lasem, pD. BKK f"riori irn pf. BankPembangunan Da
b Raperda 

"*;1:::ffi;"T"[,,) p",at,,"n
Daerah Kabupaten Rembang;

c. Raperda tentang pembentukan perusahaanperseroan 
Daerah

dan 
Bidang Minyak dan Gas Bumi;

d. Raperda tentang perubahan 
Keempat Atasperaturan 

Daerah

Tahun zoo+ tentarKabupaten 
Rembang Nomor 11

Keuangan r,ro;n, ^":::'-ir;J::-",il:;
Penvakilan Daerah I

untuk ,"0,n 
t"o'oaten Rembang.

masing-masinnr"o"ro"itlasnya 
akan kami uraikan

pada penjelasan berikut :



l. Raperda tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah I

rahun 201 I tenta,:;tJff:["ff]:l;H;
Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Rembang, pD. BpR BKK Lasem, pD. BKKKaliori dan pT. Bank pembangunan 

Daerah
Jawa Tengah

Perlu saya sampaikan bahwa saat iniPemerintah Kabupaten Rembang memiliki empatBadan Usaha Mitik Daerah (BUMD), yaitu pDAM,
PD BpR Bank pasar Kabupaten Rembang, pD
Aneka perusda serta

saham pada tsa,#J ;::1;ilffiif:
Tengah, yaitu pD. BpR BKK Lasem. pD. BKKKaliori dan pT. Bank pembangunan 

Daerah Jawa
Tengah (Bank Jateng).

Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 20fi tentang
Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang



Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha
Milik Daerah Kabupaten Rembang, pD. BpR BKK
Lasem, pD. BKK Katiori dan pT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah, kewajiban
penambahan setoran modal oleh pemerintah

Kabupaten Rembang kepada BUMD-BUMD tetah
terpenuhi di Tahun 2017 (Anggaran lnduk).

Mengingat adanya perubahan regulasi pada
masing-masing BUMD dan peningkatan
jangkauan usaha (investasi) dalam rangka
peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang
tertuang dalam Rencana Bisnis perusahaan,

maka pemerintah Kabupaten merasa
berkewajiban untuk menambah setoran modal
pada sebagaimana dimaksud.

Diharapkan dengan tambahan setoran modal
tersebut akan meningkatkan kinerja dan
pelayanan BUMD yang pada akhirnya dapat
meningkatkan pendapatan Asli Daerah serta



peningkatan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Rembang.

ll. Raperda tentang pencabutan 2 (dua) peraturan
Daerah Kabupaten Rembang

Raperda ini merupakan tindak lanjut dari
perubahan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang_Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah,
urusan pemerintahan bidang energi dan
sumberdaya mineral bukan merupakan
kewenangan pemerintahan Kabupaten.

Demikian halnya dengan peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang
menggantikan peraturan pemerintah Nomor 6

7

I



Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah berikut perubahannya, terdapat
perubahan yang signifikan terkait sistematika dan
substansi mengenai pengelolaan barang milik
daerah.

Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan
penetapan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 1gO/1OO Tahun 2016 tentang pembatalan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

pencabutan atas kedua perda tersebut di
atas dimaksudkan agar tidak menimbulkan
kerancuan peraturan perundang_undangan.

lll' Raperda tentang pembentukan perusahaan
Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas
Bumi

Kabupaten Rembang memiliki sumber daya
alam minyak dan gas yang yang cukup besar.
lnformasi ini berdasarkan hasil eksplorasi yang
dilakukan oleh pertamina Hulu Energi di Desa



Krikilan Kecamatan Sumber yang memperkirakan
total cadangan gas bumi sebesar 115,5 MMSCFD
(Miltion Metric Standard Cubic Feet a Day).
Sumber daya alam gas bumi tersebut berpotensi
dikelola dan dimanfaatkan guna menunjang
pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan dan pemanfaatan potensi gas dapat
ditakukan metatui kegiatan @ badan
usaha mitik daerah (BUMD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2OU tentang pemerintahan 
Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015
tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah, Daerah dapat mendirikan BUMD yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.

BUMD dapat berbentuk perusahaan umum
Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

,9



Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang
seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan
tidak terbagi atas saham. Adapun perusahaan
Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk
perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam
saham yang seluruhnya atau paling sedikit lima
puluh satu persen sahamnya dimiliki oleh satu
Daerah. perusahaan perseroan Daerah setelah
ditetapkan dengan perda, pembentukan badan
hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang_undangan 

mengenai
perseroan terbatas.

Peraturan Daerah ini muflak diperlukan
sebagai tahap awal pendirian perusahaan
Perseroan di Lingkungan pemerintah Daerah dan
selanjutnya dibentuk badan usahanya sesuai
ketentuan Undang_Undang Nomor40 Tahun 2007
tentang perseroan Terbatas.

l0



lV. Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 1i Tahun 2004
tentang Kedudukan protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan penrakitan
Daerah Kabupaten Rembang

Raperda ini merupakan tindak lanjut dari
Peraturan pemerintah Nomor 1g Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat
Daerah. peraturan pemerintah 

didasari
pemahaman penyelenggaraan pemerintahan
dilaksanakan dengan pola keseimbangan dan
ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai.
Pengaturan tentang hak keuangan dan
administratif pimpinan dan Anggota DpRD, selain
untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab
lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka
mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin
keterwakilan rakyat dan daerah dalam
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang

II



lembaga, mengembangkan mekanisme
keseimbangan antara DpRD dan pemerintah
Daerah, serta meningkatkan kualitas,
produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Saudara pimpinan dan DpRD, serta hadirin
yang saya hormati;

Demikian beberapa hal yang perlu saya
sampaikan sebagai pengantar pengajuan Raperda
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah Kabupaten Rembang, pD. BpR BKK Lasem,
PD. BKK Kaliori dan pT. Bank pembangunan Daerah
Jawa Tengah, Raperda tentang pencabutan 2 (dua)
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, Raperda
tentang Pembentukan perusahaan perseroan Daerah
Bidang Minyak dan Gas Bumi dan Raperda tentang
Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang

t2



Kedudukan protokoler Dan Keuangan pimpinan Dan
Anggota Dewan penrakilan Daerah Kabupaten
Rembang.

Selanjutnya Kami mintakan Dewan penrvakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang untuk dapat
melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk
dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya Robbal
'Alamin.

Sekian, terima kasih.

Wa ssal am u al ai ku m wa ra h matu t tohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.t.

I3
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DEWAN PERWAKILAN RAIffAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

fl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 6gttg4 Kode pos 59212
RE MBA NG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ( II )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
4 RAPERDA NON APBD TAHUN 2017

Hari

Tanggal

Waktu

Tempat

Rabu

12luli2017

09.00 wrB.

Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JEMS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. SIFAT RAPAT : Terbuka

III. ACARARAPAT :

1. Pembukaan;

2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 4 Raperda;
3. Skors;

4. Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas

(empat ) Raperda;

5. Pembentukan Panitia Khusus untuk 4 ( empat) Raperda;

6. Skors;

7. Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus;

8. Penutup.

Iv. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H.GUNASIH,S.E.
2. Jabatzn : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARISRAPAT

l. Nama : DTs.ACHMADMUALIF'
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



JUMLAHANGGOTA

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

ANGGOTA YANG HADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

: l0 orang

: 8 orang

:6 orang

: 8 orang

: 5 orang

:4 orang

: 4 orang

:45 orang

: 8 orang

: 6 orang

:4 orang

: 5 orang

: 4 orang

:2 orang

: 4 orang

: 33 orang

:2 orang

:2 orang

:2 orang

:3 orang

: I orang

:2 orang

: - orang

Jumlah : 12 orang



IX. JALANI\TYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, SE

LAGU INDONESIA RAYA.

Ass alaamu' alaikum llr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

- sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian

dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;

- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;

- Camat Se Kabupaten Rembang;

- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna ini perkenankan saya mengajak semua

yang hadir di sini untuk selalu bersyukur kehadirat Allah SWT,Tuhan yang

Maha Pemurah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita

semua, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat paripurna II ( Kedua )
DPRD membahas 4 ( empat ) Rancangan Perda Non ApBD Kabupaten

Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Ketentuan kuorum dalam rapat Paripurna kedua ini adalah sama

dengan ketentuan yang berlaku pada Rapat Paripuma pertama tanggal l0 Juli

2017, yalai dihadiri oleh paling sedikit 213 darijumlah anggota DPRD. Hal



tersebut tertuang dalam pasal g0 ayat (r) huruf b Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DpRD
Kabupaten Rembang bahwa darijumrah anggota DPRD sebanyak 45 orang,
yang hadir secara fisik dan menandatanganidaftarhadir sebanyak 33 orang.
Dengan demikian kuorum dalam rapat ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucap "Bismillaahirrohmaanirrohiim,, tepat
pukul I 1.00 wIB Rapat paripurna DpRD saya nyatakan dibuka dan terbuka
untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD
bersama Tim Penyusun Rancangan perda pemerintah Kabupaten Rembang

pada tanggal l0 Juli 2017 dalarn rangka penjadwalan ulang pembahasan 4 (
empat ) Raperda Non APBD, terdapat 3 agenda pokok dalam rapat paripurna

ini, dan untuk selengkapnya akan saya bacakan susunan acara pada Rapat

Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

l. Pembukaan;

2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 4 Raperda, meliputi :

a. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1l Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pencabutan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan

Mineral Batubara;

b. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20ll
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah



Kabupaten Rembang, pD. BpR BKK Lasem, pD. BKK Kariori dan
PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Tengah;

c. Perubahan Keempat atas peraturan Daerah Nomor il Tahun 2004
tentang Kedudukan protokorer dan Keuangan pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Rembang, dan

d. Raperda tentang pembentukan perusahaan perseroan Daerah Bidang
Minyak dan Gas Bumi.

3. Skors;

4' Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 4 ( empat

) Raperda Non APBD;

5. Pembentukan Panitia Khusus 4 ( empat ) Raperda;

6. Skors ( Pemilihan Pimpinan panitia Khusus );

7. Pengumuman Pimpinan panitia Khusus;

8. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu pemandangan umum
Fraksi-Fraksi atas 4 ( empat ) Raperda.

Kepada yang ditunjuk menyampaikan pemandangan Umum Fraksinya, saya

persilahkan untuk menunjukkan jariterlebih dahulu :

l. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Zaimul Umam NS

2. FraksiDemokrat : Sdr. Mugiyarto, S.T.

3. FraksiPartaiKebangkitan Bangsa : Sdr. Ilyas

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdri. Nanik Sri Sundari

5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr. Puji Santoso, S.P., M.H.

6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. H.Ismari, S.H.

7. Fraksi Harapan : Sdri. Sahningsih, S.E.



Secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi partai persatuan

Pembangunan sampai dengan Fraksi Harapan, dipersilahkan.

: PEMANDANGAN UMUM FRAKSI.FRAKSI

D ( Pemandangan (Jmum Fraksi-Froksi atas 4 ( empat ) Raperda

terlampir )

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara selanjutnya yaitu Jawaban Bupati atas pemandangan umum

Fraksi-Fraksi terhadap 4 Raperda. Sehubungan jawaban bupati ini
memerlukan waktu dalam penyusunannya, maka rapat paripurna saya skors

selama 60 menit.

( Ketuk palu 1 kali )

waktu yang diberikan kepada saudara Bupati dalam menyusun Jawaban atas

pemandangan umum fraksi telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita

lanjutkan kembali.

( Ketuk palu 1 kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita ikuti acara keempat yaitu Jawaban Bupati atas

pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap 4 ( empat ) Raperda Non APBD.

Kepada Saudara Bupati Rembang dipersilakan

=:: JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI ::::



D (lawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap
4 ( empot ) Raperda Non ApBD terlampir )

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaian jawabannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara kelima yaitu pembentukan panitia Khusus membahas 4(

empat ) Raperda Non APBD.

sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim penyusun

Rancangan Perda Pemerintah Kabupaten Rembang telah disepakati bahwa 4 (
empat ) Raperda Non APBD dibahas oleh panitia Khusus dengan pembagian

tugas sebagaiberikut :

l. Panitia Khusus I membahas 3 ( tiga ) Raperda meliputi :

a. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor I I Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah dan pencabutan peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 20ll tentang pengelolaan usaha pertambangan

Mineral Batubara.

b. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 201I tentang

Penyertaan Modal Daerah pada Badan usaha Milik Daerah

Kab.Rembang, PD. BPR BKK Lasem, pD. BKK Kaliori dan pT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

c. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor I I Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD Kabupaten Rembang.

2. Panitia Khusus II membahas Raperda tentang Pembentukan Perusahaan
Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Dengan merujuk jadwal yang telah ditetapkan, Pimpinan DPRD

bersama Ketua Fraksi-Fraksi telah melakukan rapat membahas komposisi



keanggotaan Panitia Khusus, yang hasilnya tertuang dalam Rancangan
Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Susunan Keanggotaan panitia

Khusus yang fotocopynya berada di tangan Saudara-saudara anggota DPRD.

Sebelum nantinya susunan keanggotaan tersebut disahkan dengan Surat
Keputusan DPRD, maka perlu persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan

Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat paripurna ini. saya tawarkan kepada

saudara-saudara :

F Interuspsi Sdr. Sukarmain ( Fraksi Harapan )

" Maaf Pimpinan ada revisi
keanggotaan Pansus I dan II
Pansus II dan Sdr. Sukarmain
Pimpinan "

perubahan pada rancangan SK
yaitu Sdri. Nur Jannah geser ke
geser ke Pansus I. Terima Kasih

) Pimpinan Rapat ( Sdr. Gunasih, S.E.)
" Terima Kasih Pak Main atas revisinya ini langsung saya
tawarkan saja ke semua anggota DPRD yang hadir apakah revisi
dari Sdr. Sukarmain disetujuiii ?????

) Semua anggota DPRD yang hadir dalam paripurna menjawab
setujuu !!!!"

) Pimpinan Rapat ( Sdr. Gunasih, S.E.)

" Ini saya ulangi lagiya"

" Apakah Calon Anggota Panitia Khusus I, dan Calon Anggota Panitia

Khusus II dalam membahas 4 ( empat ) Raperda Non APBD Kabupaten

Rembang sebagaimana tercdntum dalam Rancangan Keputusan DPRD

dapat disetujui ? "

SETUJUUUU!!!
( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )

( Ketuk palu 1 kali )



Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Dengan telah disetujuinya keanggotaan panitia Khusus dalam

membahas 4 ( empat ) Raperda Non ApBD Kabupaten Rembang, maka perlu
pembentukan pimpinan pada masing-masing panitia Khusus.

Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan

bahwa " Ketua, wakil Ketua panitia Khusus dipilih dari dan oleh

Anggota Panitia Khusus ...

Memenuhi keperluan tersebut, agar dalam pelaksanaannya dapat

berjalan tertib dan lancar maka tempat yang digunakan adalah sebagai berikut

- Pansus I menempati ruang Komisi c dan pansus II menempati ruang

Komisi D.

Hasil dari pemilihan pimpinan masing-masing pansus agar diserahkan kepada

Pimpinan DPRD, untuk diumumkan dalam rapat paripurna ini.

Untuk itu Rapat Paripurna saya skors selama 15 menit.

( Ketuk palu 1 kali )

_-AC ARA P E M I L I HA N P I M P I NAN PINSUS::

Sehubungan waktu yang diberikan untuk pemilihan pimpinan Pansus

telah habis maka skors saya cabut dan rapat saya lanjutkan kembali.

( Ketuk palu I kali )



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita lanjutkan acara, yaitu pengumuman pimpinan panitia

Khusus membahas 4 Raperda. Berdasarkan raporan hasil pemilihan pimpinan

Pansus yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami umumkan susunan

Pimpinan Panitia Khusus membahas 4 (empat) Raperda Non APBD
Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Panitia Khusus I.

Ketu a : Sdr. MokhammadAnshori

Wakil Ketua : Sdr. Sukarmain

" Apakah dapat disetujui ?',

SETUJUUUUU

( Dengan suara bulat semua anggota DpRD yang hadir menyetujui )
( Ketuk palu I kali )

Panitia Khusus II.
Ketua :Sdr.sugiharto

Wakil Ketua : Sdr. Muhammad Asnawi, S.pd.I.

" Apahah dapat disetujui ?"

SETUJUUUUU

( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )

( Ketuk palu 1 koli )



Selanjutnya susunan pimpinan dan keanggotaan pansus yang terah
disetujui ini akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Acara demi acara dalam Rapat paripurna hari ini telah kita lalui dan
sesuai dengan yang direncanakan, terima kasih atas perhatiannya dan mohon
maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat.

Selanjutnya setelah rapat paripurna ini akan dilanjutkan dengan rapat

Pansus bersama oPD terkait dalam membahas 4 ( empat ) Raperda, dan untuk
Rapat Paripuma Ketiga akan dilaksanakan bersamaan dengan Rapat paripurna

IV membahas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tahun 2016, padahari Senin tanggal 17 Juli 2017.

Akhirnya dengan mengucap

pukul 14.30 WIB Rapat Paripurna

"Alhamdulillaahirobbil,alamiin,, tepat

DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

ll/qss alaamu' alaikum l{r. lltb.

UtamaMudaPembi
198803 l0l1



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA (
KABUPATEN REMBANG TENTANG
NON APBD TAHUN 2017

il ) DPRD
4 RAPERDA

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV : Keputusan

LAMPIRAN V

LAMPIRAN VI

LAMPIRAN VI

: Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se
Kabupaten Rembang;

: Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap 4
Raperda ;

: Jawaban Bupati atas pemandangan Umum Fraksi
tentang 4 Raperda;

DPRD Kabupaten Rembang Nomor
Tahun 2017 tentang pembentukan

Keanggotaan Panitia Khusus I dan II Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Dalam Membahas 4 Rancangan peraturan Daerah;

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
...17...... Tahun 2017 tentang penetapan pimpinan
dan Keanggotaan Panitia Khusus I dan II Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Dalam Membahas 4 Rancangan peraturan Daerah;

Berita Acara Nomor l70l l0l ZO|T tentang
Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I DPRD
Kabupaten Rembang;

Berita Acara Nomor l70l lll 2017 tentang
Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus II DPRD
Kabupaten Rembang;



RAPAT PARIPIJRNA ( TT ) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 4 MPERDA NON APBD KABTiPATEN REMBANG TAHUN 2OI7

HARUTAIIGGAL : RABU, 12 JULI 20t?
PUKUL : 09.00 WtB

FRAKSI DEMOKRAT

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BA,I\IGSA



trRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

FRAKSI PARTAI GERINDRA

AYU ARDryAI{ MAYASARI

FRAKSI KARYA SEIAHTERA

TNAKSI IIARAPAN

Krterang6r :

1l:llln
2 S : S.Iit
3C:Cu0
,l DL : Oinas Lrer



DAFTAR HADTR FORXOMPINDA
RAPAT PARIPURNA ( N ) DPRD IqSI]PATEN REMBANG

TENTANC 4 RAPERDA NON APBD KABTJPATEN REMBANG TAST,IN 201?

HARI|TAiaGGAL ! RIBUr 12 JULI 2017

PUKUL :09.00 r IB

H. ABOUL HAFIDZ, S.Pd.t.

BAYU ANDRIYAI.ITO,S.E.

Mm*.2-.,.........

fr*p_rzen

Bupati Rsmbang

Wakil Bupati Rombang

Kejaksaan Negorl
Rembang

Rernbang

Dadim 0720 Rembang

Kepolisian R$ort
Rembang

Pengadilan Agama Kab.
Rembang

19t803 I 0l I



nlpAr pARrpunua 
r ii i ile;i6'r<ii:iriaren RETuBANG

TENTANG 4 MPEROA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2OI7

HARI,TANGGAL : RABU, 12 JULI 2017
PUKUL :09.00 WtB

STAF AHLI BUPATI

STAF AHLI BUPATI
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PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD
Jl. oiponegoro No. 88 Telp (ozgst 691194 Kode pos 59212

REIUBANG

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMEANGUNAN

OPRD IGBUPATEN REMBANG

TERHADAP

4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2017

Rabu , 12 lull 2Ol7
Dibacakan oleh: ZAIMUT UMAII NS

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua ....
B ISM I LLAH I RROHMAN I R ROH I M,....

Alhomdurirtohi Robbir o'lomiin, osshorotu wossoromu o,ro S0yyidino womouranoMuhommodin, wo,olo olihi wosohbihi ojmo,iin..., Ammo bo,du...
Yong kami hormoil :

=> Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang

=> Sdr. pimpinan dan segenap anggota DpRD Kabupaten Rembang

=> Sdr. Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

=> sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala

Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan

para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang .

=> Sdr. Sekretaris Oewan beserta staf



=r 
ollii,rlr,la 

n organisasi Kemasyarakata n, LSM, Rekan-rekan wa rtawan,ua hadirin yang berbahagia.

,.,',,.ntl?,"jT, j,lm;lan;utranpenvampaianper

,fl'##:*.Iffi ;::.i',f ]l,.;;i,ii,i'f-'iL-;ff ffi TliiTf
:;:ffi ::::: :'' 

afiat tida k il;; :="'"'T::fl ::dir 
pada Ra pat Pa ripurna'

**, ,i,.,i.i.ffr:'ffEJ;Tfflfli::an kepada nabi besar kita, MUHAMMAD

Sdr. Ehpoti don wokil Br u9atr, sefta segenop srdong Dewon rong komi Honnatl.,.,pada hari ini, ma
isram, meraksa;";;, ;o*l'i# i:iil::Iil,*:::,an seterah kita para umat
rahma! penuh berkah dan penuh.r*i.]...illi: :to,or, di butan yans penuh
ini,.kami dari keluarga Fraksi partai ;";;;;";';.ipada 

kesempatan yans berbahagia
bathin atas semua kesatah.,0."_r,,"r.1]1..i]l^l.rf."gunan, mohon maaf tahir dan
sengaja, selama di d.l.n'htn 

dan kilaf, baik yang kami sengaja, maupun yang tidak kami
secara pribadi. t melakukan aktifitas pergauran, baik daram il;".; maupun

",, 
*.lrilllt,Llrlr'Tl-'11t,.:""'tepatnvatanssar ttJu.ti2oTT,sebagiansaudarakita,

[ilii!! Ttfrri,tr H[*: J,.#litiTir " 
r": ::::;

berwenang di bidans *r.r,." 0., ,ffi,"^": 
s::::a, 

lbih dekat pada pejabat yang

;:il: :f*:t ffi*T# ;:::H 
.;,' 

tx,::,':; 
;*:";:.1# 

x:
-^-_ 

Mengawali penyampaian pemandangan 
umuft

illl; l.J',ljjH; i"Ti,",. 
* n,.,",. i ri,. *. ;:: :,'i; iT " ffillTilT *:l

pe rsatu a n p", u, n e,, * ni .! :,i':J, -1,, "::::il, f H J:::, r:ili*il lli*liRembang yang telah bekerja. keras, sehingga O"nrurrn.n 4 ( empat) Raperda tahun2017 ini, dapat terselesaikan, dan Urp.t r"g.r. ,narti,frtrtrn pembahasan.
Adapun 4 ( empat ) Raperda dimaksud antara lain adalah :

t 
ffft:'tentang 

Pencabutan 2 (dua) peraturan Daerah Kabupaten Rembang,

a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang , Nomor 11 tahun 2007,Tentang Pengelolaan garang Milik Daerah.

b. Peraturan Derah Kabupaten Rembang, nomor 5 tahun 2011 , Tentang
Pengelolaan Usaha pertambangan Mineral Batubara.



2' Raperda tentang perubahan Ke dua , atas peraturan Daerah KabupatenRembang, Nomor 7 Tahun 2011, tentang penyertaan Modal Daerah, padaBadan Usaha Mirik Daerah Kabupaten n"io.ng, po. BpR BKK Lasem , pD. BKKKaliori , pT. Bank pembangunan 
Oaerah Jawa Tengah.

3' Raperda tentang perubahan Ke empat , atas peraturan Daerah KabupatenRembang , Nom<ir 11. tahun 2OO4 tentang Kedudukan protokoler DanKeuangan pimpinan dan Anggota Dewan perwakiran Rakyat DaerahKabupaten rembang.

4. Raperda tentang pembentukan perusahaan pen
Minyak dan Gas Bumi 

rEr u)dlraan rerseroan Daerah ' Bidang

Sldong Dewan yang koml hormoti,....,

setelah kami merakukan kajian dan teraah yang mendaram, terhadap ke empatRancangan perafuran Daerah tersebut di atas, r"mi u".i Fraksi partai persatr/anPembangunan' daram pemandangan umum ini, ,"ny.rpaikan beberapa catatansebagai usulan dan masukan, untuk d,adik;n bahan pertimbangan, didalampelaksanaan pembahasannya, antara lain :

1' Terkait dengan Raperda tentang perubahan kedua atas perda KabupatenRembang Nomor 7 tahun 2011, tentang penyertaan Modal Daerah pada BUMDKabupaten Rembang. Didalam pasal 5 (t j,disebutkan 
bahwa, jumlah nilaipenyertaan modal , untuk BUMD dan perusahaan Daerah ( pD ) , dianggarkansebesar Rp. 104.236.000.000,- . Dan dalam pasal 5 ( 2 ), menyebutkan bahwaanggaran sebesar tersebu! dianggarkan daram ApBD tahun 2017 sampai denganTahunAnggaran 2021. pertanyaan kami :

a . Berapa besaran penyertaan Modal, yang akan di berikan pada BUMD
dan pD , pada APBD Tahun anggara n 2077..?

b . Mohon penjelasan, tentang Jumlah penyertaan Modal Daerah, sampai
saat ini , yang diberikan kepada BUMD dan pD , serta masing_masing
rincian besarannya.

2. Terkait dengan Raperda pembentukan perusahaan perseroan Daerah Bidang
Minyak dan Gas Bumi , bahwa dengan adanya terah diexproitir sumber Gas Bumi
di kecamatan sumber, kami Fraksi partai persatuan pembangunan, Mendukung
dan mendorong segera terbentuknya perusahaan Daerah, Bidang Minyak dan
Gas Buml, dengan memberlkan catatan sebagi usulan :

a. Terkait dengan tenaga kerja , harus tetap memprioritaskan tenaga lokal ,
hal ini penting , agar dengan adanya kegiatan perusahaan yang ada di
daerah tersebut, masyarakat setempat ikut juga ambil bagian dalam



meningkatkan kesejahteraan hidup , dengan dapat ikut kesempatanbekerja pada perusahaan tersebut.

r 
,r.::i:'::jengan 

operasionat perusahaan , Kami mengusutkan, aear tetap

kesa,an,,::::i:[ii:i:]i#,xrxi::r;:il:il1il#f:j*
dengan ketentuan peraturan dan perundang_undangan yang ada.

3. Terkait dengan Raperda perubahan ke empat , atas peraturan DaerahKabupaten Rembang, Nomor 11 tahun zdoi, r.nt.ng protokorer dan Keuanganpimpinan dan Anggota opRD kabupai"n i"rU.ng, Dengan diterapkan pp 1g

il!lH'-i';",fl liT:li::.[i:l,iali;fi "*i',"p,",r"n..,i'l'iJti,..rv"t,Rpmerintahaixiorprt"n Rembang. 
gan Tugas pokok dan Fungsi dalam

Demikian pemandangan Umum Fraksi partai persatuan pembangunan, 
TentangEmpat Raperda Tahun 2017 ini, karena r"rt, p"ru.rrasan yang sangat pendek, dandengan banyaknya kegiatan yang rain, marirah kita seralu mohon pada ALTAH swT,semoga kita semua seralu diberikan petunjuk a"n r"an..r.n, sehingga apa yang kitalakukan mandapatkan hasir, dan manfaat v;;; 

';.krir.r 
untuk Masyarakat danPemerintah Kabupaten Rembang

Trima kasih atas segala perhatianya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....
BillahiTaufiq Wal Hidayah ....,

Wassalamu a,laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 72 Juli 2077

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KfiUA

rh*"ts,
SUGIHARTO



PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP

4 ( EMPAT ) RAPERDA NON APBD
tentang :

l.Pencabutan peraturan Daerah Nomor il Tahun
,,?007 tentang pengelotaan Bai;ng Mitik Daerah dan
,' Pencabutan peraturan Daerah No-ro, S Tahun 2011I !e1ta.no 

pengetolaan Usaha pertimbang"n Min;i,r Batubara.
2. Perubahan Ke_d_ua atas peraturan Daerah Nomor 7Tahun 20ti ten-ta.ng e_enyertian riiooai D;";il';;;Badan Usaha Milik Da;rafr Xanupaten Rembang,PD BpR BKK L_asem, pD BKK [a]iori dan pT Bank
^ Pembangunan Daerairr Jawa i"ng.t.
3. Perubahan Keempat atas peratu-ran Daerah Nomor1l Tahun 2004 tentang feA;;uian protokoter danKeuangan pimpinai Ain 

-'lnggota 
DPRD

. Kabupaten Rembang.
4' Raperda Tenta.ng pembentukan perusahaan

Perseroan Daerah Eiaang fr[inya[ Oan Gas Bumi.

FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang,12 Juli 2017

Dibacakan oleh : MUGIYARTO, S.T.



PANDANGAN UIUIUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP

4 ( EturPAT ) RAPERDA NON APBD
tentang :

1. Pencabutan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

illl 
j;t:l,:;Lr:*H.*ill# 

t' ffix',8; t
f"jlliil:r:ensetoraanu""r,"-i"rt-"ro"ng"n'rriiiJoi

2. Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 7Tahun 2011 tenta.ng {"ny".tr"rjtriooat Daerah padaBadan Usaha Mitil Da;rarr-xruri"t"n Rembang,PD BpR BKK Lasem, po e'kili"iiori dan pT Bank
^ 

pembangunan Daerah .lawi i;;il.
3. Perubahan Keempat atas p"r"iri"n Daerah Nomor11 Tahun 2004 tentang XeO;du'iia'n protokoter danKeuangan pimpinai ;;-';nggota DPRD
- Kabupaten Rembang.
4' Raperda Tenta.ng- pembentukan perusahaan

Perseroan Daerah eiO.nt Minv"If"n Gas Bumi.

FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang,12 Juli 2017

Dibacakan oleh : MUGIYARTO, S.T.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEIVIOKRAT
Jl. Diponegoro No. gg Rembano

Tetp. (0295) 691194 
---.v

, PANDANGAN U_![UM FRAKST DEMOKMT

4( EMpAr l5trtrtrNoN ApBD
tentang:

1. Pencabutan peraturan Daerah Nomor li Tahun 2007

l"{!!i..1",8",:ff : ?ffi,l?*J 
- ;,Hfl ;u # tl,l#

^ Pengelolaan Usaha nertamUang-an tt{ilerat Batubara.2. Perubahan Kedua atas peraiuili'iillln Nomor 7 Tahun
iri;ll BlSlfl ?:il"*"n rtaooai6ae-i-r, pada Badan u;;;
p D B ii -i;ii;illltf ,:il lX?l;.??,?:I,'j:T" h"r'""*Tengah.

3. Perubahan Keempat__atas peraturan Daerah Nomor {1Tahun 2004 tentang Ke_dudukaliE Jtotot", dan KeuanoanPimpinan dan Anogota DPRD i"urpii.i ii"iiinr-".,,ro,,
" S:5'Tfl iJfffil;i;;i3;d:: *l[""n"" n pEo",o"n

MBU, 12JIJLI2017

Dibacakan oteh : MUGIYARTO, S.T.

Assalamu' alaikum Wn Wb

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kamihormati :

1, Saudara Bupati dan Wakit Bupati Rembang

2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DpRD Kabupaten
Rembang

3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang

4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang



5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan,
Kepara Dinas, Kepara Kantor, Kepara Bagian .ETDA dan camat
di Lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang

6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff7. Saudara pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-
rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Sebelum kami lanjutkan penyampaian pandangan umum ini, sebagai
insarn yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa A,ahswT' tidak henti-hentinya kita memenjatkan puji syukur kehadirat ArahSWT Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahNya
sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan hidup dankesehatan sehingga kita dapat mengikuti Rapat paripurna DpRDKabupaten Rembang dalam membahas 4 ( empat ) Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam kesempatan yang baik ini kami tidak lupa menyampaikan
ucapan Selamat Hari Raya ldul Fitri 14Ag H, Mohon maaf lahir dan
batin semoga dihari-hari yang akan datang kita tambah semangat
da lam bekerja dem i keseja hteraan masyarakat Kabupaten Rembang.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat partpurna Dewan yang Terhormat,

Kami Fraksi Demokrat memberi beberapa masukan untuk ditindak
Ianjuti, antara lain :

1. Untuk Penyertaan ModalDaerah pada Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Rembang, pD BpR BKK Lasem, pD BKK Kariori dan
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dalam pemberian
pinjaman kredit betur-betur tepat sasaran yaitu pengusaha kecir

menengah, jangan sampai jatuh ketangan pengusaha_pengusaha

besar, apalagi pengusaha di luar Rembang, supaya pengelolaan

managemen keuangan betul-betul diperketat dan diawasi jangan

sampai salah perkiraan nilai barang yang menjadi agunannya,

apabila ini sampai terjadi berarti kerugian sudah menanti dan

tidak ada gunanya menambah modal.



2. Untuk PDAM

Supaya perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak
ini perlu penanganan khusus, masih banyak pelanggan yang
mengeluh karena dimusim penghujan masih sering air mati,
apalagi di musim kemarau masyarakat tambah merana. untuk itu
kami memberi masukan ditahun_tahun anggaran yang akan

, datang supaya embung diperbanyak untuk menanggulangi krisis
_/ air di Rembano.
t'
'3. Percetakan Daerah

Agar Percetakan Daerah dalam pengelolaannya ditangani orang
yang ahli di bidangnya dan profesional dan jangan asar-asaran,
Perusahaan percetakan Daerah serama ini tidak pernah memberi
keuntungan kepada pemerintah Kabupaten Rembang.

4. Untuk perda BUMD migas, Kita bersyukur kepada Ailah SWT
dimana Rembang mempunyai sumber daya alam yang melimpah
dimana salah satunya adalah minyak dan gas bumi.
oleh karena itu seterah pembentukan perusahaan perseroan
Daerah bidang minyak dan gas bumi, menurut pendapat kami
karena peluang untuk mendapatkan sumber pAD yang sudah
jelas dan terukur maka kami mengharap tidak perru menyertakan
modal kerja dari ApBD Kabupaten Rembang, kami hanya bisa
melahirkan BUMD migasnya saja. Untuk hidup dan
penghidupanya supaya mandiri.

Dengan begitu kesan buruk tentang

hilang. Dan harapanya bisa membantu

terhadap PAD kabupaten Rembang.

BUMD selama ini supaya

kontribusi yang luar biasa

5. Terakhir kami sampaikan daram pembahasanya nanti supaya dari
pihak eksekutif benar-benar orang yang paham dan tahu tentang

PERDA ini.



Bupati, Wakit Bupati dan Rapat paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianrah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan,
akhirnya kepada saudara Bupati dan wakit Bupati, saudara Ketua,
Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang serta
segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih terah mengikuti
dengah seksama penyampaian ini, semoga Ailah swr, Tuhan yang
Malp Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan
per4indungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wat Hidayah

Wassalamu, alaiku m Wr. Wb.

Rembang, 12 Juli Z01T

FRAKSIDEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

, sE., MH.



'nooffit;ry"n
F RA KS r r^[ii? ?.Hi1$3,llil* .o*oroDE*AN pERwAKrL,tN naxyar oarriaii KABLT,A,TEN REMBAN.

TERHADAP

4 RAPERDA NON APBD

p ada s i dan g r?liffil fifl"L; [,,f;., Re m b an g
Rabu, l2luli20t7

Assalanu'alaikum wb, wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jlaran Forum pimpinan DaerahKabupaten

Yang kami Hormati, Ketua dan para wakir Ketua DpRD Kabupaten
Rembang, beserta segenap anggota DpRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, saudara sekretaris Daerah dan sekretaris DpRD
kabupaten Rembang beserta jajarannya,

Yang kami hormati Para Pejabat dilingkungan pemkab. Rembang
Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para
Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian

Yang berbahagia



Mengawali pemandangan umum ini perkenankan, meskipun sudahhampir lewat, kami menyampaikan ,.flrriiOrt fihi mohon maaf tahirbathin atas rssara khilf::: g;jili;,frr, 
"r, 

sensaja maupuntidak kami sengaja, Semoga amal baik [it. i.ru* butan ramadlanditerima Allah SWI.

Selamat hari koperasi,. semoga ada dan semakin banyak koperasikoperasi yang menguntungfan anggot.ny,,.rrri prinsip dan tujuankoperasi dari, oleh, dari untuk 
";;il; -ii.perasi 

bukan untukdinikmati pensurusnva plrrf .i;.n ;;'s'.i;;; koperasi bukan untukdimiliki segetintir orang, tetapi of.n ,.fiirf., u,iggot.nyr.

sebagai eremen penting sistem perekonomian di rndonesia bersamapemerintah dan swasta, koperasi ;*ril;;n, diamantkan BunoHatta melaui tulisan Bung Hatta datam ilk;"Mil;;il, ilril:ydan Koperasi nllerornjun- 
-" 

,.rgLn.gorikan sosialkapital ke dalam 7 nilai sebagai ,,"pnii foo.rrri.r^

1. Kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan.
2. Keadilan dalam usahal-errrrr. 

'Yrvrvq,

3. Kebaikan dan kejujuran mencapaiperbaikan.
4. uenanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas,5. Paham yang sehat, cerdas, d;r,.gr;:- ""
6. Kemauan menolong Oiri senOiri se"rtlmenggerakkan

Kemandirian dan Otoaktiva
7. Kesetiaan dalam kekeluargaan.

Selanjutnya, disamoino kami sampaikan seramat kepada anak anak
!!-rlrg telah.mendJpatkan sekotah ,t* lr*prc baru, kami juga
menyampaikan keprihatinan atas proses dan iegutasi sereksi masuksekolah. Sistem penerimaan dengan memnentrn previlage kepada
anak pendidik, keruarga miskin, sulat keterangan prestasi dan zonasi
telah menimbulkan beberapa penyimpangan.

Hanya agar anaknya diterima di sekorah rera menyatakan dirinya
miskin, rela membuat surat keterangan prestasi parsujrera uerpinJan
tempat tenggal dekat sekolah, bahkan rela mengganti profesi rain
menjadi pendidik. lnilah regulasi yang tidak dibarengi dengan
perangkat pengendalian nya,



Kamijuga prihatin d* f:?ijqg fu, day schoot bisa bisa menjadikanfutt die schoor. Baranokari klbijakan irii.*[rrtrk kota, tetapi samasekati tidak cocok uniukR4;g y;ilp.ro,i,tun karakternya tebihbanyak dibangun oleh madrasan Oiniyr'fi, "-"- "

Sidang Sidang yang Kami Hormati
Menetapkan dua perubahan perda, mencabut dua perda, danmenetapkan satu peraturan daerah, ,.p.rtilrng akan kita mulaisetelah parlpurna ini, sejatinya memerlukan *r(tu yrng cukup. Cukupuntuk membahasnya dan cukup d;hrr;ya agar tidak satahpaham.

It^.10, gerub3lan_qgnyerraan modat untuk BUMD, pD BpR BKKLasem, dan pT BpD J{enO, Raperda perubahan KedudukanProtokoler Dan Keuanoan pimfiinan irn-nrggou DpRD RembanoPencabutan dua Raoeida, dan pembenturuii "nrp".;;"$"';lr1:d
Minyak dan Gas setitu ormuta 0..g., drnyaan b.sar ,,seberapa
besar akan memberi dampak #!i %r.ilnt.rrm masyarakat
Rembang".

Cukup menyejahterakan^BU|{D, BpR BKK, BpD, menyejahterakan
Komisaris dan Direksi pD Minyak Orn Crr-rrupun pDAM ataumemberi dampak layanan yang memberi muttiplier utu.i tuprO,
rybllf? .Bagi kami dapat dimuiai Oengan ,rrO.n brr* ;;;;;memberi dampak kepada pubtik. lni p.riing ,griOrf., pembahasan
ini kita hati hati.

Di luar tanggung jawab administratif, para pengambil kebijakan
lglrl.T3.para pemimpinnya akan diminiai' p.rtriggrng jawaban oteh
Allah swT. Hal ini sebagaimana sumpah'janji anggota DpRD saat
pelantikan bahwa di luar kesaksian para liaoir kiti-juga oisatsir,an
oleh Allah SWT



Sidang Dewan yang Kami Mulyakan
Penyusunan perubahan penyertaan modal srsederhana. vrit, ,.r.nuhi kaidah 1u;6.6 i*l9_g_tnya 

har yang

seharusnya r;d 
^i,Tl1i:{dJ"'j,#,r.*i:in}:1,, ffi;menghindari sedikit mungkin conflict interest. "

Penyertaan modal keoada]:rb:.g, keungan prinsipnya dapat dilihat

[:fll,,f';:il1',.i::1i I\4;'p;;d;;,JglT- asset densan

sebesar , ,, ,,,, i#,1$1,1,*lilffi fl,;3:,,,ifl',.J.. if'T,lsebagai pembahas raperda ,nggoi, d;an dapat merihat har inimelalui neracanya.

Pertimbangan kedua dalam penyertaan modal kepada lembaoakeuangan dapat dilihat
produk-tintasspRid'dlTJf,liTfl?iJ:L%fl 

f ?:J:l[,.XAffi [Tatau tidak? Dan ketioa ad.atah ,;b;;;p; ;;r memberi dukunoankepada usaha mikro y"ang pinjamar;y;;ffi;n to lrtu rupiah.
Penyertaan modal keoad3 

|U|VO 
yang dalam hal ini akan diberikankepada pDAM dapat ditihat merari,i ,ltrir"lgat penyertaan modatft:9, pDAM yans tJrn lii.ilr;"[;;l"j'pemkab Di sinirahpentingnya coreplan vang harus Oir.Oiirn- oleh pDAMkepada DpRD Remba,iq. irnpi ;o;;i#ffi bussines plan, hematkami pemkab tidak tavik ,,r.lro..*r,i'irffiil, penyerraan modalkepada PDAM.

Mohon maaf, kami menggunakan isflah yang 
.dulu pernah tersaji

1:lT_ry?ngrn 
paripurna-i'ni ,Xar<ef 

nen.rilr'rn, yang juatan dawetdengan tambahan dawet,, santen dan gula siia untung dan mampumenyekotahkan anak unln{?, yang ini;irrin alitanp, trrO.n., ,ilup? k9l belum juga BEp,, 
.l/,aisyJ r.ami yang;n anggap ini sebagai

olok olok, tetapi sebagai spirit bagi profesionatiias PDAM.

PimpinanSidangdanHadirin yang Kami Mulyakan
Pembahasan yang kita rakukan setelah fitri ini mudah mudahan
menjadi amal baik kita semua. Amin,,,....



Wassalamu,alaikum wr. Wb.

Il*
r,\ra")--t--

Ko(as.Bd lmron llyas





FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEMDEWAN 
'ERWAK*AN 

RA,*A; ool*o,
. KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. gg fode pos S9212 RbC.

:TTi, :^-ro, 
o.ro**ffiANGAN 

NAs DEMDEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP:

4 Raperda Non ApBD 2017

Dibacakan Oleh:

Assa I amu' at aiku m waroh matu I lah i waba rokatuh
S_alam sejahtera bagi kita semua
Salam Resforasi

MERDEKA.....!I!

Yang terhormat, Bupatibeserta Wakil Bupati Kab. Rembang
Yang terhormat, pimpinan Beserta Segenap Anggota DpRD Rembang
Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang terhormat, Forkompinda Kabupaten Rembang
Yang terhormat, staf Ahri, Asisten Bupati, Kabag diringkungan setda Kab.Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-KabupatenRembang

Sekretaris DpRD beserta Kabag dan Jajarannya yang kami hormati,
Rekan Wartawan,Ormas,Tokoh Masyarakat yang ada di Kab. Rembang yangkami hormati dan para tamu undangin yang terOahagia



Hadirin sidang paripurna yang kamimulyakan,

Arhamdurirah puji syukur kami panjatkan kehadirat AL'-AH swr yang terah

memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan sehingga pada hari ini

kita dapat meraksanakan rapat paripurna dengan acara penyampaian

Pemandangan Umum Fraksi terhadap 4 Raperda Non A'BD 2017. shorawat
serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena
ini masih darbm buran syawar, tidak rupa kami menyampaikan seramat Hari rdur

Fitri 1438 .A uinat Aidzin war Faizin, Mohon maaf rahir dan batin. Mari kita
jadikan moment rdur Fitri ini untuk mempererat tari siraturahmi kita bersama dan
akan menjadi semangat kita untuk bekerja rebih baik ragi demi kemajuan
masyarakat di Kab' Rembang ini sesuai dengan tupoksi kita masing- masing.

Hadirin sidang paripurna yang kami mulyakan,

Daram kesempatan kari ini kami dari Fraksi pDrp Nasdem akan
menyampaikan apa yang terah disampaikan saudara Bupati dalam 4 Raperda

Non APBD 2017. Ada beberapa har yang menjadi catatan yang akan kami

sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini,agar menjadi perhatian kita

bersama dalam pembahasan nanti ,hal _ hal tersebut diantaranya :

1. Raperda tentang perubahan Kedua Atas penyertaan Modar Daerah pada

Badan Usaha Milik Daerah Kab. Rembang, pD BpR BKK Lasem, pD BpR

BKK Kalioridan PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Tengah.

F Kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem mengharapkan dalam

prakteknya nanti pihak yang menerima penyertaan modal dari

Pemkab. dapat mengelola keuangan tersebut secara transparansi,

akuntabel dan bertanggungjawab.



) Daram penyertaan modal ini harapannya dapat berdampak padapeningkatan pendapatan daerah sehingga berdampak langsung
terhadap kesejahteraan masyarakat di Kab. Rembang.) Kami Fraksi pDl peryuangan 

Nasdem mengharapkan dalampenyertaan 
Modal tersebut dapat menekan angka NpL ( Nonperforming 

Loan ) atau kredit bermasalah lebih signifikan.
2. Raperda tentang pembentukan pers

Gas dumi 
v _..ivv,,,.\r^orr rerseroan Daerah Bidang Minyak dan

) Kami Fraksi pDl perjuangan 
Nasdem dalam penyusunan 

Raperdapembentukan 
BUMD Migas, untuk mengacu pada peraturan

perundang-undangan 
yang ada diatasnya.

) Kami berharap Raperda BUMD yang akan dibahas nanti
mengakomodasi adanya aturan yang mengharuskan BUMD untuk
menyerap tenaga kerja lokal sehingga akan berdampak pada
pengurangan pengangguran dan meningkatkan taraf perekonomian
masyarakat di Kab. Rembang.

) Kami juga mengusulkan agar ada aturan yang jelas yang
menyangkut tentang Aturan Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL
)didalam Raperda yang akan dibahas nantinya.

Kami sangat berharap semoga Raperda yang kita bahas kari ini akhirnya dapat
memberikan dampak yang positif bagi kemajuan Kabupaten kita Tercinta ini, dan
yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kab. Rembang.



Hadirin Sidang Paripurna yang KamiMulyakan,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi pDl.. perjuangan Nasdem ini kami

sampaikan terhadap 4 Raperda Non ApBD 2017, semoga apa yang kanri

sampaikan kali ini menjadi pe;hatian dan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin

.-3ALAM RESTORASII

MERDEKA.III
/

Wassalaniu alaikum wr. Wb.

I

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH

KAB. REMBANG

KETUA SEKRETARIS

AtI IRCHAM ST



PEMANDANGAN UMUM
F',RAKSI PARTAT GERAKAN rNooxnsn_RAyA ( GERINDRA )DPRD KABUPATEN REMBANG

4 RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

-

GERTNDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

PARTAI

ATAS

REMBANG, 12 JULIZOIT



FRAKsrr*rT,T-;flil:h',ffi B*srARA'ADEwAN PERwAKILAIY RAKYAT oaT_Tt,G KABUPATEN REMBANG
4 ( EMpAr ) *rr*o r.ffi,ff'#'n RTMBAT\.. rAHUN 2017

,.0, .,0,i' :1T!?1!1 n^o'le!l yj i santoso' sP' M H'
rg paripurna DpRD Kabupaten nemoin!, Rabu 12 Juli 2O1Z

Assalamu ,alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya......

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang kami hormatisdr. pimpinan dan segenap Anggota Dewan;

I:!:r,*t'' hormati sdr. Para Anggota Forkompimda dan Ketua pengaditan

Yang kami hormati Sdr. para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI
Yang kami hormati sdr._sekretaris Daerah dan para pejabat diringkunganpemkab. Rembang serta pari ca;;i j.: iilriaten Rembans;
Yang Kami hormati sdr'para pimpinan parpor, wartawan, para pimpinan
ormas, organisasiwanita, LSM serta Undangan sekarian yang berbahagia.

Alhamduriilahi RobbirAaramiin di kurun buran Juri 2017 DPRD Kabupaten
Rembang terah merencanakan kegiatan yang sangat berhimpit-himpitan,
diantaranya dalam proses membahas Raperda pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun 2016, karenanya patut kami berikan penghargaan
kepada jajaran Pemkab Rembang dan DpRD yang terah bekerjasama dan
bekerja bersama-sama untuk menyeresaikan agenda pembahasan raperda yang
cukup padat dan melelahkan ini. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik dalam
rangka menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Rembang tercinta serta

untuk menyejahterakan masyarakat Rembang.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Pada hakekatnya 4 Raperda yang telah di ajukan ke DPRD tersebut,

Fraksi Gerindra bisa menyetujui untuk dibahas. Namun, Fraksi Gerindra akan

memberikan beberapa catatan dan pertayaan sebagai berikut :

1. Raperda Penyertaan ModalDaerah pada BUMD Kabupaten Rembang, PD

BKK Lasem, PD. BKK Kalioridan PT. Bank Pembangunan Daerah



Terkait dengan Raperda ini kami sependapat untuk diadakanperubahan karena menyangkut besarnya modal yang akan disertakan.
Dengan adanya penambahan penyertaan modar diharapkan akan
menambah jumrah Deviden kepada pemerintah kabupaten Rembang
setiap tahun. Tetapi kita perru hati-hati dan harus tahu gisnrs ptan darimasing-masing perusahaan tersebut. Daram kurun waktu 5 tahun ini
berapa deviden PDAM, pD. BpR Bank pasar, pD. Aneka perusda, pD
BPR BKK lasem, pD. BKK Katiori dan bank Jateng yang di setorkan
kepada Pemerintah Kabupaten Rembang setiap tahunnya?

2' Raperda pembentukan perusahaan perseroan Daerah Bidang Minyak dan
Gas Bumi

Fraksi Gerindra meminta pemerintah Kabupaten Rembang harus berhati
hati didalam membentuk BUMD khusus ini. Jangan sampai kejadian
BUMD RBSJ terulang lagi, dimana penyertaan modal yang cukup banyak
sekitar 35 Milyard tetapi sampai sekarang belum ada hasilnya sama sekali,
marah menimburkan berbagai masarah. Berbagaijenis usaha yang digeruti
RBSJ tidak ada berkahnya, bahkan yang sangat potensial sekali yaitu
pengelolaan pelabuhan Rembang terminal sluke sampai sekarang juga
tidak kunjung ada kemajuan, padahal sudah rebih dari 7 tahun dan
pemkab rembang sudah memperoleh lahan seluar g,1 ha, tetapi apa yang
kita dapatkan? sama sekari tidak ada, bahkan pihak pengerora perabuhan
saat ini yaitu KUpp cenderung mengajak kerjasama pihak lain, dari pada
dengan Pemerintah Kabupaten Rembang maupun RBSJ yang notabene
mempunyai lahan yang sah. Kita sebagai pemerintahan kabupaten
rembang hanya sebagai penonton, sedangkan keuntungan ada dipihak
lain. Diakui atau diakui fakta dilapangan berbicara seperti itu dan sampai
saat ini pelabuhan telah beroperasi aeflap hari, sfokpe// bahan material
setiap hari datang, pelabuhan penuh dengan barang. Jangan sampai kita

dibodohi/diakali oleh pihak lain yang memanfaatkan anggaran pemerintah

daerah kabupaten rembang untuk memperkaya mereka. Tetapi kita harus

sebaliknya, dengan modal secukupnya tetapi bisa memperoleh

keuntungan yang optimal.

Fraksi Gerindra meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang

bahwa perusahan perseroan daerah bidang minyak bumi dan gas akan

akan dibentuk ini bisa dikelola dengan profesional.



Lantas siapa para pihak rain yang akan digandeng oreh pemerintah
Kabupaten Rembang untuk mengerora gas tersebut? Apakah dari pihakRBSJ yang juga merupakan BUMD mirik pemerintah Kabupaten Rembangjuga akan digandeng?

Fraksi Gerindra berharap bahwa pembahasan Raperda ini harusdirakukan secara serius dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segaraaspek, agar tidak ada yang dirugikan.
Terakhir karinya kami hanya bisa berusaha dan berdoa semoga Raperdaini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hitmad, tepat dan penuhkehati - hatian. rnsya Aroh kami tetap optimis dengan waktu yang Reratif singkatini karau di barengi niat yang ikras serta kerja keras maka akan membuahkan

hasir yang maksimar dan bermanfaat bagi Umat. Amiin ya RobbarAaramiin

Pimpinan Sidang dan Anggota paripurna yang terhormat;
Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT,Tuhan yang Maha Esa seraru menuntun niat baik ini. se(a membuahkan hasiryang optimar, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Wassalamu,alaikum Wr, Wb,

HER!KURNIAWAN. SE,

Ketua Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA
Sekretariat Jl.Diponegoro No 88 Rembang _ Telp (0295) 693290

@

ffi

1.

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
ATAS 4 RAPERDA

Raperda tentang perubahan Kedua atas perda

11.b, , 
Rembang 

-No.z 
rn.iOr i'-u, penyerraan

Modat Daerah oad_a_BUMD Kab. RemOang pD BpRBKK Lasem, PD BPR axr [ailoii oun PT BPDJawa Tengah
Raperda tentang perubahan Keempat atasPerda Kab. Rembang No.l 

'rfr.iOO+ -il;
Kedudukan proto_koter ian Xeuangan pimpinan
dan Anggota DpRD Kabupateni"rOung.
Raperda tentang pencabutin'-i' loru) perda
Kabupaten Rembang ttg
1) Perda Kab. nemUing No.11 Th.2008 ttg

Pengetotaan Barang tvtitik Oaerah.
2) Perda Kab. Rembing No. s in. zo11 ttg

Pengetotaan Usaha pertambangan MineraI
dan Batubara.

Raperda ttg. Pembentukan perseroan Daerah
Bidang Minyak dan Gas Bumi

2.

3.

4.

DISAMPAIKAN DALAM
RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. REMBANG

RABU, 12 JULI2017
JURU BICAM : H. lS/tMRt, SH



Assalamu' alaikum Wr. Wb.
. Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Yang kami hormati Sdr. pimpinan dan Segenap anggota DpRD

Kabupaten Rembang

' Yang kami hormati Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten
Rerhbang

. Yang kami hormati Sdr. ffi Sekretaris Daerah Kabupaten
Rembang

. Yang kami hormati Staf Ahti, Asisten Sekda, Kepala Badan, KepataDinas, Kepata Kantor, Kepata Bagian setda dan camat di
Iingkungan pemerintah Kabupaten Rembang.

. Yang kami hormati Sdr. pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM,
rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pemandangan
perkenankantah kami mengajak semua untuk
ke hadirat Altah SWT yang senantiasa
kese[amatan, rahmah dan berkah kepada kita
hadir datam suasana yang berbahagia ini.

seragi masih datam bulan syawat, kami mengucapkan selamat Hari
Raya rdut Fitri 143g Hijriyah, mohon maaf lahir batin atas segata
kesalahan' walau kemarin banyak catatan buruk, masih ada [embar-
lembar putih berikutnya yang akan krta tutis dan tukis tentang hat-hat
yang baik dan indah.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.
Tibatah saatnya kami menyampaikan pemandangan Umum Fraksi

Karya sejahtera atas 4 Raperda tentang yang diajukan oteh Sdr. Bupati
pada hari Senin tanggat 10 Juti ZO17 yang latu sbb,

l. Raperda tentang Perubahan Kedua atas perda No. 7 Th. 20,11 ttg
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Kab Rembang pD BpR BKK

Lasem, PD BPR BKK Kaliori dan PT BPD Jawa Tengah.

umum fraksi kati ini,
memanjatkan puji syukur

memberikan kesehatan,

semua sehingga kita bisa



Penyertaan modal dari dana APBD kepada BUMD bertujuanmemperkuat struktur permoda(an BUMD datam rangka pengembangan
kegiatan usaha' Namun ha[ tersebut harus mempertimbangkan rencana
bisnis perusahaan, kajian ketayakan investasi dan kemampuan ApBD.

ll. Raperda tentang perubahan Keempat atas perda Kab. Rembang
No'3 Th'2004 ttg Kedudukan protokoter dan Keuangan pimpinan
dan Anggota DpRD Kabupaten Rembang.
Kinerja DPRD sangat ditentukan oteh tingkat kesejahteraanpimpinan dan anggotanya. Sejak tahun 2004, peraturan perundangan

yang mengatur kedudukan protokoler maupun hak-hak keuangan DpRDbetum pernah diubah, maka dipertukan perubahan peraturan Daerahyang mengatur haI ini, agar kinerja pimpinan dan anggota DpRD
Kabupaten Rembang semakin meningkat.

lll' Raperda ttg' pencabutan 2 (dua) perda Kab Rembang No 11 Th
2007 ttg Pengetotaan Barang Mitik Daerah dan perda No. 5 Th 2011
ttg Pengetolaan Usaha pertambangan MineraI dan Batubara.

1) Berdasarkan peraturan pemerintah No. 27 Th. 2014 ttg
Pengetotaan Barang Mitik Negara/Daerah diatur oteh
Peraturanhperundangan. tingkat pusat, sambit menunggu
peraturan lebih lanjut, maka perda Kab Rembang No. 11 Th
2007 ttg. pengetotaan Barang Mitik Daerah perlu dicabut.

2) Berdasarkan Undang undang No. 9 Th 2015, urusan
pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral yang

semuta menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota

diambit atih oteh pemerintah propinsi. oteh karena itu perda

Kab. Rembang No. 27 Th. 2011 ttg Usaha pengetolaan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara, pertu dicabut.

lV. Raperda ttg. Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang

Minyak dan Gas Bumi.



Witayah Kabupaten Rembang memiliki sumber daya atam yangsangat berpotensi untuk dikerota dan dimanfaatkan guna menunjangpembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Rembang. Untuk mengetota hat tersebut pertu perusahaan
yang bergerak di hitir seperti usaha pengotahan, usaha pengangkutan,
usaha penyimpanan maupun usaha perniagaan. Maka pertu didirikan
perusahaan perseroan daerah yang bergerak di bidang minyak dan gas
bumi ,yakni pT Rembang Migas. Namun kami berpesan agar jangan
sampai terjatuh pada lubang yang sama, ingat kasus pr RBSJ. Dalam
mengangkat direksi nanti perlu personalia yang berintegritas,
berpengataman dan dedikasi yang tinggi.

Demikiantah pemandangan umum Fraksi Karya Sejatera dan
selanjutnya 4 Raperda iniakan dibahas dalam rapat-rapat pansus nanti.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan pora hodirin sekalian.
Sebetum turun dari mimbar ini kami mengingatkan bahwa sebagai

manusia Jawa, kita tidak boteh ,,kelangan jawa-ne,,, maka akan kami
sampaikan sebuah piweting Jawa, sbb. ,,Aja sok ngendet-endetake
kaIuwihan-mu, kapinteran-mu [an kalungguhan-mu. Anggon-mu
ngunggutake dhiri mau, tekane enggon mung bakal dadi ora aji. Luwih
prayoga tirunen pratambange pari, kang saya isi [an mentes malah
sangsaya ndhingktuk, pari kang ndhangak nudhuhake nek kothong
mlompong tanpa isi". Artinya: Jangan pernah menunjukkan
ketebihanmu, kepandaiaanmu dan kedudukanmu. Apabita demikian,
suatu saat hanya menjadi tidak berharga. Lebih baik ikuti sifat tanaman
padi, yang semakin berisi dan bernas semakin merunduk, padi yang
menengadah menunjukkan kosong mtompong tanpa isi.

Bita ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian

Pemandangan Umum Fraksi kati ini, kami mohon maaf yang sebesar-

besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan

berkah kepada kita semua datam menjatankan tugas dan pengabdian

membangun Kabupaten Rembang.



Rahayu ingkang samyo pinanggih - wassalamu ,aloikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN RE\ABANG
A SEJAHTEM

Sekretaris,

' /"oA R r, sH H. JOKO SUPRIHADI, SH

t



FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM

TERHADAP
RAPERDA 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

l' Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun
20ll tenrang penyerraan Modal Daerah pada Badan usaha Milik Daerah Kab.
Rembang, PD BpR BKK Lasem, pD. BKK Kaliori dan pT. Bank pembangunan

I)aerahJawa Tengah.

2. Pencabutan 2 (dua) peraturan l)aerah Kabupaten Rembang.
i. Pembenrukan perusahaan perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.
4. Perubahan Keempat Atas peraturan l)aerah Kabupaten Rembang Nomor Il

Tahun 2004 tentang Kedudukan prorokoler Dan Keuangan pimpinan clan
Anggota Dewan perwakilan Daerah Kabupaten Rembang.

Dibacakan Oleh : SAHNINGSIH, SE

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DpRD IGbupaten Rembang

Bupati dan Wakil Bupari Rembang.

Forum Koor&nasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala

Dinas/Badan/KantorBagian/lnstansi Venikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Kerua KPUD Kab. Rembang, Kerua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan

hadirin yang berbahagia.



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

syukur Alhamduli'ah kira panjatkan kehadirat Arah SWT atas limpahan
Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapar menyampaikan
Pemandangan Umum Fraksi dalam keaclaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Berkairan dengan 4 (empat) raperda diaras, maka kami perlu menyampaikan
beberapa hal, yakni:

l Raperda perubahan Kedua Atas peraruran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 7 Tahun 20lr tenmng penyertaan Modar Daerah pada Badan Usaha
Mili,< Daerah Kab. Rembang, pD BpR BKK Lasem, pD. BKK Kaliori clan
PT. Bank Pembangunan DaerahJawa Tengah.

Badan usaha Milik Daerah adalah sarah saru "wajah,kinerja pemerintah
daerah, unruk itu kami mendukung seriap upaya pemeriatarr Daerah unruk
memperkuat BUMD, baik dari sisi permodalan arau perkuatan
kelembagaan. Kami mengharapkan pada saat pembahasan raperda dapat
menyertakan bussiness plcnnya.

2. Pencabutan 2 (dua) peraruran Daerah Kabupaten Rembang.

Kami sepakat bahrn'a perlu dilakukan kajian menyeluruh renEang
peraturan-peraruran daetah y*g sudah tidak relevan atau malah
menghambat dalam melaksanakan percepatan pembangunan.

3. Pembentukan Perusahaan perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Burni

Hasil eksplorasi yang dilakukan pertamina HuIu energi & Desa Krikilan,
Kecamatan sumber &perkirakan sangar porensial untuk dapat &kelola

dan &manfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyar &
Kabupaten Rembang. Masyarakat dan Pemerintah Kabuparen sudah

semestilya tidak menjadi penonton dan hanya menikmati porensi ini



secrua pasif. pembenrukan perusahaan perseroan ini, sebagai langkah
strategis untuk menangkap peluang-peluang yang ada rerkait potensi
migas di Desa Krikilan.

4' Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor lr
Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler Dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan perwakilan Daerah Kabupaten Rembang.
Raperda ini merupakan tindak ranjut dari peraturan pemerintah Nomor lg
Tahun 2017, Tentang Hak Keuangan Dan Administratif pimpinan Dan
Anggota Dewan perwakilan Rakyar Daerah.

Hak keuangan ini diharapkan dapat mendukung kine{a yang selaras
dengan semakin meningkarnya dinamika pembangunan di masing-masing
daerah.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,
Demikianlah pemandangan umum dari Fraksi Harapan, semoga pembahasan
Raperda-raperda tersebut di atas dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas
dari petunjuk Allah SWT Aamin.

Billahitauf iqwalhidayalr

Wassal aamu'alaikum Waralttna ruIahi Wa baraka tu h.

Rembang, I2Juli 20lZ

FMKSIFIARAPAN

DPRD KAB. REMBANG

SAHNINGSIH, SE

Sekretarisk-
r"



TANGGAPAN BUPATI REMBANG TERHADAP

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS RANCANGAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN REMBANG

Rabu, 12 Juli 20'17

As sal am u al aiku m warah m atu lt ahi w ab a rokatu h'

Yang kami hormati :

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daetah KabuPaten Rembang ;

- Rekan-rekan Forum l(omunikasi Pimpinan

Daerah;

- Sekretaris Daerah, Staf Ahti Bupati' Asisten

Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat

Daerah KabuPaten Rembang;



- Sekretaris DPRD, Kepala Baclan dan Kepala Dinas
se-Kabupaten Rembang;

- Camatse-Kabupaten Rembang; serta
- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Segala puji milik dan bagi Altah yang metimpahkan

taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk,

bimbingan dan keselamatan kepada kita semr:a dalam

tugas dan kewajiban kita.

Kami menyampaikan terima kasih dan

penghargaan setinggi{ingginya kepada seturuh Anggota

DPRD Kabupaten Rembang melalui fraksi masing-

masing yang telah menyampaikan pemandangan umum

terhadap empat raperda yang kami ajukan, dan secara

garis besar memiliki pemahaman yang sama terhadap

kebutuhan pembentukan raperda tersebut.

Terhadap pemandangan umum fraksi, Kami

berikan penjelasan sebagai berikut.

l. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7



Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah

Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten

Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK Kaliori

dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Untuk penyertaan modal pada BUMD tersebut

Pemkal, Retnbang sampai dengan saat ini adalah

sebagai beril<ut:

a. Jumlah penyertaan modal Pemkab. Kepada BTJMD

sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut

NO BUMD s/d 2017 (lN DUK)

1
2

3
4
s
6
7
a

PD. BPR BKK Lasem
PD BKK Ka liori
PD BPR Bank Pasar
POAM
P-t aPt)
PT RBSJ

Unit Pe rcetakan Dae rah
Unit APotek Rembang
JUMLAH

14,700, ooo, ooo
1,960,u)o, ooo

10, ooo, ooo, ooo
t2,641,989,665
2lP,,')l)4,(N)O,(N)O
35, OOO, CKJO, (x)(J

1,950, ooo, ooo
2A2,3A2,sao

:i"Lr5,488,3 72, lTli



b. Perkembangan deviden lirna talrun terakhir sbb :

Terkait besaran penyertaan modal yang kami

usulkan pada perubahan APBD Tahu,r 2017 kami

lakukan berdasarkan kajian akademik atas

kelayakan investasi yang dilakukan olek pemkao

Rembang kepada BUtvlD dengan melibatxan LPPM

Universitas Muria Kudus.

Menanggapi keluhan terhadap pelayanan yang

dilakukan PDA['/ dapat kami sampaikan bahwa

seringkali terjadi kebocoran pipa sehingga

mengganggu pelayanan. Oleh karena itu pemkab

NO BUMD 2013 20t4 20L5 20L6 2017
1

2

3

4

5

PD. BPR BKK Lasem

PO BKK Kaliori
PO Bl'll Llurk lt anr
r OAM
PT RBSJ

PT BPD

Unit Pe rcetakan
unit Apotek

1"099 855

t40,795
o

0
o

l

1,993,4861

ol
or,t*l

I

L,45r,632
280,i75

(,

o
o

,,rrr,rrrl
ol
ol

I

2,208,8t9
171,r..rgf

I
o
0

1.,867,20s1

0l

ol

I

2,O99,570

458,8(n
t il(t'iltt

o
0

3,295,354]

23,7291

2,999,400
38q3OO

u/ t, )4tt
()

ol

o,rru,"uol
rzo, rs+l

I

I



Rembang beikomitmen untuk meningkatkan
pelayanan melalui percepatan perbaikarr dan
penambahan sumber-sumber baru diantaranva
melalui optimalisasi sumber air semen.

Peningkatan pelayanan percepatan perbaikan

dan optimalisasi sumber air semen dapat
diselesaikan manakala kucuran dana dari

Kementerian PUPR segera dapat direalisasikan

dengan persyaratan perda penyertaan morjal harus

segeta diselesaikan.

ll. Raperda tentang Pencabutan 2 (dua) peraturan

Daerah Kabupaten Rembang

Kami sampaikan terima kasih bahlva semua

Fraksi sepakat untuk mencabut Perda Nomor 11

Tahun 2007 tantang Pengelolaan Barang Milik

Daerah dan Ferda Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Usaha Mineral Tambang dan Batubara

karena tidak sesuai dengan peraturan perurrdang-

undangan.



lll. Rapercla tentang pclnbcrr(uk:rrr pcrrrsaltiralr
Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi

Kami sampaikan terima kasih atas dukungan
pembentukan BUMD Migas dan kami berupaya
untuk tidak mengulang kesalahan saat pendirian
maupun pengelolaan pT. RBSJ dan kami
nengharapkan DpRD membantu melakukan
pengawasan terhadap operasionalisasi BUMD
sesuai dengan ketentuan peraturan perunda,rg_

undangan.

Dalam pelaksanaannya seluruh BUMD dan

khususnya BUMD Migas ini wajib rrrenrprioritaskrrrr

potensi daerah serta tenaga kerja lokal, hal ini akan

diatur secara limitatil melalui per.lanjian kerja sama

antara BUMD Migas dengan pihak ketiga yang akan

melakukan kerja sama.

Kami sepakat dengan saran yang disampaikan

bahwa modal kerja BUMD Mrigas initidak bersumber

dariAPBD.



Sesuai dengan pp Nomor ?-7 Tahr.u_r 2012
tentang ljin Lingkungan bahwa setiap usaha yang
wajib AMDAUUKL-UPL wajib memrliki ijin
lingkungan. Hal ini berarti masalah lingkungan
menjadi perhatian terhadap setiap usaha yang
dilakukan di Kabupaten Rembang tidak terkecuali
BUMD Migas.

Perlu kami jelaskan bahwa pihak yang akan
berkerjasama dalam operasionalisasi BUMD Migas
adalah PT. Super Energi, hal ini berdasarkan kajian
dari tim investasi pemkab Rembang. Selama BUMD
Migas terbentuk dan untuk memenuhi persyaratan
maka langkah awal yang dilakukan adalah
membangun kesepakatan bersama dalam bentuk
MoU antara PT. RBSJ dan pT. Super Energi

Keterlibatan PT. RBSJ dalam hal ini adalah
memfasilitasi proses kerja sama awal dalam bentuk
pengurusan perijinan. Dalam hal BUMD Migas

sudah terbentuk maka substasni kesepakatan

bersama antara PT. RBSJ dan pT. Super Energ,



secara otomatis dilimpahkan kepada BUMD
Migas,dengan tidak rnenutup peluang pT. RBSJ
untuk mendapatkan pendapatan dari bisnis ikutan
yang timbuldari kerja sama diatas.

lV. Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2OO4

tentang Kedudukan protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan perwakilarn

Daerah Kabupaten Rembang

Kita sepakat bahwa perlu memberikan

dukungan kepada pimpinan dan anggota DpRD
untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Oleh
karena itu Pemkab Rembang siap nrerrrenr.rhi hak-

hak lleuangan dan administrasi pimpinan dan

anggota DPRD sesuaidengan PP Nomor 1B Tahun

2017.

Terkait masalah pelabuhan pemkab Rembang

tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sesuai

dengan kewenangan. Dan salah satu syarat unt,tk



dapat menyelesaikan masalah pelabuhan terscbut
setelah Rencana lnduk pelabuhan sudah ditetapkan

oleh Gubernur.

Kami sangat sepakat dengan filosofi yang telah

disampaikan dan pemkab Rembang juga

mempunyai filosofi : nglurug tanpo bolo, menang

ta;,po ngasorake hal ini berarti bahwa pemkab

Rembang dalam menyelenggarakan pemerintahan

mernerlukan kebersamaan diantara kita sem r-ra.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang

saya hormati;

Demikian hal-hal yang perlu kami berikan

tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi Kabupaten

Rembang berkenaan dengan pengajuan Raperda

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Penyertaan Mcdal Daerah Pada Badan Usaha Milik

Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK Lasem,

PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerair



Jawa Tengah, Raperda tentang pencabutan 2 (dua)
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, Raperda
tentang Pembentukan perusahaan perseroan Daerah
Bidang Minyak dan Gas Bumi serta Rape;.da tentang
Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1i Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang.

Selanjutnya terkait dengan hat.hat yang tebih

rinci dan tel<nis dapat dilakukan dalam rapat-rapat

pembahasan.

Sekian, terima k

Wassalamualaik

asih.

u m wa ra h m at u I I oh i r,,ta b a rokat u h.

,.2,BpPATl REMBANG/.'..
.// wl ---''//.,. t'

(;(

Kt Pr'u 
L HAF I Dz' s' Pd' r'

l0



DEWAITI PERWAKTTAN RAKYAT DAERAH
I(ABUPATEN REMBANG

.r. r. urponegoro Nmor. gg RglbanS 59212Telp (0295)691194
REMBANG

pEMrLrHAN rffiT,'^i^ffiftirA KHusus rDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
Nomor:170/ l0 /zOtl

Merujuk pasar 65 ayat (7) Tata Tertib D,RD Kabupaten Remba,g, pada hari ini Rabutaneqar Dua Beras buran Juri rahrn Dr-ra Rihu Trrirrh Beras, hFrrorn.ar di ,r!3nE FO,.nisi a. terehdilakukan pemiiihan pimpinan panitia Khusus I DpRD r
Daerah oleh Anggota panitia Khusus !. 'embahas 

3 ( tiSa ) Rancantan Peraturan

Diputuskan dalam rapat bahwa pimoinan panitia Khusus I membahas :

1' Pencabutan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007.tentang pengeroraan garang Mrik Daerah
l:liilTr11'il,"::ji;:111.,'.:"'n rvo'o' i iairun zo, t.",..e el,-guior,"n u,.r,.

2' Perubahan Kedua atas.peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang penyeftaan ModarDaerah pada Badan Usaha Mirik Daerah *.u.*iro.ng, pD. ,pR BKK Lasem, pD. BKK Karorr dan^ 
PT. Bank pembangunan DaerahJawa Tengah. 

-'-'--"
3' Perubahan Keempat atas peraturan Dlerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan

;::l_"fl- 
dan Keuangan pimpinan aan nnggota-DnRD Kabupaten Rembang. aialah sebagai

- Ketua

- Wakil Ketua :

MUHAn^P\AIC ArrC rtfi',-t

Sutr+p1.,.1pr-

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.

PANSUS I DPRD
KAsUPATEN REMBANG

/
s."



DEUVAN PERWAKILqN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponqoro Nmor. 8g Rembang 59212Tetp (0295)691194
REMBANG

EERITA ACAM
PEMILIHAN PIMP!NAN PANIIIA KHL'SUS II

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAEMH TNAUPAiiN REMBANG
Nomor:t?0/ ll /ZOLZ

Merujuk pasal 65 ayat {7) Tata Tertib DpRD Kabupaten Rembang, pada hariini Rabu tanggar Dua Beras buran Juri rahun Dua Ribu Tujuh Beras, bertempat di ruangKomisi D, tetah dilakukan pemilihan Fimpinan pa"itia Kh{+s,"+s ;r-;;;;*"nnbahas
Raperda tentang pembentukan perusahaan perseroan Daerah Bidang Minyak dan GasBumi.

Diputuskan dalam rapat bahwa
Raperria tentang pembentukan perusahaan

Bumi adalah sebagai berikut :

Pimpinan panitia Khusus ll membahas
Perseroan liaerah Bidang Minyat( dan Gas

- (et,_t3 : su6rH4LTo

- Wakil Ketua : F\uii60($16=g e5N4Ut , s. g"tl

Demikian Beriia Acara ini dibuat ciengan sesungguhnya, untuk dipergunakan
sebagaimana rnestinya.

PANSUS II DPRD
KABUPATEN REMBANG

Pimpinan Rapat,



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KAT}UPATEN REMBANG

NOMOR l\'l resuru zorz

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, DAN IIDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENUPATSN REMBANG DALAMMEMBAHAS 4 (EMPAT} RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANC

Menimbang

Mengingat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

: a. bahwa sesuai pasal 65 ayat (1) peraturan DPRDKabupaten Rembang tentang 'iata Tertib DPRDKabupaten Rembang, 
-dalam hal-diperlukan DpRD dapatmembentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan

berupa panitia Khusus;

U !a!1a kegiatan pembahasan 4 (empat) Raperda dapat
berjalan tertib, lancar dan hasil y"rrg U^it,'-"t" p.if"
membentuk panitia Khusus;

c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b perlu
menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang.

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 20i5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Frotokoler dan Keuangan Pimplnan dax
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan



4.

5.

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang perubahan
Ketiga atas peraturan pemerintah Nomor i+'tairun ZOO+tentang Kedudukan protoko-ler dan Keuangan pimpinan
dan Anggota Dewan perwakiian RaLyat D;;;; ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentangPedoman penyusunan peraturan O"*"r, 
- ^pl.*"f.if".

lai<fat _Daerah tentang Tata Tertib Oewan perwatilan
Ralcyat Daerah ;

Peraturan Dewan perwakilan Ratryat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 0l Tahun ZOt+ tentanj iata fe.til
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Xabupaien Rembang,
sebagaimana telah diubah- beberapa t"f i i...-tfri. denganPeraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang eeruUaHan
Kedua Atas Peraturan Dewan perwakilan nikyat Daerah
fabryatgl -Rembang 

Nomor 01 Tahun 2Oi4 tentang
Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

1. Hasil rapat Badan Musyawarah DpRD Kabupaten
Rembalg tanggal l0 Juli 2017.2. Hasil rapat Pimpinan DpRD bersama Ketua Fraksi_
fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal- 

- 
10 Juli

2017.
3. Rapat Paripuma Dewan perwakilan Ralrryat Daerah

Kabupaten Rembang tanggal 12 Juli 2017.

Memperhatikan:

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

MEMUTUSKAN

Membentuk Keanggotaan panitia Khusus I dan II Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam
membahas 4 (empat) Rancangan peraturan Daerah.

Keanggotaan Panitia Khusus I dan II sebagaimana dimaksuddalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran
keputusan ini.

Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan peraturan
Daerah tentang :

a. Pencabutan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No
1 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
dan No 5 Tahun 2O11 tentang Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral Batubara;

b. Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Rembang No 7 Tahun
2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan
Usaha Milik Daerah Kab. Rembang PD. BPR BKK Lasem,
PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah;

c. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kab.
Rembang No 11 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan



KEEMPAT

KELIMA

KENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota DpRD
Kabupaten Rembang.

fanitil Khusus II bertugas membahas Rancangan peraturan
Daerah tentang Pembentukan perusahaan perseroan Daerah
Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Ketua dan Wakil Ketua Panita Khusus I dan II dipilih dari
dan oleh Anggota panitia Khusus masing - masing.

Hasil kerja Panitia Khusus I dan il disampaikan dalam Rapat
Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Segala biaya yant timbul akibat adanya Keputusan ini
$1!eUant<an pada Anggaran pendapatan ain neGn3a Daerah
Kabupaten Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Juli 2Ot7

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
:-. KABUPATEN REMBANG

\ V/al<il Ketua,



Lampiran I: Keputusan
Kabupaten
Tanggal :

Nomor :

DPRD
Rembang
2 Juli2OlT
tl Tahun 2017

I{AUA - I{AUA XEAITGGOTAAIY PAITITIA I{fiUSUS I
DPRD I{AAUPATEIT REMBAI{C
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

MUGIYARTO, S. T.
MUIIAMMAD iTURON
H. SHOLEH, B. A.
JASMANI
FRIDA IRIANI
NANIK SRi SUNDARI
H. CHASANUDDIN
HERI KURNIAWAN, S. E
AYU ARDIYAH r,rEiASANr
H. ISMARI
H. JOKO SUPRIHADI, S. H.
PAMMITA PRAPANCA ASWARI
NUR JANNAH

ANGGOTA
ANGGOTA
A}IGCOTA
ANGGOTA
ANGCOTA
ANCGOTA
ANGGOTA
ANCGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOIA
ANGGOTA
ANGOOTA
ANGGOTA

N R, S. Pd.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO_ NAMA KEDUDUXAN KET

l.
2.
3.
+.
5.
6.
7.

H. MURSYID, S. T.
MOHAMMAD ANSHORI
H. SUPADI
MOKHAMAD ZAENURI
H. HARNO. S. E.
H. ISLAHUDDIN
EKA SISWA KARTIKA

ANGGOT.{
ANCCOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANCGOTA



Lampiran II: Keputusan
Kabupaten
Tanggal :

Nomor :

DPRD
Rembang
12 Juli 2017
l\ Tahun 2017

ITAIUA. ITAUA I(EAITGGOTAAN PAITITIA I(HUSUS II
DPRD I{ABI'PATEN REMBANG

NAMA KEDUDUKANi NO.

1.

2.
J.
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11.
12,
13.
14.
15.
16.
t7.
18.
19.
20.
2t.

SUGIHARTO
NUR HASYIM
SULISTryO WETI ARIANI
HENRY PURWOKO, S. Pd.
ZAIMUL UMAM NS
IMROATUS SOLICHAH, S. E., M. H.
HJ. HIKMAH PURNAMAWATI
EDI KARTONO, S. Pd,, M. H.
ILYAS
MUHAMMAD ASNAWI, S. Pd. I.
Drs. H. SUBAWOTO
wlDoDo
DONNY KURNIAWAN, S. E., M. M.
M. BAHAUD DURROR, S. T.
ALI IRCHAM, S. T.
H. YUDIANTO S. H.
PUJI SANTOSO, S. P., M. H.
GATOT PAEMN, S. H., M. Si.
CATUR WINANTO, S. H.
SUKARMAIN
SAHNINCSIH, S. E.

ANCGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGOOTA
ANGCOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGCOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGCOTA
ANGGOTA
ANCGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ll. P. Diponegoro No.B8 Telp. (0295) 6g1Lg4 Kode pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARTPURNA ( rvl rrr )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

APBD TAHUN ANGGARAN 2016 DAN 3 RAPERDA NON APBD
KABUPATEN REMBANG TAHT]N 2OI7

I.

II.

III.

Hari
Tanggal

Waktu

Tenrpat

JENIS RAPAT

SIFAT RAPAT

ACARA RAPAT:

Senin
I 7 Juli 2016

r0.00 wtB.
Gedung DPRD Kabupaten Rembang

: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

: Terbuka

l.Pembukaan;

2.Laporan Badan Anggaran Atas Hasil pembahasan Raperda tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2016;

3. Laporan Pansus I atas hasil pembahasan 3 Raperda Non ApBD;

4.Pendapat Fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2016;

5. Pendapat Fraksi atas Raperda Non APBD ( 3 Raperda );



6'Persetujuan Penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dan
Persetujuan atas Raperda Non ApBD ( 3 Raperda );

7'Penandatanganan persetujuan Bersama Kepala Daerah dan D.RD
Kabupaten Rembang diranjutkan penyerahan Keputusan D'RD tentang
Persetujuan Penetapan Raperda;

8. Penyampaian pendapat Akhir Bupati atas Hasil

tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan ApBD
Tahun Anggaran 2016 dilanjutkan pendapat

pembahasan Raperda Non ApBD ( 3 Raperda );
9. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

Pembahasan Raperda

Kabupaten Renrbang

Akhir Bupati atas

\I.

L Nama

2. labatan

v. SBKRf,TARIS RAPAT

l. Nama

2. labatan

JIIVILAH ANGGOTA

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. FraksiDemokat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

: H. GUNASIH, S.E.

: WakilKetua DPRD Kabupaten Rembang

: DTs. ACHMAD MUALIF

: Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

: I0 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

Jumlah : 45 orang



VII. ANGGOTA YANG HADIR

l. Fraksi Persatuan pembangunan

2. FraksiDemokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. FraksiPDI perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

1. Fraksi Persatuan pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. FraksiHarapan

Jumlah

TX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, s.E.

LAGU INDONESIA RAYA

A s s al aamu' alai ku mWn ll b.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

: 8 orang

: 6 orang

: 5 orang

: 6 orang

: 4 orang

: 3 orang

:4 orang

: 36 orang

: 2 orang

:2 orang

: I orang

: 2 orang

: I orang

: I orang

: - orang

: 9 orang



I'ang sayo hormati

- Anggota Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

- Sekretaris Daerah beserta Kepara Bagian diringkungan Setda Kabupaten
Rembang;

- Kepala Organisasi perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;

- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Segala puja dan puji serta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat
Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas segara rahmat dan karunia-Nya,
pada hari ini Senin tanggar 17 Juli 2017 kita dapat hadir di Ruang Rapat
Paripurna DPRD untuk mengikuti Rapat paripurna Keempat (rv) DPRD
membahas Raperda tentang pertanggungjawaban peraksanaan ApBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016. pada kesempatan ini, kami
sampaikan bahwa pada hari Minggu tanggar 16 Juri 2017 terah berpurang ke
rahmatullah Bapak Muryadi Bin umar ayahanda Bapak puji Santoso, s.p., M.H.
Kami segenap pimpinan dan anggota ikut berbelasungkawa atas meninggarnya
Bapak Mulyadi Bin Umar, semoga almarhum Khusnul Khotimah, dan keluarga
yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Aamiin va robbal

'alamiin.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Ketentuan kuorurn dalam Rapat Paripurna Keempat (lV) ini, adalah sanra

dengan ketentuan kuorum pada Rapat Paripurna sebelumnya, baik Rapat

Paripurna Pertama ( I ), Kedua ( tl ), rnaupun Ketiga ( Ill ) dalanr nrenrbahas

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2016, yakni dihadirioleh paling sedikit 213 (dua pertiga) dari

jumlah anggota DPRD.



Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DpRD, bahwa dari
sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan
menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 36 orang.

Dengan demikian rapat paripuma ini terah memenuhi kuorum, dan rapar
paripurna dapat kita mulai.

Selanjutnya dengan membaca "Bismilrahirrohmanirrohim,, tepat pukul
12.00 wlB Rapat paripurna DpRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan
dibuka dan terbuka untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan hasir penjadwalan urang Badan Musyawarah bersama Tim
Penyusun Rancangan perda pemerintah Kabupaten Rembang, ditetapkan bahwa
dalam pelaksanaan Rapat paripurna ini dilaksanakan juga Rapat paripurna

Ketiga membahas Raperda Non ApBD Kabupaten Rembang. Dengan demikian

terdapat dua agenda dalam rapat paripurna ini yaitu membahas Raperda tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan ApBD Kabupaten Re,bang Tahun An_qgaran

2016 dan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang.

Untuk selengkapnya, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat

paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun

Angaran2016;

3. Laporan Pansus I atas hasil pembahasan 3 Raperda Non APBD meliputi :



Pencabutan peraturan Daerah Nomor l l rahun 2007 tentangpengeroraan
Barang Mirik Daerah dan pencabutan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
201 I tentang pengeloraan Usaha pertambangan Minerar Batubara:
Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20lr tentang
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah
Kab.Rembang, pD. BpR BKK Lasem, pD. BKK Kaliori dan pT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

Perubahan Keempat atas peraturan Daerah Nomor 1l rahun 2004
tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Rembang. Berdasarkan informasi yang kami terima,
terdapat dinamika-dinamika daram pembahasan sampai adanya
perubahan terhadap judur menjadi Rancangan peraturan Daerah tentang
Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang.

Pendapat Fraksi terhadap hasir pembahasan Raperda rentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rerrrbang Tahun
Anggaran 2016;

Pendapat Fraksi atas Raperda Non ApBD ( 3 Raperda );
Persetujuan Penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dan persetujuan atas
Raperda Non APBD ( 3 Raperda );

7. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD

Kabupaten Rembang dilanjutkan penyerahan Keputusan DPRD tentang

Persetuj uan Penetapan Raperda;

8. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil pembahasan Raperda

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2016 dilanjutkan Pendapat Akhir Bupati atas pembahasan

Raperda Non APBD ( 3 Raperda );

9. Penutup.

4.

5.

6.



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas
Hasil Pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan A'BD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Untuk itu kepada Saudara Drs. Achmad Mualif dipersilahkan.

-=: PEMBACAAN LAhORAN BADAN ANGGAtu N=_=
D ( Laporan Badan Anggaran atas Hasit pembohasan Raperda tentang

Pertanggungjawaban persksanaan ApBD Kabupoten Rembang
Tahun Anggaran 2016 tertampir )

Terimakasih Saudara . Drs. Achnrad Mualif atas laporannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara ketiga yaitu Laporan panitia Khusus atas hasir

pembahasan Raperda Non ApBD, daram har ini adarah raporan pansus I atas

pembahasan 3 Raperda.

Kepada Ketua Pansus I atau yang ditunjuk untuk menyampaikan raporan,

dipersilahkan.

==:= LAPORAN PANSUS I ATAS 3 RAPERDI ==-::
'P ( Laporan Ponitia Khusus atas hasil pembahasan Roperda Non ApBD,

dalam hal ini adalah laporan Pansus I atos pembahasan 3 Raperclu

terlampir)

Terimakasih Saudara Mokhammad Anshori atas penyampaiannya.



Rapat Dewan yang berbahagia,

Kita masuki acara keempat yaitu penyampaian pendapat Fraksi terhadap
Hasil Pembahasan Raperda tentang pertanggungfawaban peraksanaan A'BD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Namun sebelumnya, saya minta kepad a yang ditunjuk
pendapat fraksi untuk menunjukkan jari terrebih dahuru :

l. Fraksi Partai persatuan pembangunan : Mokhamr_na d Zaenuri
2. Fraksi Demokrat : Hj. Hikmah purnamawati

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Muh. Asnawi, S.pd.l.

menyampaikan

4. Fraksi PDI perjuangan Nasdenr

-5. Fraksi Partai Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Secara berurutan dimulai dari juru
Pembangunan dipersilahkan menyampaikan

: Nanik Sri Sundari

: Ayu Ardiyah Mayasari

: Catur Winanto, S.H.

: Paramita Prapanca ANR, S.pd.

Bicara Fraksi partai persatuan

pendapat akhirnya.

Dipersilahkan.

Fraksi

F.

Fraksi Demokrat

Setuju
Tidak
Setuju

Abstain

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

rra@
Fraksi Partai Gerindra

Fraksi Karya Sejahtera

Fraksi Harapan

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas

penyampaiannya.



Y(Penyampaian pendapat Fraksi terhadap

tentd ng Pertanggu ngj aw aba n pelaksanaan

Tahun Anggaran 2016 terlampir )

Hssil Pembahasan Raperda

APBD Kabupaten Rembang

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara kelima yaitu pendapat Fraksi atas Raperda Non ApBD, daram har
ini adalah pendapat atas 3 Raperda. Kepada yang ditunjuk menyampaikan
pendapat fraksi saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

l. Fraksi Partai Persatuan pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Partai Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

:Zaimul Umam NS

: Edi Kartono, S.pd., M.H.

: Ilyas

: Nanik Sri Sundari

: Ayu Ardiyah Mayasari

: Catur Winanto, S.H.

: Sukarmain

selanjutnya dimulai dari juru Bicara Fraksi partai persatuan

Pembangunan dipersilahkan.

Pendapat Fraksi

No Nama Raperda
S/TS/A

FPPP FD FPKB FPDIP.N FPG FKS FH

I Pencabutan Peraturan Daerah Nomor

I I Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah dan

Penc.rbutan Peraturan Daerah Nomor

5 Tahun 201 I tentang Pengelolaan

U saha Pertambangan Mineral

Batulara

S S S S S S S

SS SSPelLrbzrhal Kedua atas Peraturan
i



Daeruh Nonror 7 Tahun zo I r terrrang-_-"
Penyeltaan Modal Daerah patla

Badan Usaha lVlilrk Daer.ah

Kab. Rernbang, PD. BpR BKK

TS _ TIDAK SETUJU

kepada juru bicara

Lasenr, PD. BKK Kaliori dan pT.

Bank Pen:bangunan Daerah Jawa

Tengah

J Hak Keuangan dan earninJstratif -
Pimpinan dan Anggora DPRD

Kabupaten Rembang

S S S S S l5S

KETERANGAN :

S _ SETUJU

Terima kasih

penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dari hasil Laporan Badan Anggaran dan pendapat Fraksi-Fraksi terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban peraksanaan ApBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, maupun pendapat Fraksi-Fraksi
terhadap 3 Raperda Non ApBD, sudah dapat disimpulkan bahwa Raperda dapat
diterima dan disetujui menjadi peraturan Daerah Kabupaten Rembang. Namun
untuk keabsahannya, perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota DPRD terlebih

dahulu.

Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara Anggota yang hadir dalam rapat

paripurna ini :

"Apakah Rancangan Perda tentong Pertonggungjawaban pelaksanaun

APBD Kabupaten Rembang Tahun Angguran 2016 tlan Rekomendasi yung

dilaporkan oleh Badan Anggaran DPRD dapat disetujui ?"

( Dengan suara bulot semua finggota DPRD yang hadir menyetuiui )

A - ABSTAIN

masing-masing fraksi atas

( Ketuk palu I kali )



Selanjutnya,

l. Apakah Raperda tentang pencabutan peraturan Daerah Nomor r 1 Tahun
2007 tentang pengerolaan Barang Milik Daerah dan pencabutan peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 20 r 1 tentang pengeroraan Usaha pertambangan

Mineral Batubara yang diraporkan oreh pansus I dapat disetujui ?

- SETUJU =
( Dengan suora bulat semuo anggota DpRD y*ang hodir menyetujui )

( Ketuk palu I kati )

2. Apakah Raperda tentang perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2011 tentang penyertaan Modar Daerah pada Badan Usaha Mirik
Daerah Kab.Rembang, pD. BpR BKK Lasem, pD. BKK Kaliori dan pr.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang diraporkan oleh pansus I
dapat disetujui ?

= SETUJU:
( Dengan suara bulat semua anggota DpRD yang hadir menyetujui )

( Ketuk palu I kali )

3. Apakah Raperda tentang Hak Keuangan clan Aclministratif pinrpinan dan

Anggota DPRD Kabupaten Rembang ;,ang dilaporkan pansus I clapat

disetujui ?

= SETUJU -
( Dengan suara bulut semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )

( Ketuk palu I kali )



Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara ketujuh yaitu penandatanganan persetujuan Bersama
Kepala Daerah dan DpRD Kabupaten Rembang diranjutkan penyerahan

Keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan Raperda.

Agar dalam pelaksanaannya dapat berjaran dengan baik, kepada Saudara
Sekretaris DPRD dimohon memandu jalannya prosesi penandatanganan.

waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Saudara Sekretaris DpRD.

=::= PENANDATANGAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN
PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD ATAS RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN DAN 3 RAPERDA :_:

Kabupaten Rembang terlampir )

Terima kasih Saudara Sekretaris DpRD yang terah memandu jarann.va

penandatanganan raperda dan penyerahan keputusan DpRD.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara terakhir yaitu pendapat Akhir Bupati Atas Hasil pembahasan

Raperda tentang Pertanggungjawaban peraksanaan ApBD Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2016, dilanjutkan dengan pendapat Akhir Bupati atas hasil

pembahasan 3 Raperda Non APBD.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

::: PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS RAPERDA

PERTANGGUNGJAWABAN DAN 3 RAPERDA NON APBD _:-_



D Assaloamu'alaikumllr. ll b

Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati

- Pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD

- Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

- Bapak Sekda Kabupaten Rembang

- Kawan - kawan dari Eksekutif

- Para kawan - kawan dari LSM dan Wartawan

Pada siang ini kita patut bersyukur karena bisa hadir di rapat paripurna
dalam acara persetujuan Raperda tentang pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 20r6 dan
persetujuan atas hasil pembahasan 3 RaperdaNon ApBD.
oleh karena itu dari beberapa Fraksi yang ada terah menyanrpaikan
pendapatnya. saya juga sepenclapat dengan dengan apa yang telah
disar,paikan oleh fiaksi dengan catatau- catatan serta rekourendasin-va.

Yang kedua rekomendasi dan catatan - catatan sekarigus ,rasukan dan

kritikan ini bagi kami itu merupakan amunisi yang baru yang akan

menggugah kami untuk bekerja lebih giat. Kami tidak pernah sedikitpun
alergi dengan kritikan dan saran - saran karena itu merupakan kekuatan

bagi kami untuk membangun bersama - sama di Kabupaten Rembang ini,

hanya yang perlu kami sampaikan tadi semua banyak yang menyoroti

banyaknya Silpa, yang kedua tentang penyerapan pada tahun 2017 yang

masih minim. Perlu kami sampaikan bahwa silpa sejumlah2l4 milyar itu

yang 130 milyar itu terdiri dari penghematan belanja karena ada tunjangan

profesi guru yang transfernya kelebihan sehingga kita masukan ke kasda

sejumlah 78 milyar. Dan itu tidak akan masalah karena akan kita

perhitungkan dalam belanja pada tahun 2017 ini. Yang kedua banyaknya

DAK - DAK mulai tahun 2010 pada Dinas Pendidikan yang tidak bisa

dilaksanakan sejumlah kurang lebih 78 milyar ini juga bagian dari silpa

yang harus kita hitung dalam LKPJ, oleh karena itu sudah saya sampaikan



bahwa kalau yang normar baik belanja rangsung dan tidak rangsung
penyerapanya 92, sekian persen dan ini melampaui beranja nasionar dan
belanja provinsi' ini saya tidak minta dipuji atau gimana tapi ini faktanya
memang seperti itu meskipun di infrastruktur kita baru menjarankan baru
82 persen, karena ada berbagai alasan yang pertama adarah masih ada
persoalan ini masih berum hirang sehingga dari kawan - kawan masih
kurang yakin bahwa disana tidak ada masarah yang sebenarnya, yang
kedua tahun 2017 ini kenapa penyerapan tidak bisa maksimar sepertitahun
yang dulu karena sejak januapi oleh Peraturan Pemerintah semua daerah
harus rnenjalankan opD baru. Di Rembang ini saja 636 jabatan yang baru
meskipun ada yang seruacar.r dikukuhkan tetapi sekitar 600 lebih itu
jabatan baru, murai dari dari pejabat dari Kabid sarnpai Kasi, Kabag
sampai kasubag ini semua nrenyesuaikan duru, Alhanrduilirah murai .iuri
ini sudah mulai gerak dan dengan sisa sekitar 4 bulan ini kita bisa
menyelesaikan program yang kita tetapkan bersama oreh DpRD dan
Eksekutif. Saya kira jawabannya itu sekari ragi saya ucapkan terima kasih
atas pendapat akhir daari semua fraksi menyetujui baik Raperda tentang
Pertanggunglawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2016 dan 3 Raperda Non ApBD. Terima Kasih.

Wassolamu' aluiku m lltr. llh-

( Pendapat Akhir Buputi Atas Hasil pembahenun

Pertonggungjawaban Peluksanuan AZBD Kabupaten

Anggaran 2016, dilanjutkan dengan pendapat Akhir
pembahasan 3 Roperda Non APBD terlampir )

Raperdu tentung

Rembang Tahun

Bupati otas hasil

Terima kasih saudara Bupati atas penyampaiannya.



Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disampaikannya pendapat akhir Bupati, maka seresai sudah
acara dalam rapat paripurna ini. Terima kasih kepada Saudara Bupati beserta
jajarannya' rekan-rekan Anggota DPRD serta Sekretaris DpRD beserta seluruh
stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
sehingga pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 20r6 dapat berjaran rancar sesuai waktu
yang dijadwalkan. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan
kepada Pansus I DPRD atas pelaksanaan tugas dalarn membahas 3 Raperda Non
APBD Kabupaten Rembang. Dan kepada saudara-saud ara yangterah mengikuti
rapat , kami atas nama pimpinan DpRD mengucapkan banyak-banyak terima
kasih atas segala perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segara
kekurangan saya di dalam memimpin rapat paripurna.

Selanjutnya dengan mengucap " Alhamdulillahirobbil ,olamin., tepat
pukul 14.15 wlB Rapat paripurna DPRD hari inisaya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

llt as s a I a mu' al ai k u m lltr. l4t b.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

TARIS,

NrP. 1962

Utama Muda
04 198803 I 0l I



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA ( tV ) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANC RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 20I6

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

: Daftar. Hadir pimpinan dan Anggota DPRD, Forurn
Koordinasi Pimpinan Daerah , St<pO dan Cantat Se
Kabupaten Rembang;

Laporan Pansus I atas hasil pembahasan 3 Raperda
Non APBD Tahun 2017;

Pendapat Fraksi terhadap hasil pembahasan 3 Raperda
Non APBD Tahun 2017:

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 16
Tahun 2017 tentang persetujuan penetapan perda
tentang Raperda tentang pencabutan peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2007 tentang pengelolaan Barang
Milik Daerah dan pencabutan peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 20ll tentang pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral Batubara;

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor lg
Tahun 2017 tentang Persetujuan penetapan perda

tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah
Nomor 7 Tahm 2011 tentang Penyertaan Modal
Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah
Kab.Rembang, PD. BPR BKK Lasem, PD. BKK
Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah;

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 17

Tahun 20 l7 tentang Persetujuan Penetapan Perda
tentang Hak Keuarrgan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota DPRD Kaburpaten Rembang;

LAMPIRAN VI



LAMPIRAN VII

LAMPIRAN VIII

Pendapat Akhir Bupati terhadap pembahasan 3( Tiga ) Raperda Non ApBD Tahun 2017;

Berita Acara Nomor 900/13/ 2017 tentangpersetujuan
Bersama Kepala Daerah dan DPRD'' Kabupaten
Rembang Raperda tentang pencabutan peraturan
Daerah Nomor I I Tahun iOOT tentang pengelolaan
Barang Milik Daerah dan pencabuLn peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 201I tentang pengelolaan
Usaha P_ertambangan Mineral Batubara; Raperda
tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 201I tentang penyertaan ModalDaerah pada Badan Usaha Milik Daerah
Kab.Rembang, pD. BpR BKK Lasem, pD. BKK
Kaliori dan PT. Bank pembangunan Daerah Jawa
Jepe.a!; Raperda tentang Hat Keuangan danAdministratif pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA tV DPRD DALAM RANGKA MEMBAIIAS RAPERDA

PERTANGGT'NGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016 DAN RAPERDA NON APBD

HARI/TANGCAL: SENIN' 17 JULI 2017

PUKUL : IO.(x) WIB

'4- t^rr* JABATAN TANdA TAi.IGAN
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-l; J;;;, Sekrelaris Daerah ',ja



DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA IV DPRD DALA ,I RANGKA MEMBATIAS RAPERDA

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 20'6 DAN RAPERDA NON APBD
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DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPI.IRNA IV DPRD DALAM R{NGKA MEN'BAHAS RAPERDA

Pt:R't'ANGGUNGJAIVABANPELAKST{NAAN'{PBDTA'2016DANRAPERDANONAPBD
HARI/TANGG-{L : SENIN. l? JULI 2017
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DAT.]'AR HADIR
RAPAT PARIPURNA IV DPRD DALAM RANGKA LAPOMN BANGCAR ATAS HASIL PEMBAHASAN

RAPERDA PERTANGCI,iT-GJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016
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DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNTT lv DPRD DALAlll RA|{GKA MEI}iBAIIAS RAPERDA

PERTANGGTI\iGJAWABAN PELAKSANAA,N APBD TA. 2016 DAN RAPERDA NON APBD

H.\RIr|ANGC.\L: SElilN' l? Jilll ,017

PLlKl-lL :10.00 lVlB
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BUPATI REUBANG

SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA RAPAT PARIPURNA

PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS PCTTISAHASAN
RAPERDA

Rembang, 1T Juti 2017

Asalanu'alaikum Wr. Wb.
Yth. = Pimpinan da

penia ri ra n 
- i, *i""J'*3""1jff o,i.o?;I:l

Rembano.
Ykh. - Rekan-rEkan Fopm Koordinasi pimpinan
\.,,-L lagrah Kab. Rembang. 

' ---'y'!'ve'| 1

yr(h. - Sekretaris Daerah, siaf ahli, Asisten Sekdadan Kepata Bagian S"trt.iiri; Zran Kao.Rembano.
Ykh. - Hadirin y-ang berbahagia.
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Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilahkita senantiasa memanjatkan puji sy-uXur fenaOirat
Allah SWT, Tuhan yang Maha' gsa, f"r"na ataslimpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir
bersama dalam keadaan sehat wal,afiat pada acaraRapat Paripurna Dewan penvakilan n"Xyri Daerah
Kabupaten Rembang.

_ Dengan mengucap syukur Athamdutittah, Rapat
Paripurna DPRD dengan agenda persetujuan 3 (tiga)
Raperda, Tehh berjalan dengan ;;;, dan
menghasilkan ketetapan_ketetapan dari agenda yang
telah disepakati bersama.

- Saudara pimpinan dan Anggota Dewan serta
hadirin yang saya hormati,

Perlu diketahui bersama, bahwa prosespembahasan Rancangan peraturan Daerah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
formulasi kebijakan pubtik, yang Oinarapt<an Oapat
memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan
masyarakat secara optimal.

Kebiiakan publk yang tepat, merupakan kata
kunci bagi keberhasilan sebuah era pemerintahan,
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atau dengan kata lain, hanya pemerintahan yang akan
memiliki peluang untuk maju bersama masyarakat.

Oleh karena itu, dalam hal ini Eksekutif sangat
menghargai semangat dan kerja keras Legislatif,
sehingga dari seluruh Raperda yang kami ajukan telah
diproses melalui pembahasan yang efektif dan akurat
dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten Rembang.
Besar harapan kami prestasi ini menjadi stimulan dan
pemacu semangat sehingga mampu meningkatkan
kinerja dalam penyusunan produk hukum daerah yang
berkualitas.

Terkait dengan disetujuinya 3 (Tiga) Raperda
tersebut menjadi Perda:
Pertama, Raperda tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7
Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah
Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Rembang, PO. BPR BKK Lasem, pD. BKK Kaliori
dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
Raperda penyertaan modal daerah kepada Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), PD. BPR BKK Lasem,
PD. BKK Kaliori Dan PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah, memang diperlukan dalam rangka
meningkatkan kinerja dan pelayanan BUMD yang
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dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.Mengingat adanya perubahan regulasi ,"i" *r.,nn-masing BUMD dan peningkrt"n ;rng[.r"n us"n.(investasi) datam rangka 
- 

peningkat;n p"tayrnan
kepada masyarakat yang tertuang dalam RencanaBisnis perusahaan, maka peme-rintan Kabupaten
merasa berkewajiban untuk menambah setoran modalpada sebagaimana dimaksud. Diharapkan dengantambahan setoran modat tersebut ar<an iieningt<att<an
kinerja dan pelayanan BUMD yang paOa 

'akhirnya

dapat meningkatkan pendapatan nlfi Or"r.f, ."rt,peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Rembang.
l(edua. Raperda tentang pencabutan 2 (dua)Peraturan Daerah Kabupaten Rembang; RaperOa inimerupakan tindak lanjut dari perubahan peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan UnOang_UnOang
Nomor 23 Tahun 20.14 tentang pemerintahai Daerah
sebagaimana telah beberapa kati diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang_Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan OaJrah, urusan
Pemerintahan bidang energi Can sumberdaya mineralbukan merupakan kewenangan pemerintahan
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Kabupaten. Demikian halnya dengan peraturan
Pemerintah Nomor 27 ianun 'lrltq' 

tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daeran yang
menggantikan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun
-r.oo6 tentang pengetotaan B;r;;g MilikNegara/Daerah berikut 

- 
p"*n"n"rin-yl ' terdapatperubahan yang signifikan terkait sisiematika dan

;.ufsfansi 
mengenai pengetotaan barang milik Oaeran.Hal ini kemudian ditindaklanjut, o"ig"; p"netapan

Keputusan Gubernur Jawa Tengat tioroi taottooTahun 2016 tentang pembatatai perat;; DaerahKabupaten Rembang. pencabutan atas feJua perOa
tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menimbulkan
kerancuan peraturan perundang_undangan.
Ketiaa. perubahan Keempat Atas peraturan DaerahKabupaten Rembang Nomor 11 Tahun ZOO4rentang Kedudukan protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan penrakilan Daerah
Kabupaten Rembang. Raperda ini merupafan tindak
lanjut dari peraturan pemerintah Nomor 1g Tahun
2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat
Daerah. Peraturan pemerintah didasari pemahaman
penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan



6

pola keseimbangan dan ditunjang dengan
kesejahteraan yang memadai. pengaturanlentang hak
keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota
DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan
tanggung jawab lembaga penrakilan rakyat daerah
dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi,
menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga,
mengembangkan mekanisme keseimbangan antara
DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan
kualitas, produktivitas, kinerja DpRD, juga untuk
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta
hadirln yang saya hormati,

Kami dari jalaran Eksekutif sangat menghargai
pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota
dewan pada saat penyampaian pandangan umum,
fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat
Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses
pembahasan maupun sebelumnya telah banyak
mendapat masukan/saran yang menurut kami
merupakan input yang positif dalam penyempurnaan



7

Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan
pelayanan publk yang lebih baik.

Semua masukan dan harapan yang tercermin
dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat
kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai
bahan pertimbangan kami ctalam merumuskan
berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan
datang.

Demkian beberapa hal yang dapat kami
sampaikan dalam Rapat paripurna persetujuan 3 (tiga)
Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan
yang terhormat.

Semoga Allah Swt memberikan petunjuk dan
bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan
mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.
Sekian terima kasih.

Wassalam u'al aiku m Wr. Wb.

Bupati Rembang

YLH. ABDUL HAFIDZ. Spct. t
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Jl. Diponegoro No. gg T

_ ;tt,gXtrdl1e4 Kode pos 5e212

LAPORAN
PANITIA KHUSUS I DCRD KA-BUPATEN REMBANG

TENTANG
HASTL PEMBAHASAN Sitiga) RAPERDA

A. Dasar:

1. Susunan Keanggotaan panitia Khusus I D'RD Kabupaten Rembang :

meirr,s"nlilx'irr5iffi..l,,?rlT:or^abupaten Rembans dibentuk dan

1. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014sebagaimana beberapa kali diubah terkiir oengan peraturan DpRDNomor 01 Tahun 2o'r6 tentang peruoanan tedua atas peraturan DpRDNomor 0.t Tahun 2014 tentang Tata Tertib OenO faOupten Rembang

2 Keputusan DpRD Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 20.r7 tentangPenetapan pimpinan dan Keanggo,.rn prniii, Khusus r, dan il DpRDKabupaten Rembang, dengan susunan Keanggotaan panitia Khusus I,Tugas dan Masa fugas sebagai berikut :

NO

1

T

NAMA

MOI{AMMAD ANSHOR-i

SUKARMAIN 
---.----.._.-

HJvIURSYID, S. T.

---H. SUPADI
_MOKHAMAD 

ZAEI.ITJRI

JABATAN NO NAMA JABATAN

Ketua 11 l-1. DflULEH, B. A..--
JASMANI

r__-

FRIDA IRIANi

Anggota

ArSs"t"

ArSS"t"

Wk. Ketua 12

Anggota 13

4

o
_;

Anggota 14 NANIK SRI SUNDARI Anggota
Anggota 15 H. CHASANUDDIN Anggota

H. IIAKNO, S. E Anggota 16 HERI KURNIAWAN, S. E. Anggota
11. I'LAHU UI.JII\ Anggota 17 AYU ARDIYAH MAYASARI Anggota

I EKA SISWA KARTIKA Anggota 18 H. ISMARI Anggota
9 MUC]YARTO, S. T. Anggota 19 H. JOKO SUPRIHADI, S. H. Anggota

10
MUHAMMAD IMRON

Anggota 20 PARAMITA PRAPANCA, A.

N. R, S. Pd.

Anggota



2. Iugas:
panitia Khusus r bertugas membahas Rancangan peraturan DaerahKabupaten Rembang tentang :

1. pencabutan 2 peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 11

,:n:n_rgo, 
rentang pens_elolaan aarang rvii,r, iaeran oan

, I":J*T#11 
tentans penseroraan r."nl r"lrrbansan

2. perubahan Kedua atas pr

2011 tentans p"nv",.trrn' ;:X1 T:",.ffT:::rr}:l J:I:Milik daerah Kab. Rembang pD. BpR BKK L;";;, pD. BKKKaliori dan pT. Bank pemOa
3. perubahan keempat .,". il?:ffi:"T"j:li,[:J?:*",n

No. 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler danKeuangan pimpinan dan Anggota DpRD KaoupatenRembang.

3. Masa Tugas:
Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan MusyawarahDpRD bahwa panitia Khusu. , ,rr*

'12 Juli s/d 14 Juti 2017 dan hasil *tl'111'l 
tugasnva pada tanssal

paripurna DpRD tangga t 17 Jutiro,,r:,.rt"n " 
disampaikan pada Rapat

B. Pelaksanaan pembahasan.

sesuai kesepakatan panitia Khusus r dan jadwal Badan MusyawarahDPRD, bahwa mekanisme pembahasannya adalah sebagai berikut :1. panitia Khulus I mengadakan rapat dengan OpD terkait padatanggat 12 Juti sid 13 Juli20.t7.
2. panitia Khusus I mengadakan rapat dengan Bapemperda pada

tanggat 14 Juli 20j7.

C. Hasil pembahasan 
:

1. Pansus I menyetujui dan menyepakati pencabutan 2 peraturan Daerah
Kabupaten Rembang No 11 Tahun 2007 tentang pengelolaan Barang
Milik Daerah dan No. 5 Tahun 20,,l 1 tentang pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral Batubara.



2' Pansus r menyetujui dan menyepakati Raperda tentang perubahanKedua atas perda kab. Rembani wo.Z fanulz011 tentang penyertaanModal Daerah pada Badan Usaha Milik 0""*n Kab. Rembang pD. BpRBKK Lasem, pD. BKK Kaliori dan pf aanf pembangunan 
Daerah JawaTengah sesuai dengan rancangan Raperda awat.

3. Panitia Khusus I dal

:*l;;xr,i:li- -ul'l; Tfi J*ll':::'':fl:';ffi;
D p R D K a b u p,, 

" 
n * u,.jllo#:ii! : : ffiilT Hj ff; : : I 

o "' o 
" 

nln 
",1

a Hasil konsultasi Kabag. Hukum setda Rembang ke Biro HukumProvinsi Jawa Tengah- bahwa ,,.-i r*r, provinsi Jawa Tengahmenyarankan ,nr, 
:ujl: :ang men;;ngkrt rirr Keuansan danAdministratif Pimpinan oan Rngjota opno"ol,.,rrskan daram perdabaru yang esensinya juga sama ;

b. Bahwa dengan membaca dan mencermati rujukan yang digunakan
;,"J[X.ff 

t5';:,]"rl':9 
I"; 

-;;;,t,, 
t"nt.ns Kedudukan

Rembans ror,.n."or'3:1.:;il:i:' dan Anssota opnb x"irprten
- perda Nomoll .l

Keuansan;i,o,,llnXlffi ;Tf Br["j,,l:ffi j:]T:fi l;:meruj uk peratura n. pemerintJh" 
frf ornlr' ;; r*,l- ;;;;;;il;

ffiXf:t*"' 
Protokoter orn i"urngln ?,rpinan dan Anssota

- Perda Nomor ,, 
]rl::.2005 tentang perubahan Atas perdaNomor 11 Tahun 2004 ,"nOng 

- 

KJdrdukan protokoler danKeuangan pimpinan_oan AnggotJ opii-xaoupaten Rembanomerujuk peraturan pemerintah- Nomor ., rlir', )0,0ffi:il;Perubahan Atas Keduduk"n prototoiur. Jan Keuangan pimpinan
dan Anggota DPRD ,

- Perda Nomor 14 Tahun 2006 tentang perubahan Kedua AtasPerda Nomor 11 Tahun 2004 tentang i(eduOukan protokoler dan
Keuangan pimpinan dan Anggota OPRO XrOrpaten Rembang
merujuk peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentan!
Perubahan Kedua Kedudukan protokoler dan feuangai
Pimpinan dan Anggota DpRD,

- Perda Nomor 17 tentang perubahan Ketiga Atas perda Nomor 11
Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang merujuk
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang perubahan
Ketiga Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota DPRD,



Kemudian terbit peraturan-pemerintah 
yang baru yaitu pp No 1g

H!!:,:"JJ;ntans 
Hak x"'ansan d"n' ioriniro"iir piil";;;;

pemerintan v""s fl"n'?r'n ;'."Jil]l'3,."ffi;;lt:1", i*UilPimpinan dan Anggota DPRD, ,rra - p"ro, Kabupaten Rembingyang mengatur Kedudukan protokorer oan xerrngl;ffi;"il;
Anggota DpRD Kab-up_aten Rembang merujuk peraturan pemerintaflNo 18 Tahun 2017, maka ,;;r; 

-;;rgaturnya 
juga harus

[elSsunakan 
perda baru untuk menyesuaikannya OuUn CeruOatran

c. Dan hal-hal yang lain yang terjadi dalam pembahasan pansus l.

Berdasarkan hal tersebut pansus I DPRD dalam pembahasanPansus mengambil keputusan Oengan menguOan judul awal dari
fa.ncloan 

perda yaitu perubahan "K;.r;;''o,"s 
peraturan DaerahKab' Rembang No 'r1 Tahun zo0+ tenl-n'iieououkan protokorer danKeuangan pimpinan dan,Anggota OrnO f"rorolten Rembang menjadiRaperda tentang Hax Keuangan Oan nOrliinirtrrtif pimpinan dan

*i;iiff[?. Kabupaten Remoans, oes".ta'irr rainnva vJ.n-o,r;;;

4



HASIL PEMBAHASAN PANSUS I

No Rbncangan

@ Hasil PembahasanFanG
:-''----Ulllhrh mani.'li .

I 1.. Ket

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PEMTUMN DAERAH MBUPATEN
REMBANG NOMOR 11 TAHUN 2OO4 TENTANG KED,DUMN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MKYAT
DAEMH MBUPATEN REMBANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISIMTIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN

PERWAKILAN MKYAT DAEMH KAEUPATEN REMBANG

/enimbang:

t. bahwa dengan berlOkunya peraturan pemerrintah Nomor 1g fahun201l
tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, pera[rran Daerah Kabupaten R0mbang
Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan penarakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rentbang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas peraturan Daerah Kabupbten Rembang Nomor 

]

l]_r:::irri 
tentans Kedudukan prorokoler dan Keuansan eirpin.n 

/

2. Kbnsideran menirOang a OerOunyi : 
-_Menimbang:

a.bdwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan pennrakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dan dterbitkannya peraturan pemerintah

Nomor 18 Tdnun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminisbatif pimpinan dan
Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, maka peflu menambah dan
mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Kdupaten Rembang
Nomor 11 rahun 2014 tentang Kedudukan protokorer dan Keuangan pimpinan 

l

dan Anggota Dewan peruyakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembano I

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peratura, Orurrt I
Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun2007 maka perlu diubah; /

vo,r frilggora uewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rernbang



separ{ang mengatur mengenam
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rernbang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu pengaturan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangatr sebagaimana dimaksud dalan huruf
a dan untuk melaksanakan kelentuan pasal 2g furaturan pemerintah

Nornor 18 Tahun 2011 tentang Hak Keuan[an dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan peruakilan Rakyat Daerah, perlu
menetapkan Perafuran Daerah tentang Hak Keuangan dan
Adrniniskatif Pimpinan dan Anggofa Dewan perWakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

K0nsideran menimbang U OerOunyi ;

b' bahwa berdbsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daram huruf a,
perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Ferubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor ll Tahun 2004 tentang
Kedudukan protokoler Dan Keuangan pimpinan Dar Anggota Dewan
Penryakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rentbang.

Konsideran Mengingat angka, di@
seterusnya, dan angka 12 dihapus .

Sehingga Oittum angka Z d, satusnytberbunyr. ;

7. Peiaturan Pemerintah Nomor Sg Tahun 200b tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repdblik lndonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negdra Republik lndonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan penvakilan Rakyat



PEMTUMN DAEMH TENTANG PERUBAHAN KEEMPATATAS

PEMTUMN DAEMH MBUP.ATEN REMBANG NOMOR 1I TAHUN 2OO4

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH MBUPATEN REMBANG.

,mrrh (Lrrbr*
106, Tambahan ilembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengdolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tehtang perubahan Kedua Atds peraturan ,Menteri

Dalam NEeri Nomor 13 Tahun 2006 tenlang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik jndonesia Tahun 2011

Nomor3t0);

10. Peraturan Mented Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015 tentang
Pembenfukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
lrldonesia Tahun 2005 Nomor 2036);

DiuOatr Oittum rnemutust<an OerOunyr :

PERATTJRAN DAEMH TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTMTIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
MKYAT DAEMH MBUPAIEN REMBANG.

Pasal ldihapus



Aangka 'l Ketentuan Umum yarg OerOurryi

1. Ketentuan Umum diubah sehingga berbunyi :

Diubah, sehinggaJerbunyi ;

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1 angka 18 yang berbunyi :

'ltl. Anggaraan pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebutApBD.

Pasal 1 angka 1S diubailsehinggtberbunyi 
;

18. Anggaraan Pendapatan dan Bel*rja Daerah, selanjut disebut ApBD
adalah Anggaran pendapatan dan,Belanja Daerah Kabupaten

Rembang.
Pasal 1 Angka 19 yang

19. APBD adarah Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah Kabupaten
Rembarg.

Angka 2 yang babunyi :

BAB ilr sampaiBAB Vil diubah dan ditambah, sehingga,berbuiyisebagai berikut :

BAB lll yang berbunyi:

BAB III

D?n seterusnya sarpai BAB Vlll

Pasal 10

Dan seterunya sampai Pasal 56

BAB II

Dan seterunya sampai MB Vll

Pasal2

Dan seterunya sampai pasal 4g



BAB lX yang berbunyi :

BAB IX

KETENTUA.N PENUTUP

Pasal 57

(1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari

ditetapkan paling lanrbat 1 (satu) bulan sejak

diundangkan.

(2) Dalam menetapkan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud,p ada ayat
(1 ), Bupati berkonsuttasi dengan pimpinan DpRD.

Diubah, sehingga BAB X menjadi :

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal49

Pada saal Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2004 tentang Kedudukan proiokoler dan Keuangan pimpinian Dan
Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Daefdr Kabupaten i?embang sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan peratuian Daerah Kabrirpaten
Rembang Nomor 17 Tahun 2007 tenhng perubahan Ketiga Alas peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2004 lentang Kedudukan protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan peruakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,
sepaniang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Rembang dicbbut dan dinyatdkan lidak,berlaku.

pasal50

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari peraturan Daerah ini

ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak peraturan Daerah ini

diundangkan.

Dalam menetapkan peraturan Bupati sebagailnana dimaksud pada

ayat (1), Bupati berkonsultasi dengan pimpinan DpRO.

Perduran ;Daerah ini

Peraturan Daerah ini



Pasal ll

PEnaturan Daerah ini memuhi berlaku pada tanggal diundangkan.

lgar .sgtr.ag 
orang mengetahuinya, memerirrtahkan pengundangan peraturan

Dberah ini'dengan penempataniya daram Lembaran oaerari xatur,larcn Rffi;;;

0iubah, menlaoi eaGBt yangGEunyi

Pasil5l
Feraturan Daerah ini mry'ai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rmengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Feraturhn Daerah ini dengan penatrpatannya dalam Lembaran Daerah

sehingga Raperda berbrrrnyi sesuai dengan Foto copy yang saudara_saudara terima.



D. Kesimpulan:

Dari hasit pembahasan 3 (tiga) Raperda panitia Khusus I DPRDKabupaten Rembang oapat me'neri;;;r, menyetujui Rancanganperaturan Daerah tersebut oi.t.. oit"trpkan menjaoi.peraturan Daerah

ffi:::: ,perubahan 
dan penyemprrnr.n sesuai hasit Rapat panitia

E. Penutup.

Demikian Laporan panitia Khusus I DPRDmembahas s ftigaiRa;eroa. Kabupaten Rembang dalam

Yang selanjutnya-sebagai bahan pertimbangan persetujuan DpRDpada Rapat paripurna DpRD tanssa t ti ti- iii)
Rembang, Juli 2011

PANITIA KHUSUS I DPRD MBUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA

SUKARMAIN

._,.-_. Pu:1l dengan astinya
ueKretaris DpRD Kabupaten Rembang

KETUA

Drs. ACHMAD MUALTF
Pembina UtamE ruG

NtP. 19620804 198803 1 011





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No.88 Tetp (0295) 69U94 Kode pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2017

Senin , L7 luli 2Ot7

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM, NS

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua ....

BISM I LUH I RROH MAN I RROH I M.....

Alhamdulillohi Robbir o'tamiin, ashorotu wossoromu o,ro asyrofit ombiyoi wo! mursarin
soyyidino womourano Muhommodin, wo'oro olihi wosohbihi ojmo,iin..., Ammo bo,du ...

Yong komi hormoti :

=>

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DpRD Kabupaten Rembang.

Sdr. Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.

sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala

Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan

para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.

=>



seberum kami ranjutkan penyampaian pendapat ahir ini, terrebih dahulu marirahkita ' seralu memanjatkan puji dan syukur kehadrirat ALLAH swT, atas segara rimpahanRohmat' Nikmat' Taufik dan HidayahNyA, yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampaisaat ini., kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat paripurna DpRD ini , daramkeadaan sehat Wal afiat , tidak kurang suatu .rrrrn .

Shorawat dan saram, semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar ,MUHAMMAD SAW, para shahaba! dan seluruh keluarganya.

'dr' 
Bupoti don wokil Bupati, serto segenap sidong Dewon yong komi Hormoti...,

Mengawari penyampaian pendapat Ahir Fraksi partai persatuan pembangunan,
terhadap Tiga Raperda tahun 2017 , yang merupakan tindak ranjut atas jawaban danpenjelasan sdr' Bupati, terhadap pemandangan Umun Fraksi-fraksi, daram rapatparipurna ke lt, pada hari Rabu, tanggal tZiutiZOtl .

Dan setelah 3 (tiga) Raperda pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2017 ini dirakukankajian ' dengan diawari pembahasan bersama semua anggota DpRD, meraruai rapat_rapat Komisi , dan juga hasil konsultasi , dengan nara sumber dari Biro Hukum setdaPropinsi , kemudian dilanjutkan pada .apat pansus bersama sKpD terkait, untukmelakukan pembahasan yang lebih detaial dan mendalam.

Adapun 3 (tiga ) Raperda dimaksud adalah :

1' Raperda tentang pencabutan 2 (dua) peraturan Daerah Kabupaten Rembang.yaitu :

Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf .

Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan_rekan Wartawan,
dan semua hadirin yang berbahagia.

a. Perda Nomor 11 Tahun 2007, tentang pengelolaan Barang Milik Daerah

b. Perda Nomor 5 Tahun 2011 , tentang pengelolaan Usaha Mineral
Batubara .

2' Raperda tentang perubahan Kedua , atas peraturan Daerah Kabupaten
Rembang, Nomor 7 Tahun 2011, tentang penyertaan Modal Daerah , pada
BUMD KAbUPAIEN REMbANg, PD BPR BKK LASEM, PD BKK KAIiOri dAN PT. BANK
Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Dan ..



3' Raperda tentang perubahan Ke empat , atas peraturan Daerah KabupatenRembang , Nomor 11 tahun 2004 , tentang Kedudukan protokoler danKeuangan pimpinan dan Anggota DpRD Kabupaten Rembang .

sdr. Bupoti dan wakil Bupoti, serto sidong Dewon yong kami hormoti.....,
seterah kami merakukan kajian dan teraah yang mendaram, terhadap ke 3 (tiga)Rancangan peraturan Daerah tersebut di atas, iami dari Fraksi partai persatuanPembangunan, dalam pendapat ahir ini, ,eny.rp.ikan beberapa catatan sebagaiusuran dan masukan' untuk dapat dijadikan ;;;, kepada pihak excutif , darampelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan k."brprt.n Rembang , antara rain :

A. Pencabutan perda No. 5 Tahun 2011, dikarenakan bertentangandengan peraturan p_erundang-undangan yang lebih tinggi yaituUndang-undang No. 23 Tahun iOfe m,,lrrrnya yang terkait MINERBAyang dialihkan kewenangannya di pemerintah provinsi.
Fraksi ppp berharap pemkab bisa memfasilitasi perijinan dalamlangkah konkrit yaitu perubahan perda trto. 14 Tahun 2011 tentangRT RW yang sampai sekarang menjadi kendala utama penambang _penambang di Kabupaten Rembang untuk membuat perijinan.

B' Terkait dengan Raperda Tentang perubahan ke empat, perda KabupatenRembang Nomor 11 Tahun 2004, Tentang Kedudukan protokorer dan KeuanganPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Bahwa pp 1g rahun 2017 itu, timbul karena atas dorongan dan usulan dari Adkasi , yang dijadikan sebagaidasar hukum , untuk membrikan tambahan pendapatan kepada anggota D'RD,sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kinerja DpRD, sesuai dengan TugasPokok Dan Fungsinya. Har ini sesuai dengan cita-cita Tujuan Adkasi denganMotonya " MEMBANGUN ,NDONESIA Olit O*nIX-DAERAH , . Berkenaandengan har tersebut kami Fraksi partai persatuan pembangunan, minta kepadasaudara Bupati , agar setelah peraturan Daerah ini disahkan , mohon segeraditindak lanjuti untuk diterbitkan perbup nya .

c' Terkait dengan Raperda Tentang perubahan ke dua perda Kabupaten Rembang
nomor 7 Tahun 2011, Tentang penyertaan Modal Daerah pada BUMD Kabupaten
Rembang, pD BpR BKK Lasem , pD BKK Kaliori dan pr. Bank pembangunan
Daerah Jawa Tengah Dengan jumlah nilai sebesar Rp. 104.326.000.000,_
(seratus Empat Miryar dua ratus Tiga puluh enam juta Rupiah), dengan perincian
sesuaidalam Raperda sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal pada ,DAM sebesar Rp. 1S.O0O.OO0.OOO,_ ( Lima belas
Miliyar Rupiah ),

2' Penyertaan Modar pada pD. BpR Bank pasar sebesat Rp. 15.000.000.000,- (
Lima Belas Milyar Rupiah )



Penyertaan Modar pada pD. Aneka perusda : unit percetakan Daerah sebesar
Rp. 1.410.000.000,- (Satu Milyar Empat ratus sepuluh JUta Rupiah).

Penyertaan Modal pada pD. BpR BKK Lasem sebesar Rp. 34.300.000.000,_
(Tiga puluh empat ilyar, Tiga ratus Juta Rupish)

5' penyertaan Modar pada pD. 
'KK 

Kariori sebesar Rp. 3.295.000.000,- (Tiga
Milyar Dua ratus sembilan puluh lima Juta Rupiah )

5. Penyertaan Modal pada pT. BpD Jateng sebesar Rp. 35.231.000.000.- ( Tiga
puluh Lima Milyar, dua ratus tiga puluh satu juta Rupiah )

Penyertaan Modar Daerah sebesar tersebut diatas , akan direrisasikan serama
Tahun Anggara n 2Ol7 s/d Tahun Anggara n 2OZl.

Terkait dengan penambahan penyertaan Modal Daerah tersebut, kami dari fraksi
Partai persatuan pembangunan minta , agar tujuan pemanfatan penyertaan
Modal Daerah sesuai dengan program dan sasarannya , pemerintah Kabupaten
Rembang , harus selaru merakukan pengawasan dan Evaruasi secara periodik ,sehingga harapan dan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah bisa
terwujud .

Demikian pendapat Ahir Fraksi partai persatuan pembangunan 
, Terhadap 3(tiga)

Raperda Non ApBD Tahun 2017 ini , dan dengan mengucap Bismilahirohmanirrohim ,3 (tiga) Raperda tahun 2oL7,kami Fraksi partai persatuan pembangunan Menetima dan
Menyetujui untuk ditetapkan menjadikan perda Kabupaten Rembang tahun 2017 ,semoga apa yang kita upayakan mandapatkan hasil yang maksimal , untuk kepentingan
Masyarakat dan pemerintah Kabupaten Rembang .

Trima kasih atas segara perhatianya, dan mohon maaf atas segara kekurannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah .....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , t7 Juli 2Ot7

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKITAN MKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

3.

4.

([rww-p,,
SUGIHARTO

SEKRETARIS

(,

ZAIMULUMAM t{S



PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS

3 ( TtcA ) RAPERDA NON APBD

{. pencabutan peratuHr*:i Nomor 11 rahun 2007tentang pengelotaan Barang tutifif D";;"h ;;;Pencabutan peraturan Daerah"Nomor 5 Tahun 2011
!e1ta.n9 Pengelotaan Usaha pertambang", Mi;"r"iBatubara.

2. Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 7Tahun 201 1 tentang_ Renyertiin-iitrooii o"".rrr' p'ro,Badan Usaha Mitik Daerg 5abupaten Rembargi iDBPR BKK Lasem, pD BKK k;ilri dan pT Bank
^ Pembangunan Daerah Jawa reng;ii
3. Perubahan Keempat atas peratuiin Daerah Nomor 11Tahun 2004 teniang XeOuauGn protokoter danKeuangan pimpinan dan Anggot"-OpnO X"Urp"il"Rembang.

FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang, 17 Juli 2017

Dibacakan oleh : EDI KARTONO, S.pd., M.H.



1.

2.

3.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. gg Rembang

Telp. (0295) 691194

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS

3 ( TIGA ) RAPERDA NON APBD
tentang :

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentangPengelolaan Barang Mirik Daerah dan pencabutan peraturan
uaerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan UsahaPertambangan Mineral Batubara.
Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
-2-q1J lentalg Penyertaan Modat Daerah pada Badan Usaha
$li! 9f.ft Kabupaten Rembang, pD BpR BKK Lasem, pD
BKK Kaliori dan pT Bank pe-mbangunan Daerah Jawa
Tengah.
Perubahan Keempat atas peraturan Daerah Nomor 11 Tahun2004. tentang Kedudukan protokoler dan Xeuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

sENtN, 17 JtJLt 2017

Dibacakan oteh : EDt KARTONO, S.pd., M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati .

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten

Rembang

3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang

4 Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang



5. saudara sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staff
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan_

rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Puji dan syukur alhamduriilah kami sembahkan kepada Ailah SWT
Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kenikmatan dan kesehatan
sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti rapat paripurna DPRD
ini dengan baik.

Dalam kesempatan yang baik ini kami memberi apresiasi karena kita

semua sampai saat ini masih semangat bekerja.

Bupati, Ullakil Bupati dan Rapat paripurna Dewan yang Terhormat,

Dalam pembahasan RAPERDA ini Anggota Dewan dan sKpD terkait

sudah bekerja keras membahas RAPERDA-RAPERDA tersebut, akan

tetapi waktu yang tersedia untuk pembahasan hanya sedikit dan

terbatas sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kami Fraksi Demokrat juga menyampaikan beberapa penegasan yang

terkait dengan 3 MPERDA yang telah dibahas pansus 1, yaitu :

Terkait dengan Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal
Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang,
PD BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Kami Fraksi Demokrat melihat Perda baru ini dibuat bertujuan
untuk meningkatkan PAD, untuk itu Kami Fraksi Demokrat
tetap berharap supaya ditahun-tahun kedepan bisa
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang
dan kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Rembang

supaya pandangan umum kami diparipurna terdahulu supaya

ditindak lanjuti.



Bupati, Wakil Bupati dan Rapat paripurna Dewan yang Terhormat,

Dengan berbagai kekurangan dan masukan yang ada akhirnya secara
umum Fraksi Demokrat dapat memahami dan mengerti dari awal
pembahasan sampai selesainya pembahasan, dengan mengucap
Bismiilahirrohmanirrohiimi kami Fraksi Demokrat menerima dan
menvetuiui pencabutan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pengeroraan Barang Mirik Daerah dan pencabutan peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan Usaha
Pertambangan Minerar Batubara dan menerima dan menvetuiui
Perubahan Peraturan Daerah menjadi peraturan Daerah Kabupaten
Rembang dengan segala perubahannya.

Demikianrah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan,
akhirnya kepada saudara Bupati dan wakil Bupati, saudara Ketua,
Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang serta
segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih terah mengikuti
dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan yang
Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan
perlindungan kepada kita semua daram meraksanakan tugas dan
tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wat Hidayah

Wassa lam u' ala iku m Wr. Wb -



Rembang, 1T Juli2OlT

FRAKSI DEiiOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REilIBANG

KETUA SEKRETARIS

,\

EKA S'J .,,..\ L

A KARTTKA -'. tmRo,ATUS SOLICHAH, S.E., it.H.



FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. gg Kode pos 59212 Rbg.

PEMANDANGAN UMUM
FMKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP:

3 Raperda Non ApBD 2017

Tanggat . 17 Jult 201Z

Dibacakan Oleh :

A ssa I am u' a I ai ku m wa roh m atu I I ah i wab a rokatu h

Salam sejahtera bagi kita semua
Salam Restorasi

MERDEKA.....!I!

Yang terhormat, Bupatibeserta Wakil Bupati Kab. Rembang

Yang terhormat, pimpinan Beserta Segenap Anggota DpRD Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forkompinda Kabupaten Rembang

Yang terhormat, staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag diringkungan setda Kab.
Rembang

Yang terhormat, Kepara Dinas, Badan, Kantor dan camat se-Kabupaten
Rembang

sekretaris DPRD beserta Kabag dan Jajarannya yang kami hormati,

Rekan wartawan,ormas,Tokoh Masyarakat yang ada di Kab. Rembang yang
kami hormati dan para tamu undangan yang berbahagia



Hadirin sidang paripurna yang kamimulyakan,

Alhamdurirah puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH swT yang terah
memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan sehingga pada hari ini

kita dapat menghadiri Rapat paripurna dengan acara penyampaian pendapat

Akhir Fraksi terhadap 3 Raperda Non ApBD 2017. shorawat serta saram kita

haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW

Hadirin sidang paripurna yang kami mulyakan,

Daram kesempatan kari ini kami dari Fraksi pDrp Nasdem akan

menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi tentang pembahasan 3 Raperda Non

APBD lahun 2017 yang diajukan Pemkab Rembang. Setelah dilakukan

pembahasan bersama-sama Tim Eksekutif dan pansus DpRD dengan meminta

pendapat dari rim Ahri yang terah ditunjuk, maka kami akan menyampaikan

pendapat kami tentang hal tersebut daram rangka pembahasan Raperda untuk

kemudian diundangkan menjadi perda.

Kami dari Fraksi pDr perjuangan Nasdem daram perubahan perda BUMD,

Pencabutan Perda No 11 tahun 2007 tentang pengeroraan Barang Mirik Daerah

dan Perda No 5 tahun 2011 tentang pengeloraan Usaha Tambang Minerar dan

Batu Bara, Perda No 11 tahun 2004 tentang Kedudukan protokorer dan

keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Rembang, Kami berharap dengan

adanya perubahan Perda ini agar BUMD bisa meningkatkan kinerja nya dan bisa

menyumbangkan deviden untuk pemkab Rembang sehingga dengan

disahkannya Raperda ini menjadi perda pada Rapat paripurna hari ini maka

Pemkab Rembang agar segera menindak lanjuti ke Gubernur Jawa Tengah

sehingga bisa segera diundangkan dan menjadi produk hukum yang berlaku di

Kab. Rembang.



Hadirin Sidang paripurna yang KamiMulyakan,

Demikian Pendapat Akhir Fraksi pDr perjuangan Nasdem ini kami sampaikan

terhadap 3 Raperda Non APBD 2017. Dengan mengucap

Bismillahirrohmanirrohim Kami menyetujui 3 Raperda ini untuk disahkan

menjadi Perda ". semoga apa yang kami sampaikan kari ini menjadi perhatian

dan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin

MERDEKA.!!!

Wassalamu alaikum wr. Wb.

FRAKSI PDt PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KAB. REMBANG

KETUA

JASMANI AtI IRCHAM ST
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Pendapat Akhir
FMKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP

TIGA MPERDA

disampaikan oleh H. Subawoto

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Senin, 17 Juli2017

Assalamu 'alaikum wr wb,

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di
lingkungan Pemkab Rembang

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; Komandan Kodim
Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan, Ketua pengadilan Negeri

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta pejabat di lingkuangan
Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas,
Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali pendapat akhir ini perkenankanlah kami menghaturkan Puji Syukur
kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya
sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-
Nya. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar

Muhammad SAW

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Terhadap Pencabutan Perda No. 11Th.2007 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah dan Pencabutan Perda No. 5 th. 2011 tentang Pengelolaan Usaha

Pertambangan Mineral Batubara,IPKB menyetuiui untuk clilal<ukan encabrrtan

atas kedua perda tersebut karena bertentangan dengan pel'aturan yang lebih

tinggi. Hal ini perlu dilakukan agar terwujud sinergitas antara Penreritrtal1

Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Namutr kami mengingatkan,

apabila dirasa perlu agar segera diusulkan peraturan pengganti sehingga iangan

sampai ada beberapa Kebijakan atau Kewenangan Daerah yang dilaksanankan

oleh Pemda tapi tidak memiliki landasan hukunr'



Terhadap Perubahan ke-2 atas perda No. 7 th.2or1. tentang penyertaan Modal
Daerah pada BUMD Kab. Rembang, pD. BpR BKK Lasem, pD BKK Kaliori dan pr.
BPD lateng, FPKB sekari lagi menekankan agar pemkab seraru memonitor dan
mengevaluasi kinerja BUMD dan pD-pD tersebut. Sejauh mana komitmen
mereka terhadap perayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan mereka
sekaligus sumbangan perusahaan-perusahaan tersebut atas pendapatan Asli
Daerah.

Terhadap Raperda sebagai tindak-ranjut peraturan pemeri.tah No. 1B Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan cran Anggota D'RD 

(/
Kab' Rembang, FKB memandang perda ini sangat mendesak mengingat kita I
hanya diberi waktu 3 bulan sejak berlakukanya pp ini agar perda dan perkada &
terkait sudah disesuaikan dengan pp tersebut.

1

P

Atas hal ini, FPKB dapat menerima dan menyerujui 3(Tigal raperda, yaitu :

1

untuk selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Demil<ian pendapat Akhir FPKB ini karni sampail<an dan atas perhatiannya kami
sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, L7 luli2017
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH KABUPATEN REMBANG

Raperda Tentang Pencabutan perda No. 11 Th. zo07 tentang pengerolaan
Barang Milik Daerah dan pencabutan perda No. 5 th. 1011"tentang
Pengelolaan Usaha pertambangan Mineral Batubara
Raperda Perubahan ke-2 atas perda No. 7 th. zorr tentang penyertaan
Modal Daerah pada BUMD Kab. Rembang, pD. BpR BKK Laiem, pO SfI(Kaliori dan PT. BpD jateng
Raperda tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan
Anggota DPRD Kab. Rembang

7.

3.

j

,''//'
Ketua Sekretaris



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERTNDRA )DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS

3 ( tiga ) RAPERDA NONAPBD TAHUN Ai\tccARAN2,rz

-

GERTNDRA
GERAI(AN INDONESIA RAYA

PARTAI

REMBANG,IT Juli20l7



€(tEitlt.Dn

FRAKSI GERAKAI\ INDONESIA RAYA
( GERINDRA )

DPRD KABUPATEN REMBAI\G
JlP.Diponegoro No.88 Rembang ( 0295) 691194 Kode pos S92SI

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAI\I PERWAKILAI\I RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBAI\TG

TERITADAP
3(TIGA)RAPERDA

l. Pencabutan Perda No.l I Th.20l7 tentangpengeloraan Barang Milik daerah
dan Pertambangan Mineral Batu Bara.

2. Perubahan Ke -2 atas Perda No.7 Tahun 2011 tentang penyertaan Modal
daerah Pada BUMD Kab.Rembang , PD. BPR BKK Lasem , PD.BKK
kaliori dan PT. BPD Jateng.

3. Perubatran Keempat atas Perda No.l l Tahun 2004 tentang kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DpRD kab.Rembang.

Disampaikan oleh Ayu Ardiyah Mayasari , Spd.
Pada sidang paripuma DPRD Kabupaten Rembang, Senin l7 Juli 2017

Assalamu 'alaikun wr. wb.

Salam I ndonesia Roya,,....

Yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rernbang.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten

Rembang

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan

Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pendapat akhir Fraksi Partai Gerakan lndonesia Raya

terhadap Perubahan 3 Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017 , kami

tiada lupa mengajak kita semua senantiasa benyukur kepada Allah SWT atas segala

limpahan Ratrmad, Nikmat dan karuniaNya sehingga kita bisa melaksanakan Rapat

paripuma hari ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam senantiasa kita

sampaikan kepada baginda Rosulullatr Nabi Muhammad SAW.



Pimpinan Sidang dan Anggota paripurna yang terhormat;

Berdasarkan hasil pembahasan 3 raperda yang cukup singkat dan dengan

memaksimalkan waktu yang ad4 maka Fraksi Gerindra memberikan apresiasi

kepada pansus I karena telah menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada kita

sekalian dengan baik dan lancar.

Terkaid 2 Raperda yang telah dibahas yaitu perubahan ke -2 atas perda No.7

Tahun 20l lrentang Penyertaan Modal daerah pada BUMD Kab.Rembang , pD.BpR

BKK Lasem , PD BKK Kaliori dan pr.BpD jateng serta perubahan ke - 4 atas perda

No.ll tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuarrgan pimpinan dan

Anggota DPRD kab.Rembang, kami berharap dengan sangat setelah Raperda

tersebut disahkan pada rapat paripuma hari ini, dan selanjutnya untuk segera

dimintakan Klarifikasi ke Gubemur Jawa Tengah Melalui Biro Hukum propinsi Jawa

Tengah untuk selanjutnya agar bisa segera diundangkan dalam lembaran Daerah dan

Menjadi Produk Hukum Daerah yang berlaku diseluruh wilayah Hukum Kabupaten

Rembang.

Sebelum kami mengakhiri Pendapat akhir kami, Fraksi Gerindra menginga&an

kepada Pemerintah Kabupaten Rembang terkait kurang Maksimalnya serapan APBD

tahun 2017 Sampai bulan Juli dimana banyak kegiatan - kegiatan Pembangunan

yang belum jalan. kami sebagai representasi dari Rakyat meminta kepada Bupati dan

wakil Bupati untuk segera melaksanakan seoptimal mungkin kegiatan yang telah

tertuang di dalam APBD tahun 2017 ini. Wa}tu efektif tinggal 4,5 bulan, Anggaran

kita tahun ini sangatlah besar, belum lagi ditambah Anggaran dari APBD Perubahan

yang sampai saat inijuga belum dibahas.



Demikian pendapat akhir kami, dengan mengucap

Bissmillohirrohmonirrohirr, kami menyetujui 3 Raperda yang telah dibahas untuk

ditetapkan menjadi Perda dengan segala pengurangan maupun penambahannya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menunjukan jalan yang benar dan

jalan yang terbaik bagi kita semua. Amiiin YA Robbal alamiin. Atas perhatian dan

kekurangan kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan kami

ucapkan terima kasih.

lYassalamu' alaikwt lVn Wb.

Rembang, 17 Juli 2017

FRAKSI P
WY 

DPRD REMBANG

PUJI SAIYTOSO. SP. MII.
SekretarisKetua



DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA
Sekretariat Jl.Diponegoro No 88 Rembang - Tetp (0295) 693290

PENDAPAT FRAKSI
THD PEMBAHASAN 3 (TIGA) RAPERDA NON APBD

Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab.
Rembang No.7 Th.2011 ttg Penyertaan Modat
Daerah pada BUMD Kab. Rembang pD BpR BKK
Lasem, PD BPR BKK Kaliori dan PT BpD Jawa
Tengah
Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda
Kab. Rembang No.3 Th.2004 ttg Kedudukan
Protokoter dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Rembang.
Raperda tentang Pencabutan 2 (dua) Perda
Kabupaten Rembang ttg
1) Perda Kab. Rembang No.11 Th.Z00B

Penge[otaan Barang Mitik Daerah.
2) Perda Kab. Rembang No. 5 Th. 2011

Pengetotaan Usaha Pertambangan Mineral
Batubara.

DISAMPAIKAN DLM
RAPAT PARIPURNA DPRD KAB REMBANG

HARI SENIN TGL 17 JULI 2017

@@rE

m

1.

2.

3.

ttg

ttg
dan



Assalamu, alai kum W r. W b.
. Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakit Bupati Rembang. Yang kami hormati Sdr. pimpinan dan Segenap anggota DpRD

Kabupaten Rembang

. Yang kami hormati Forum Koordinasi pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang

. Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang. Yang kami hormati Staf Ahti, Asisten Sekda, Kepata Badan,
Kepata Dinas, Kepata Organisasi perangkat Daerah, Kepala
Bagian Setda dan Camat di tingkungan pemerintah Kabupaten
Rembang.

. Yang kami hormati Sdr. pimpinan Organisasi Kemasyarakatan,
LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawati penyampaian pendapat Fraksi kati ini,
perkenankantah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji
syukur ke hadirat Attah SWT yang senantiasa memberikan rahmat,
anugerah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa
hadir datam suasana yang baik ini.

Saudara Bupati, Wakit Bupati, Anggota Dewon dan hadirin yang
terhormat

Setelah metatui pembahasan yang cukup hangat dalam rapat_
rapat Panitia Khusus DPRD dengan opD terkait dan masukan dari Biro
Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Fraksi Karya Sejahtera

menyampaikan pendapat akhir terhadap pembahasan 3 (tiga)

RAPERDA sbb.

A. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 7 Th. 201 1 ttg

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Kab Rembang PD BPR BKK

Lasem, PD BPR BKK Katiori dan PT BPD Jawa Tengah.



Setelah mengkaji rencana bisnis perusahaan, ketayakan
investasi dan kemampuan ApBD, Fraksi Karya Sejahtera DpRD
Kabupaten sependapat dengan pemerintah Kabupaten Rembang
untuk menambah penyertaan modal dari dana ApBD kepada
BUMD-BUMD tsb. agar struktur permodatan BUMD-BUMD tsb
bertambah kuat sehingga bisa mengembangkan bisnisnya yang
pada gilirannya menambah deviden yang disetor ke Kas Daerah
Kabupaten Rembang. Khusus mengenai pD percetakan Daerah,
kami menmghimbau kepada Saudara Bupati agar menganjurkan
para Kepata oPD untuk menggunakan jasa cetak dan men:beti
atat tutis perkantoran pada pD percetakan Daei-;rh.

B. Raperda tentang perubahan Keempat atas perda Kab. Rernbanq
No.3 Th.2004 ttg Kedudukan protokoter dan Keuangan pimpinan

dan Anggota DpRD Kabupaten Rembang.

Mengingat kinerja DpRD sangat ditentukan oteh tingkat
kesejahteraan pimpinan dan anggotanya dan sejak tahun 2004,
peraturan perundangan yang mengatur kedudukan protokoter
maupun hak-hak keuangan DpRD betum pernah diubah. Namun

dalam perjatanan pembahasan Raperda ini, pansus mendapat

masukan dari Biro Hukum pemerintah propinsi Jawa Tengah,

karena separo lebih pasat-pasal, datam Raperda ini mengatami

perubahan maka hendaknya jangan berupa Perubahan perda

tetapi Perda baru.

Dengan demikian dengan beberapa perubahan

redaksionat, Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang

sependapat untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur

hal ini, agar kinerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten

Rembang semakin meningkat.

C. Raperda ttg. Pencabutan 2 (dua) Perda Kab Rembang No 11 Th

2007 ttg Pengetotaan Barang Mitik Daerah dan Perda No. 5 Th



2011 ttg pengelotaan Usaha pertambangan Mineral dan
Batubara.

1) Berdasarkan peraturan pemerintah No. 27 Th. 2014 ttgpengelotaan Barang Mitik Negara/Daerah diatur olehperaturan perundangan tingkat pusat, sambil menunggu
peraturan lebih larrjut, maka Fraksi Karya Sejahtera DpRD
Kabupaten sependapat dengan pemerintah Kabupaten
Rembang untuk mencabut perda Kab Rembang No. 1.1 Th
2007 ttg. pengetotaan Barang Mitik Daerah.

2) Berdasarkan Undang undang No. 9 Th 2015, urusan
pemerintahan bidang energi dan sumberdaya minerat yang
semuta menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota
diambit atih oteh pemerintah propinsi, maka Fraksi Karya
Sejahtera DPRD Kabupaten sependapat dengan
Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mencabut perda
Kab. Rembang No. 27 Th. 2011 ttg Usaha pengetotaan

Usaha pertambangan Mineral dan Batubara.

Bapak Bupati, Wakit Bupati dan hadirin yang berbahagia,
Dengan mengucapkan,,BismiItahirrohmanirrohim,, Fraksi Karya

Sejahtera setuju ditetapkannya 3 (tiga) Raperda tersebut menjadi
Perda.

sebetum turun dari mimbar ini kami akan menyampaikan

sebuah Piweting Jawa, sbb.

Tepa slira lan mawas dhiri iku dadi oboring laku nggayuh
rahayu, minongka jimat paripih tumraping ngaurip, munggahe

bisa nyedhakake rasa asih lan ngedohake watak drengki lan

daksiya marang sapepodhane.

Artinya: Tenggang rasa dan intropeksi itu menjadi penerang jatan

datam mengapai kesetamatan, sebagai pusaka (benteng diri) hidup

kita, dapat mendekatkan pada rasa kasih sayang dan menjauhkan

watak iri dan sewenang-wenang pada sesama.



Bita ada kata dan ungkapan yang kurang berkenan pada
penyampaian pendapat Fraki ini, kami mohon maaf yang sebesar_
besarnya. Semoga Tuhan yME senantiasa memberikan berkah dan
bimbingan untuk kita semua datam menjatankan tugas dan
pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang.

Rahayu ingkang sami pinanggih, wassoldmu,alaikum wr.
wb.

Sekretaris,

JOKO SUPRIHADI, SH
MARI,



FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PENDAPATAKHIR

TERHADAP

RAPERDA 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

l. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7

Tahun 20ll tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah Kab. Rembang, PD BPR BKK Lasem, pD. BKK Kaliori dan pT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

2. Pencabutan 2 (dua) Peraruran Daerah Kabupaten Rembang.

3. Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor ll
Tahun 2004 tentang Kedudukan hotokoler Dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang.

Dibacakan OIeh : SUKARMAIN

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DpRD Kabuparen Rembang

Bupati dan Wakil Bupari Rernbang.

Forum Koordinasi pinpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Sraf Ahli Bupari, Asisten Sekda, Kepala
Dinas/Badan rKantor/Bagian/Insransi Verikal se Kabupaten Rembang.
Camat se Kabupaten Rembang

Kerua KPUD Kab. Rembang, Kerua Ormas, parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.



Assalaam u,alaik um Wr. Wb.

slukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirar Alrah swr atas 1impahan
Rahmar serta Karunianya, sehiagga pada hari ini kita dapar menyampaikan
Pendapat Akhir Fraksi dalam keadaan sehar.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,
Dari hasil pembahasan 3 (dgr) raperda diatas, maka kami perlu
menyampaikan beberapa hal, yakni:
l' Raperda Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabuparen Rembang

Nornor 7 Tahun 20ll tenrang penyerraan Modar Daerah pada Badan Usaha
Milik Daerah Kab. Rernbang, pD BpR BKK Lasem, pD. BKK Kaliori dan
PT. Banl< pembangunan DaerahJawa Tengah.
Penyerraan modal pada prinsipnya diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas Badan usaha Mi,ik Daerah sarah satu aser pemerinrah
daerah. Pada Banl< Jateng dan pD BpR BKK, kami mengharapkan,
penyeftaan modar ini dapat meningkatkan porsi pemberian Kredit Usaha
Rakyat (KUR) dalam rangka pemberdayaan UMKM dan Koperasi,
penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskiaan.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sangat diharapkan dapat
menzurggulangi kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kabupaten
Rembang, dengan penambahan jaringan baru, peningkatan kuaritas air dan
dapar memperbaiki pelayanan terhadap konsumen.
Kami juga rncngharapkan, penyerraan rnodaj ini sccara signifikan dapat
mcningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Pencabutan 2 (dua) peraruran Daerah Kabupaten Rernbang.
Kami sepakar bahrva perlu dilakukan kajian menyeluruh renrang
peraturan-peraruran daerah yung sudah tidak relevan atau malah
menghambat dalam melaksanakan percepatan pembangunan.



3' Perubahan Keempat Atas peraruran Daerah Kabupaten Rembang Nomor l1
Tahun 2004 rentang Kedudukan protokorer Dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan perwakilan Daerah Kabupaten Rembang.
Raperda ini merupakan cindak ranjut dari peraturan pemerintah Nomor rg
Tahun 2017, Tenrang Hak Keuangan Dan Administratif pimpinan Dan
Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah.
Peningkaran kapasitas kelembagaan dan perorangan Dewan perwakiran
Rakyat Daerah, diharapkan mampu mengoprimalkan peran DpRD sebagai
salah saru staheholder' Hak keuangan atau fasiliras-fasiritas yang terah
disediakan kami mengharapkan .{apat meningkaran kirr"rl. baik secara
kdembagaan ahupun perorangan.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,
Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan, kami mensepakad, 3 (riga)
raperda ini untuk diterapkan menjadi peracuran daerah. IGrni mengharapkan
peraruran?eraruran daerah pada dngkar pelaksanaannya dapat
dimanfaatkan sebesar-besarnya unruk kemakmuran masyaraka' Kabupaten
Rembang. Aamin.



B illahi t aut'iqw al hiday ah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang,lTJuli 20tZ

FRAKSI HARAPAN

DPRD KAB. REMBANG

F.l__-- Sekretaris
l:.r\,",.,.,

['o ''* 
]

SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

,I'ENTANG

PENCABUTAN 2 (DUA) PERATUP.AN DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

b.

l.,lengingat : 1 .

c.

d.

BUPATI REMBANG,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

20 14 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberap-a kali diubah terakhir. dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua'atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan
bidanf energi dan sumberdaya mineral bukan
merupakan kewenangal Pemerintahan Kabupaten;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerinta}
Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah, terdapat perubahan ketentuan
me.rgenai pengelolaan Barang Milik Daerah;

bal-rrva sebagai tindaklanjut Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 180/100 Tahun 2016 tentang Pembatalan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;

bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana
climaksucl dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daera-h Kabupaten
Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Daearh;

Undang-Undang 'Nomor 13 Tahrrn 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupilten dalam
Lingkungan Proprnsi Jawa Tengah;

Urrdang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbenclaharaan Negara (l,embaran Negara Republik
In<lonsia 'l'ahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2.



Undane-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang

;ffi;'#;;'-ui""t^r dan Batubara (Lembaran
'-A.#a"*iil;.'- - 

zoos Nomor 140' Tambahan

irilU..".t Negara Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te.ntang

;;;ffi,J; baerah sebagaimana. tglah .glubah
;:#;ru;i-terakhir deigan Undang-Undang

of"-"t"g f"flun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

ij"a."--U"aang Nomor 23- Tahun 2014 tentang

;#ili#;D""'"h (Lembaran Negara Tahun 2015
'tr;;;-il;lambahan'L-utt*' Neg"tt Repubiik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 199-9 tentang

il;;J M""genai Dampak Lingkungan (Lembaran

il;;;;i;;"" leee Nomor se' rambahan Lembaran

Neiara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang

;;;i;;" dan Pengawasan Penyelenssaraan

;;;;;il usala eeiambanga:r--y-i"-9t"1 dan

;ffi;;;; (Lembaran Negara Tahln 20-1^0 Nomor 85'

i"-tJ"" Lembaran Negara Nomor 5172);

7. Pera )rafl Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 terrtang'' 
eerlg.tola"n Barang Milik Negara/D19t-+ {Lemraran
i.r.sli;'R.p"u1ik lidonesia Tahun 2014 Nomor 92'

r^i',Uuf,ur',^t "mbaran 
Negara Nomor 5533);

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABT]PATEN RE\4BANG

darr
BUPATI REMBANG

MEMUTUS}GN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABLITAN 2 (DUA)

i,BnruneN DAERAH KABUPATEN REMBANG'

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembafg Nomor 11 Tahun

2OO7 tentang. Pengeiolaan Bi"TC Milik Daerah

(l,embaran paeiafr Iiabupaten Rembang Tahun 200'l

ilo-o. 11, Tambahan kmbaran .daerr*r Kabupaten
Rembang Nomor 99);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun

2071 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral

dan Batubaia (Lembaran Daerah Kabupaten Relban-S

Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah

I(abuPaten Rembang Nomor 104)'

rlit'rtlrttI rlrtrt tlittvltlrtlitrtt titlltli hct'lnktl'

3.

4.

5.

6.

DEWAI{

Menetapkan :



Pasal 2

Fengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rembang dtselenggarakan

berdasarkan peraturan Perundang-undangan tingkat Pusat sampai dengan

d iberlakukannya Peraturan Daerah Pengganti'

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga-1-Peraturan

ffurah Ui aengan pJnempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPAI'I REMBANG,

l), r !r'l(la ngl<a n r:li llcrnbang
pacla tanggal

Sl'I{RETARIS DAERAH I(ABUPATEN REMBANG

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH IGBUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH ( / )



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 201...

TIiNTANC

PERUBAHAN I(EDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 201 T TENTANG PEI'IYERTAAN MODAL DAERAH

PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN REMBANG'

PD. BPR BI.:Ii LASEM. PD. BI(I( KALIORI DAN

F'T' BANI( PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH

DBNCAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahs'a berdasarkau l(ebijakan Pemerintah Pusat'
Pemerintah Plovirrsi Jarl'a Tengah dan Peraturan Daerah

Kal;upaten Rembang Nomor 7 Tahun 2OLI tentang
Penyertaan Mor.lal baerah Pada Badan Usaha Milik
f)act':th i(allupaten Rembang, PD' BPR BKK Lasem' PD'

l.Jl(K Kaliori tliln l7l'. Bank Pembangunan D rerah Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah iiabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2O14

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
llcrrrbairg Nonrot' 7 'l'alrtrrt 2011 tentang Penyertaan Modal
Daerah Pada Badan Usaha Miiik Daerah Kabupaten
Rembang, PD. BPR BKI( Lasem' PD' BI(K Kaiiori dan PT'

Bank Pr:mtlangunan Daerah Jaiva Tengah dan hasil RUPS

Llr,tuli memperkuat struktur permodalan dalam rangka
perrgerrr l.:angar t kegiatan usaha sehingga diperlulcan
petrirnrba)rair ruoclal dari Penrerintah Daerah Kabupaten
Rernllarlg liepada Badan Usaha Milik Daerah I(abupatert
Rentbartg. PD. BPR Blili Lasem, PD' BI(l( I(aliori dan PT'

Barrl< Penrbarlgllnan Daerah Ja*'a Tengah;

b. bahq'a dalam penambahan modal sebagaimana dimaksud
clalam huruf a, perlu mempertimbangkan rencana bisnis
rnasing-masing perusahaan, hasil kajian kelayakan
investasi dan kemampuan APBD I(abupaten Rembang
serta peratu r an pe|t n d an g-u ndangan ]'ang berlaku ;

c. lxthwtt ltt:lx:rafta l<ctr:nLuan dalam Peraturan Daeral:
l(abupal.r.:n I{r:mb:rng Nomor 7 Tahun 20l I tenla.ne
Pen.r,erta'rn lvlodal Daerah Pada Badan Usrrha Milil<
I)rrr'r'rrlr I(rtlrrtprtlctt Rctrrlrntr.q. PD. RPR RI<l( Inseln.
I'l r llNli lr.,rlior irlrrtt l''l'. Itrtrrli l\'tttlrttrtgtttttttt l)ttt't.tlt.lttrvtt
'li'rri',irlr pt'r'ltr t I i I r r lt t r li i t t r pt't ttlrttlrlltr E,tlttil pt'trlcstttriatr
rlr,rr11a rr lirrrrrlisi sairt itti;



cl. bahrva berciasarl<an pertimbangan sebagaimana dimalcsucj

i"i.-- r',)r.i,r a, huruf b, dan huruf. c. pe|lu 
. 
menetal:kan

p".ulu.rn Daeral-r ten tang Perubahan- Kedua Atas

;;;;;,;; Daerah liabupaten Rembang Nomor 7 Tahun

2O1l tentang Penl'ertaan Modal Daerah Pada Badan

Usaha li'lilik 
-Daerah liabupater Rembang' PD' BPR Bl(l(

;;;;,' po. aKri Iialiori dan PT Bank Pembangttnan

Daelah Jarva Terrgah;

Unclang-Unclang Nortor 13 Tqh-9n 19"0 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan ProPinsi Jarva Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
p"rr.rf,u"r, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1962 Nomcr 10, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara"(Lembarur', N"ga." Republik Indonesia Tahun 2003

f,loilo. ' +2, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 4286);

Unclang-Unclang Notnor 1 Tahun 2004 tentang

Perben-claharaan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 20b-l Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Repr-rblik Indorlesia Nomor 4355);

Urrclang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penana]ran Modal (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahu;'t 2OO7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724\;

Urrdang-Unciang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
'l'erbatis (Lenrberran Negara Republik lndonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan l,embar'an Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pe mben tu kan Peraturan Per undang- undangan (trembaran

Negara Reptr blil< Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 82 '
'l'iriirlr;rlr;rrr l ,< ' t t r l r i t t i t t r Negala Republil< lrltlonesia Nomor
t,:l.r l).

lJrrtlirrrit LJtttl;trtg [\tltlttlt' 23 'l'elhun 2014 tclltang
l-'er.treriutaltatt Direrall (Lembaran Negara Republik
l,r(lol)esia 'l'alrtln 201'l Nor:ror 244, Tambaha.r Lembaran
Negara Repr-rbliir irrdonesia Nomor 5586) sebagaimana
telah l:eberapa l<ali dir-rbah teral<hir dengan Undang-
U;rclang Norlor' 9 'l'ah r-r r-r 2015 tentang Perubahan l(edua
atirs Urrrjz,rrrg-Unclang Nomor 23 Tahurr 2014 tentang
I'r:rnr:rinl;rh:rn I);tr:rrth (l.cmbaran Negzrla Republil<
Inrlrrrrr::ri;r 'l'ithtrn 2() l5 Notnor 58, 'l'ambahan I*mbaran
N<'q.rrar Iir:pul-llilt Indoucsia Nontor 5679);

Mengingat : 1.

6.

ti.

2.

.1.

4.

5.

7.



9. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang

S;;;;;,' Akurrtansi Pemerintahan (Lembaran Negara

H"prlriir, in.Lonesia l'ahun 2005 Nomor 49' 1'ambahan

Negara l?epul.rlik lrrclonesia Nomor 4503);

Pelatulan Peueriutah Nornor 58 Tahun 2005 tentang

;;;;;1"i,.^t.', Iie tt an gau Daerah (Irmbaran Negara Republik

i,'.la,',,.r"."in 'lalrtlrr i005 Nornor 14' Tambahan lrmbaran
Ncgat'a lit'ptrblrli ltr<lotresizr Nornor 4578);

Pelaturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

P;;;;i"i;"" Barang Milik Negara/Daerah -{Lembaran'f.r"ei., 
R.pr'rfik indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92'

iuiii^t,"" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533 ):

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun

is99'i";,u"g Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank
p.*l.irgr"ui Daerah Jarva Tengah dari Perusahaan

br.,r}l 
-tpol 

menjacli Perseroan Terbatas (PT) Bank

F..rrrngr,run Daeiah Jarva Tengah (Lembaran Daerah

Tingkat J Ju*u Tengah Tahun 1999 Nomor Seri D Nomor

17],;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun

2OO2 tentarlg Perusahaan Dae'. 'r Badan l(redit
Iiecamatan Di Propinsi Jarva Tengah (Lembaran Daerah

Plopinsi Jar','a Terrgah Tahrrn 2002 Nomor 121);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2OO8 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
I?ak,vat Badan l(reclit Kecamatan (PD' BPR BKK) Di

Provinsi Jarva Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Ja*'a
1t-ngnh 'l'alrtrrr 2O08 Nonror 'l I Seri E No 5) sebagaimana
tcl:rir rlittlrirlr (l('llllltll I)('liltll!'illl Dae I'ah Ptovirrsi 'Jarva
'l'r'rr.girlr Notttot .') 'l';rh r.trr 2012 tentang Perubahan Atas
Pelalu r an Dzrerah Provinsi Jarva Tengah Nomor 1 1 Tahun
2OOB lcntang Pr:rusahaan Daerah Bank Pcrkreditan
lial<1,a1 Liatlan l(rr:dit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah

(l,r:mlraran l)i,rr:rah Provinsi Jawa 'l'engah Tahun 2012
Nomor 3);

Peraturan Daerair l(abupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 'l Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan
Dar:rah Air Minurn (tembaran Daerah Kabupaten Daerah
'l'ingkat ll Iiembang Tahun 1980 Nomor 2), sebagaimana
telah diubah dehgan Peraturan Daerah Kabupaten
Rerrbang Nomot 3 Tahurr 2010 tentang Perubahan Keclua
Atils l\'r'irturrrtt l)rtt't'rtlt lilbttl;atcn Dact'rtlt'l'inglltrt ll
llerlbarng Norlot' 1 Tal"rutn 1980 tentang Pendirian
Pr.rus;;rhaan Dacrah Air Minum (Lembaran Daerah
l(:rlrrrp;rlr:rr llr:rrrlrirttJl'l';rhttn 20 1 0 Nrlriror 3,'l'amllirhan
l,r:rrr I r; r r'; r r r I );rlr ;r I r l(ir lru llit I r:n fk:mlnng Nomrtr 93J ;

I ' ( ' r 
' I r I r r r 

' ; r r l l);rr'r';rlr li;t ll t t plrl<'tr f)irel'i:rl1 'lingl<:rt II Renrbarrg
l\r'nr(rr ' l;rlrrur I()i{() l.nlrrIrl', l1'tttlitirttr ,'\ttr'litt l\'t tl:tttltlttttt
l),rcr,rlr ILlrrrI'.rr.rrl l),u titlt I r. r t I r I t 

1 
r I I I t ' I I l)rlt'lrlll 'l'itr6llirt ll

h'r.rrrlr;rn11 'l';rirrrr: I9lJ0 Notnor I Seri C), sebagaintana telal't

12.

10.

il.

13.

14.

15.

I ('



diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Nomor ZO fanun 2OO2 tentang Pendirian ' 
A1:11

Perusahaan Ou"iat-' (Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2OO2 Nomor 20);

17. Peratura'-r Daerah liabupaten Dlerafr Tingkat II-!9*!""'g
|lomor 6 r"r-'"i^^rs96-ierrtang Pendirian PD' BPR Bank

p.sar l(abu p^I",. fi""r-.f-., tin{icat ll Rembang (Lembaran

Daelah rinr"'pni"'i Dae'ah fingt<at ll Rembang Tahun

1997 Nornor it"''i o Nt-or sf iuagaimana telah liuu{t
beberapa tlf i 

- 
iet"ftf''ir dengan Peraturan Daeralr

Kabr-rpaten ntrnt'ur'g Nomor 7 tahun 2014 tentang

Perubahan I(etiga '[tas Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah ti'"tgtt^i ri Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang

Pet'usahaatl 
-b*o"''"fl g""i Perlcreditan Rak'r'at "Bank

pasz]r... Ii;rlrr.rprirc,., o,.*, at., Tirrglrat II Rembang (l,embaran

Daerirlr rinr"'i'nittt lienrbarig Tilrr'rn 2014 Nomor 7);

18, Pelatltt'atr Daerah liabupaten^Remhang Nonor 4 Tahun" 
?,:'i; iit,Ts,'#t' "ft l,il;,U :iffi4'#Hn {3{iHitl";";8 Seri E N:mor S'Tarrrb-ah;
KabuDaten'Htfru^'g'"No--gi s.+1' sebaeaimana telah

I'iliu?ii"iti"gan Pera-turan Daerah Kabuplten Rembang

Nomor 1 4 T;ffi "' 
i067 iE"t"ttg ett'bahan atas -P-eraturan

Daeral-r lkbfi;i;;i+;"il"g li"o.mor 4 rahun 2006 tentang

[xli'lt^n*n",1 {tx' ^i?'t!",{t " 
%Q9n * l*#oiffi

Tambahan#fi;;;il'D;tt;fKabupatenR:mbansNomor
75);

19. Pelatu larr Daet'ah Kallupaten Remha ls Nomor 7 Tahun

2o1t tentani" P;'";;;i;;; Mod4 Dairah pada Bad-a-n

Usaha Milil< b,;;;li"k;;pqle;Eem-uang' lb 'BPR 
B-KK

lr."-, po. Ef<f 
- r<alion 'dan PT' Bank Pembangunan

Daerah .1""'u T"iiitiilGtr:"tan oaerah Kabupaten Tahun

20ll Nonroi i"'i?Luh^t [rmbaran Daerah l(abttpaten
ii",,,tr,,,,tg N.',,it.>' 

'i t; lsebtrE'airlralla tclall tliubah tlerrgan

PeratLrrarl n".i,l' i<'6"pitE" Rembang Nomor 7 Tahun
2013 telltane Pelubahan atas 'PEraturan Daerah

l(abupaterr 
-R'Embans Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Penvertaan ft'itdri o"?t"t'' pada Badan Usaha Milik-Daerah
i<;-r*rr"?Jr' 

"i;;rhr"&- Fo' spn BKK Lasem' PD-: BKK

l(alio|i datr pT'.' g;if 'pt'"bangunau Daerah Jawa- Tengah

[;;b;,." Dr;titl k't"puttn Tahun 20 1 3 Nomor 1 17);

Den g.an Persetujuan Bersama

DEWAN PBRWAIiII,AN RAI{YAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

BUPA'll REIVIBANG

MEMUTUSI(AN:

PERAI'UII^N [)AI,IIAI-I 'IBNTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

i,iiirn'i'i;i.,rr{ r)AtitrAtl KAIJUPATIIN RIlMBANC NoMoR 7
i'ni:Lrn zo t t 't ttN't'AN(; I'lrNYIrlil'AnN MoIJAL DAuliAIl
P,qTJA AAONN USAHA MILIK DAERAH ..KABUPATEN
iirirriir,rrvr.;.rrj trt'ti Illil( l.ASllM, PD. l-llil( IiAl,loRI DAN
I'l'. I l.'\N l\ I'l'lNl I rr\N( 1 t t Nr\N I )r\l')ltAl I' lnW/\'l'l';N(in I l'

Mr-,ncl:rpkan:



Pasal I

Beberapa ketentuan rialam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7

't'ahun 2011 tentang P;;-;;.;;; Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik

Daerah Kabupaten R"-;;;;, P' BPR BI<K !"::t'PD' BKK Kaliori' dan

PT. Barrl< Pembangunar1-ouE;tf't Ja$'a Tengah (Lembaran Daerah I(abupaten

n.rnbr,lg Tahun 
-ZOt t itto-ot 7, Tambahan kmbaran Negara Kabupaten

Rembang Nomor f OOt, seUagalmuna telah 
9'^".b^^h 

dengan Peraturan Daerah

ii.-urp.t?" Rembang N;;'"; 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

;;;;;;; Daerah tiabupattn Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentans

penyertaan Modai Daeii--pra. a"au, Usaha Miiik Daerah Kabupaten

Rembang, PD. BPR 
'AK'K- i;"-, PD' BKK Kaliori dan PT' Bank

i.-t""ir".n Daerah 
-i'*- iengah (lrmbaran Daerah Kabupaten

Rembang Tahun ZOfa Nomoi 4, Timbahan Lrmbaran Daerah Kabupaten

ii;;il; TJun 2013 Nomor 118) diubah sebagai berikut :

1 . I(etentuan dalam Pasal 4 clir-rbah' diantara u{1t . 
(}.1 dan 

-alat 
(2)

' 
Joi"lpt.^,., I (satu) a1'at 1'altni avat (1a) dan ayat (2c) diirapus sehrngga

berbu n1''i sebaga.i berikut:

Pasal 4

t I I Penvertaari modal claerah dilakukan dalam bentuk pen)'ertaan

mor]al daerah beru Pil ltang'

2l Seiair.r dalam bentul< r'rang sebagaimana dimak994 pada 'ayat 
(1)'

\zt 
ili\v;, ffii;"ii",1^Tii^l'"t' itopat b"erupa barar-rg rnilik Daerah'

(2a) Barang milil< Daerah sebagaimana dimaksud ay at (21 berupa tanah
' rlan/atau bangttnan v,'''g Gl'h diserahkan kepada Bupati'

(2lr) llalzrrrg Inilik l)at:ralr sr:lritgaimana <.iimaksud ayaL (2) dan- ayat (2a)

]'ang iisertal<an dinilai dingan uarlg oleh Tim yang ditetapkan

dengalr liePutlt san BuPati'

(2c) DiltatPrts.

(3) Modal Daerah yang disertakan sebagaimana dimaks-u'l pada ayat (1)\v' ;;;,';y;i(2) ; d;j ;".t;;'M;a;i D'-"'an van g d i pisahkan- dan di kelola
tersencliri.

2. l(etenruan Pasal 5 ar,at (1) clir.rbah sehingga berbun5'i sebagai beril<ut:

Pasal 5

(1) Jumlah nilai penl'ertaan Moclal DaerSh yang disertakan- pada BUMD'
pD. i3pR BKK Lisem, pD. Bi<K l(aliori dan Bank Jateng adalah
sebesarRp.10a.236.0oo.0oo,0o,.(seratusempatmiliarduaratustiga
pr,rluh enam.juta rupiah). dengan rincian sebagai berilcut :

a. BUMD, meliPr-rti:
1 . PDAM sebesar Rp.I5.000.000 000,00,- (lima belas miliar

trtpi;rlr),
'). l'l ). Ill'lr Il:rttl: l';r:,rrt :;r'ltr':i;rl It1l. 15.()()() 0()() (X)()'(X),- (littt;t

Lll;r:; tttili;rt r rr1;i;rlr);
3. PD. Anel<a Peru scla:

I lrril I ' r ' r ' r ' t ' I : t I i r I t t l)rrltrtlr sr'lrt'srtt' Rp. I .'1 1O.OOO'0OO'OO'- (saltl
nllllill ,'llllt.ll t,rlttr; rir'lrttlttll lttlrt tttlrirtll )l

lr. l,t ). l ,li ttliI l,irst.rrr sr.lrt.silr. liP.,].1..]()O.O()().0(X),()O.-. (li8,rl [)tlltlll
ernpat rniliaI tiga I'al us juta rupiah);



c. PD' BI(K I(aliori sebesar Rp'3'295'0-OO'OOO'00'- (tiga miliar dua

ratus sembilan puluh lima juta rup-iahl dan;

d. Bank Jatens'":il:;;^il;.,3s'2si'ooo'ooo'00'- (tiga puluh lima

miliar dua ratus tiga puiuh satu juta rupiah)'

(2) Penyertaan Moclal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai

ciiarrggalliau,r^ro,I'^npsD l(ail-rpaten--Rembang Tahun Anggaran

io t i""atnpai clerlgan 'lahur-r ''\nggatan 2O2l '

(3) Besarnya nilai pen-r'ertaan Moclal Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (r) d;;;il;; ;;;;;" kemampuan keuangan daerah

Pada tahun anggaran berkenaan '

(4) Pelaksanaan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada

'-' ;; id;;;i"ii.6in lanjut dengan Peraturan Bupati'

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar set'iap oran g men getah u i nya, memerin tahkan pengundangan- Peraturan

Daerah ini dengan p".,..p.t"t"'ya dalam Lembaran 'Daerah Kabupaten

Rembang.

Ditetapkan di Rembalg
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DABRAH KABUPATEN REMBANG

SUBAI(TI

LEMBARAN DAERAH I{ABUPATEN REMBANG TAHUN

NOREG PERATURAI{ DAERAH KABUPATEN REMBANG

JAWATENGAH ( / |

NOMOR

PROVINSI



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TEiiTAiiG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAI}UPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TIIHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya peraturan pemerintah Nomor lgTahun 2orz tentang Hak Keuangan da, Administratif
Pimpinaa dan Anggota Dewan perwikilan Ralryat Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1l rahun 2004
tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan danAnggota Dewan perwakilan Rakyat Dierah Kabupaten
Rembang, sebagaimana telah beberapa kali diubah teral<hir
dengan peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17
Tahun 2oo7 tentang perubahan Ketiga Atas perai-uran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 1l Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggoti
Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembing
sepanjang mengatur mengenai hak k"uarrga., dan
admin_istratif pimpinan dan Anggota Dewan perwakiLn Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai lagi sehingga
perlu pengaturan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam
Pasar 28 peraturan pemerintah Nomor rg rahun 2orr tentangHak Keuangan dan Administratif pimpinan dan enggod
Dewan perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratil
Pimpinan dan Anggota Dewan perwJ<ilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang;

Mengingat: 1. undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-<iaerah Kabupaten daiam Lingkungan propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2OO3lloinor 47, Tariibah.a,r l;mbara,r llegara Republik Ia,jonesia
Nomor 4296);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan lrmbaran Neeara Reoublik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20O4 tentang pengawasan
dan Pertanggungiawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
xepubiik indonesia Ir omor 52s4;;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
lJomcr SS8T) scbaga:mana tclah bcbc,-apa ka.li diuba,h,
terakhir dengan Undang_Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan Kedua atas Undang_Undang Nomor 23
Tahun_-2014 tentang pemerintahan Daerih (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan
Le:nbs-al llegcra Republll: Ildones:a llc:nor 5679);

7. Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Repubhf
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahin Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 457g.1:

8. Peraturan pemerintah Nomor 1g Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralyat Daerah (kmbaran fVegari Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, TambJan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
cian

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

McnetaoKan: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimalsud dengan:



1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
-r.ang men-iadi kewenansan Daerah Otonom.

2.

J.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Dewan Perw-akilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DpRD adalah Der.r'an
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Pimpinan
DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Rembang sesuai peraturan perundangundangan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DpRD
adalah peJabat daerah yang memegang Jabatan anggota llpRD Kabupaten
sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah sekretariat Dewan perwakilan -Ralryat 

Daerah
Kabu paten Rembang.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekertaris
DPRD adalah sekretaris Dewan perwakilan Rai<yat- Daerah Kabupaten
Rembang.

Uang representasl aclalah uang yang dtbenkan seuap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota-?tlD sehubungan dengan kedudukannya sebagai
Pimpinan dan Anggota DpRD.

Y""g l"l":Salah uang yang-diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan
rariE,goia iii'i(ii tiaialr 

'ierigirariir i datii ,icigjku'ui rapa'c-rapat dirras.

]unjangan jabatan ad{{ uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DpRD karena kJdudukannya sebagai Ketua, wakil
Ketua, dan Anggota DPRD.

T\rnjangan alat kelengkapan ada-lah tunjangan yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota OpRO sehubungan dengan keduduiannya
sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Bidan Musyawarah,
Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, nadan fehormatan, nadan
Pembentukan Peraturan Daerah, dan arii kelengkapan rain yang diperlukan
dan dibentuk oleh rapat paripurna.

lunjangan alat kelengkapgl lain adalah tunjangan yang diberikan kepadaPimpinan dan Anggota .DpRD sehubr.rg"r, d"rr["r, Learlduhnnya sebagai
Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota aaam panitia khusus ],r.g ta"f.
bersifat- rerap yang riiperiukan cian riibentuk oiih rapar paripurna'untui.
membahas hal bersifat tertentu dan khusus.

Tunjangan Komunikasi Intensif, seranjutnya disebut TKI adalah uang yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota opRo setiap bulan dalam iarrgL"
mendorong neningkatan kineria pimpinan clan Anggota DpRD.

Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada pimpinan DpRDdan Anggota DPRD setiap melakukarr resis.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



15.

16.

Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan keria. jaminan kematian. pakaian dinas dan atribut. rumah
negara dan perlengkaparlnya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan
DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan
transportasi bagi Anggota DPRD.

Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakahiri masa tugasnya
setelah 1'ang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional
adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DpRD setiap bulan guna
menunjang kegiatan onerasional yang berkaitan dengan densan
representasi, pelayanan, dan kebutulian lain guna -melancarfan
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut ApBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

BAB II

PENOHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagran Kesatu
iimum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DpRD terdiri atas:
a. uang representasi;
b. tunjangan keluarga:
c. tunjangan beras;
d. uang paket;
e. tunjangan jabatan;
f. tunjangan alat kelengkapan;
g. tuniangan alat kelengkapan lain:
h. tunjangan komunikasi intensif; dan
i. tunjangan reses.

17.

18.

(1)

(21

Pasa_l 3

Paiak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,'huruf f, dan ir"."f S aii;b""ku"kepada APBD.

Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud daram pasal 2 huruf h danhuruf i dibebankan kepada pimpinan dan Anggota DPRD yangbersanskutan.

Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2)dilakukan sesuai dengan perundangundangan iri Ola.rig naiai r""-g#;;.
(3)



Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 4

(1) Pimpinan da, Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a.

(2) uang representasr sebagarmana dlmaksud pada ayat (r) drbenkan setBp
bulan.

Pasal 5

(1) Uang representasi Ketua DpRD setara dengan gaii pokok Bupati.

(2) Uang representasi wakil Ketua DpRD sebesar g0% (delapan puluh persen)
dari uang representasi Ketua DpRD sebagaimana dimaksud'paaa ayat [t;.

(3) Uang representasi Anggota DpRD sebesar 75% (tujuh puiuh lima persen) dari
uang repr esentasi Kerua DFRD sebagaimana ciimaksud pada *yr. ii1.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 6

(1) Pimpinan dan Anggota DpRD berhak memperoreh tunjangan keluarga dantunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam pasar 2 huruf b dan huruf c.

(2) Tunjangln keluarga dan tunjangan beras sebagaimara dimaksud pada avat(1) diberikaa setiap bulan.

(3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah sama dengan tu".;a.ig;" keluarga ai, i"n:rrg"r, Ue.""bagi pegawai aparatur sipil nlgara 
"L"Gi a""g"r,';";;t";;;rundang_

undangan.

Bagian Keempat
Uang palet

Pasai 7

(1) Pimplnan- {an Anssot3^DpRD^ berhak memperoleh uang paket sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 huruf d.

(2) Uang pakct scbagai;iana di;aaksud pada ai.at (li dibcnkan sctiap bulan.
(3) Uang peket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluhpersen) dari uang representasi yang bersangkutan.

P6ni^h v-t:^ ^^^v ^.. ii;

Tunjangan Jabatan

pasal 8

(1) Pimpinan dan Anggota DpRD berha_k memperoleh tunjangan jabatan
sebagaimana aimatsua dalam pasal 2 h;*i..



(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan setiap
bulan.

(3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145yo
(seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DpRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi,Badan Anggaran, Badan pembentukan peraturan Daerah, dan BadanKehormatan berhak memperoleh tuniangan alat kelen gkap"r, sebae"i-a.r,dimaksud dalam pasal 2 huruf f.

(2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud
dengan ketentuan:
a. untuk jabatan ketua, sebes ar 7 ,So/o (tujuh koma lima persen) daritunjangan jabatan Ketua DpRD;
b' untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjanganjabatan Ketua DpRD;
c' untuk jabatan sekretaris, sebesar 40/o (empat persen) dari tunjanga'jabatan Ketua DpRD; dan
d. untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan

Ketua DPRD.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 10

(1) Pimpinan- dan Anggota DpRD yang duduk dalam arat kelengkapan lain berhakmemperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaiman"a Ji-.r.*a a"r^-Pasal 2 huruff.

(2) Besara;r tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9ayat (21 secara mufads mutandi.s berlaki untuk besarro t"":""i", 
"r"tkelengkapan lain.

(3) Tunjangan alat kelengkapln rgrn sebagaimana dimaksud pada ayat (I) danayat (21 diberikan selama arat kerengkalan hin terbentuk a'"r, -.i"t""rr.r.".,tugas.

Bagran Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 1l

Untuk. meninekatkar y1",:r: pimpinan dan Anggota DpRD diberikan TKIsebagaiaman dimaksud dalam pasal i fruruf fr.

pada ayat (1) diberikan



(11

(2)

Pasal 12

TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diberikan setiap bulan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan- umum
daerah dikurangi dengan belanja dengan belanja pegawai aparatur sipit
negara.

Pasal 13

(1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat(i) terciiri atas s (rigai keiompok, yaitu:
a. tinggi;
b. sedang; dan
c. rendah.

lz) Fengirtungan 
- 
kerniurrpuan keueurgan daerah sebagairnrtna

ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Anggaran pemerintah
berpedoman pada peraturan Menteri Dalim Negeri.

Pasal 14

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan:
a. untuk kelompok

Pasal 12 ayat (1)
Ketua DPRD:

b. untuk kelompok
Pasal 12 ayat (l)
Ketua DPRD; dan

c. untuk kelompok
Pasal 12 avat (,l)
Ketua DPRD.

Bagian Kesembilan
T\rnjangan Reses

Pasal 16

dimaksud pada
Daerah dengan

Pasal 1l dilakukan dengan

kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, paling banyak 7 ftujuh) ial aari uang representasi

kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalamhuruf b, paling banyak 5 (lima) tlU aari uang representasi

kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalamhuruf c. oalinq fs6y3k 3 (tiga) t<ati aari uang representasi

Pasal 15

Penghit-ungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud daramPasal 12 ayat (l) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

Setiap melaksanakan reses, pimpinan dan
reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
kemampuan keuangan daerah.

Anggota DPRD diberikan tunjangan
huruf i dengan mempertimbangkan

Pasal 17

pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam
mutandi.s terhadap pemberian tunjangan reses.

Ketentuan mengenai besaran
Pasal 14 berlaku secara mutaf,rs



BAI} III

TUNJANGAN KESE"] AHTERAAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(l) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DpRD terdiri atas:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. pakaia:r dinas dan atribut.

(2) !9lain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DpRD
disediakan tunjangan kesej ahteraan berupa:
a. rumah nesara dan nerlengkafrannya:
b. kendaraan dinas jabatan; dan
c. belanja rumah tangga.

(3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DpRD dapat
disediakan tunjangan kesejahteraan beruia:
a. rumah negara dan perlengkaoannva: din
b. tunjangan transportasi.

(1)

(2)

(3)

(l)

Bagain Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 19

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasar 1g ayat (1) huruf adiberikan dalam bentuk iuran kepada Badan penyelenggara J-aminan sosia.lKesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Iuran sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) daripenghasilan Pimpinan dan Anggota DpRD seiiap bulan, dengan t<eteniuln:
3 11: (tlCa persen) dibayar ole[ pemerintah Daerah; dan
b' 2o/o ldua persen) dibayar oreh pimpinan dan Anggota DpRD bersangkutan.

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuksuami/ istri dan anak sesuai dengan peraturan pe.undang_uni""r-rg"r.,.

Pasal 20

Selain jaminarr kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g ayat (1),
lmpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksanaan kesehatan yangbertujuan untuk mengetahui status kesehatan di l;;;ak;;;';;;;""."
fesefalan yang diberikan oreh Badan penyelenggara .ramrnan 'Sosial
Kesenatan.

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri 
"".t, iia.ttermasuk suami/ istri dan anak.

(2)



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Ke{a dan Jaminan Kematian

Pasal 2 1

Jaminan kecelakaan ke{a dan iaminan kematian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai
peraturan perundErng-undangan.

Iuran iaminan kecelakaan keria sebagaimana dimaksud pada avat (1) sebesar
O,24o/o (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan pimpinan dan
Anggota DPRD setiap bulan.

tlt

(21

(3) Iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebesar 0,30yo
(nol koma tiga puluh persen) dari penghasilan pimpinan dan Anggota DpRD
setiao bulan.

(4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayar oleh
Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 22

(i) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut
sebagaimana dimaksud dalam pasai 1g ayat (lfhurufd.

(2) Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:
a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang daiam 1'(satu) tahun;
b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang datam I (satu) tahun;
!' pakaran s1plr lengkap chsecrrakan 2 [dua.] pasang dalam 5 (llma, tahun;
d. pakaian dinas harian rengan panjang aisiaatan I (satui pasang dalam 1

(satu) tahun; dan
e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1

(satu) tahun.

(3) Pakain dinas dan atribut sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) disediakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pu.rg"a"a. barang
dan/. _atau -jasa pemerintah dengan mempertimbangkan' pri-nsip efisiensf
efektifitas, dan kepatutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan
atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

harga pakain dinas dan
dalam Peraturan Bupati.

r-:a.5,rd;i lieliiita
Tunjangan Rurnah Negara dan perlengkapannya serta

Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan

pasal 23



(1)

(2)

(3)

Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2)
hurufa dan hurufb sesuai standar Deraturan perundangundangan.

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimal<sud dalam pasal 18
ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DpRD sesuai standar
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara
dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeiiharaan rumah negara cian periengkapannya sena kenciaraan dinas
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara
dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada
APBD.

Pasal 2z'.

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negaradan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wa.1it aitemuaiit<an
dalam keadaan haik kepada pemerintah Daerah paring lambat 1 (satu) buran
se-iak tanggal berhenti atau beral<hirn_va masa bakti.

Dalam - hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara danperlengkapannya berhenti atau 6erikhir masa bakti, rumah--"zg"r" a".perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik' t.paaaPemerintah Daerah paling rambat I (satu) bulan sejak tanggal b".t"rrii'.t.,berakhirnya masa bakti.

dinas jabatan yang
2J ririak ciapat

dan/ atau diubah

('+,1

(1)

(2)

(1)

Pasal 25

fumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
ciiseriiakan sebagaimana dimakJuci ciaiam pasai
disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan,
status hukumnya.

(2) struktur dan bentuk. b.-q"."T rumah negara yang disediakan sebagaimana,ji;naksurl pada ayai (li ti.lak dapai diubahl

Pasal 26

Dalam hal Pemerintah Dagrah belum dapat menyediakan rumah negara dan
\end,eiagn dinas jabatan bagi pimpinan beno 

""u"g.i-"". ai-J"ria i"r"-
l.::1_?1: feRada 

yang bersangkutan diberikan tunjangan p"*-"t u, au.tunJangan transportasi.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagiAnggota DPRD sebagatmana dtmaksud dalam pasal 23, kepada yangbersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan DpRDsebagaimana dimaksud pada ay'at lrl ait".iL" aaurn"tent-ui-r"re a^r,dibavarkan setiao buran t€rhitung -"r.i t""ggri Dengucarran sumpah/ -ian_ii.

(1)

(2)

(s)



(1)

(21

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan
transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat
(3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibavarkan setiap buian
terhitung mulai tanggal pengucapan sumpatiT iarrii.

PasaI2T

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 harus
memperhatrkan asas kepatutan, kewaJaran, raslonahtas, standar harga
setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26
1r.r us ,rc'r;rcr iralika.rr asa.s kepa'. u'ra.r r, kcwtrjar arr, r. asiurrali'r,as, utarr,,iar
harga - setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- u ndangan.

Besaran tunjangan perumahan -vang dibayarkan harus sesuai denganc+cndar c.fr'.h L--^^ carr,. rrrrnalr la,rc harlaL.rr rrrltirl" ctarr.lar rrrrnah.-_-_o; -_ -.:.-::ii _=:

legara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanjalistrik, air, gas, dan telepon.

Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai denganstandar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standarkendaraan dinas -iabatan bagi pimrinan rtan Anggota DpRD. tidak termasukbiaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

Besaran lul]qgan perumahan.dan tunjangan transportasi pimpinan danAnggota DPRD tidak boleh melebihi besarL tunjangan p"."*-"il"r, au'tunjangan trarsportasi pimpinan dan Anggota DpRD prJvinsi ur*" i."g"t.
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dantunjangan transportasi diatur dham peraturan Bupati.

(3)

(4)

(s)

(6)

Pasal 28

Rumah negara dan . perrengkapannya serta kendaraan dinas jabatansebagaimana dimaksud dalam plsa 23 serta tunjangan perumahan dantunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam p"asar )o-tiJ.r. a"p"tdiberikan kepada pimpinan dan Anggota DpRD secara bersamaan.

Pasal 29

Bagi suami dan/ atau i:"iryls 
-menduduki 

jabatan sebagai pimpinan dan/atau Anggota DpRD pada DpRD Kabupaten iembang tranla aiueltan sararrsatu tu n-iangan perumahan.

Bagi Pimpinan dan AlFgo]. DpRD yang suami atau istrinya menjabatsslngai Bupari/ Waki[ Bupati RembJng tidak diberik# - t"":."g",perumahan.

(1)

(2)

Bagi Pimpinan d,an /
diberikan tunjangan

pasal 30

atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidakperumahan dan tunjangan transportasi.



(1)

(2\

(3)

Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 31

Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang,
Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 avat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang
dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan
perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c.

Pasal 32

Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati dengan berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 33

(l) Pimpinan atau Anggota DpRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa
baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besaran uang jasa pengabdian
disesuaikan dengan masa bakti
ketentuan:

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pimpinan dan Anggota DpRD, dengan

a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan
- uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa

pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;c. masa bakti sampal 
. lenqan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa

pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
d. masa bakti sampai lengan a (empat) tahun, dib""ik.r, uang jasa

pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dane. masa bakti sampai_ 9-9"gT S (tima) tahun, d.iberikan uang jasa
pengabdian sebesar s (lima) bulan atau paring banyak 6 (enam)-bulan
uang representasi.

(3) Dalam hal Plmpinan atau Anggota DpRD meninggal dunia, uang 3asapengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
-aiberikan kepada ahli

warisnya sesuai peraturan perundang_undangan.



{11

(21

Pasal 34

P_embayaran uang jasa pengabdian sebagaiaman dimaksud dalam pasal 33
dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DpRD yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat sesuJ 

- dengan tetentuan p".:^tr...,
perundang-undangan.

Dalam hal Pimpinan dan AnAgota DpRD diberhentikan dengan tidak hormat,
tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

U..rtql.. mendukung kelancaran 
. 
fungsi, tugas dan wewewenang DPRD,disediakan belanja penunjang tegatan OenOI

Belanja penunjang DpRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa:a. program;
b. dana operasional pimpinan DpRD;
c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DpRD;

d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
e. belanJa sekretanat traksl.

Belanja 
- 
penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusunberdasarkan rencana keqja yang aitetaptan sesuai dengan peraturanperundang- u ndangan.

Bagian Kedua
program

Pasal 36

(1) Program sebagaimana dimaksud daram pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas:a. penyelenggaraanrapat;
b. kunjungan keq'a;

: pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda;
d. peningkatan kapasiia" aa..- i.o"L"l'o.ialsme suinbei. da},a n:aiiiisia ,iilingkungan DpRD;
e' koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;

f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DpRD.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (r) diuraikan ke dalam beberapakegiatan dalam rencana kerja 
"""ir., 

p.r.".i"rln peru nda.,g_u nd angan.

(1)

(2)

(3)



(1)

(2t

Pasal 37

Untuk menunjalg kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan
tugas Pimoinan DPRD sehari-hari. pimoinan DPRD diberikan dana
operasional sebagaimana dimaksud dalam pasat 35 ayat (2) huruf b.

Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap
bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2 dan pasal 13.

Pasal 38

(1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 37
disusun secara kolektif oleh Sekretaris DpRD dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:

1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
dari uang representasi Ketua DpRD;

b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:l. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kati;
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
dari uang representasi wakil ketua DpRD.

Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD

(2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud
setiap bulan dengan ketentuan:
a. 8Oo/o (delapan puluh persen) diberikan secara

biaya atau disebut lumpsum; d,an
b. 2oyo (dua puluh persen) diberikan untuk

lainnya.

pada ayat (1) dilakukan

sekaligus untuk semua

dukungan dana operasional

(3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
a. representasi;
b. nelayanan: dan
c. kebutuhan lain.

Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akunta6ifitas sesuai
Deraturan Oerundan g-undan gan.

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan
pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana 

-dimaksud 
haru-s disetorkan kerekening kas umum daerah paling lambat tanggal 3l Desember tahun

angg€rr€rn berkenaan sesuai peraturan perundang_undangan.

(4)

(s)



Pasal 39

Pimoinan DPRD dilarang mengsunakan dana ooerasional untuk keperluan
pribadi, kelompok, dan/ atau golongan.

Bagian Keempat
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 4O

(1) Untuk menunjang pelaksaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang
tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota
DPRD, pimpinal fraksi, dan/ atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat
mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapa-n DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat
kelengkaoan DPRD yang dianskat dan diberhentikan densan Keoutusan
Sekretaris DPRD.

(3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan
DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DpRD atau
keeiatan tertentu DPRD dan daoat dilakukan dengan harea satuan orans
hari atau orang bulan.

Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD diatur lebih ianjut dalam peiaturan Bupati dengan
memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi

yasai 42

( 1) untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf d.

(2i renaga ahii fraksi ciiangkat cian ciiberhenrikan ciengan Keputusan Sekretans
DPRD.

(l)

(21

(3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan
kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan
sesuai dengan kemamouan keuangan daerah.



(21 Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai
dengan ketentuan Deraturan grerundan g-u nd a n gan.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 44

Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam 35 ayat (2) huruf e
dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD
dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

I2_^'!r- j. .^!-..1...i.* f-^l-^: ^^L^-^:-^-^ r:_^r.^,,.l -^r^ ^,,^l /1\ +^-t:-: ^+^_u\,ra.r!o. .,LAr ur.q.a ra.L rr cr rl s\,vq,6altrra,1ra. \ruiro.As',rrr pa.ua araa ( i i LUi \iii i a.!q.)
penyediaan sErrana dan anggaran.

Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang keq'a
pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan
Deraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.

Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat
fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DpRD dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIP
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

(1)

(3)

(4)

(1)

Pasal 45

Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian pimpinan dan
Anggota DPRD, serta belanja penunjang- kegiatan DPRD merupakan
anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan
Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah sekretariat DpRD serta diuiaikan
ke _dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ pengguna Barang bertanggungjawab ams pengeioiaan beianja DpRD sebagarmana ciimaksuri p-acia.v"ii). -

P-engelolaan anggaran belanja DpRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat ituran,efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai i.rrgan peraturan
-^-,,-l^-^.,-,{^-_^_

(4) Anggaran belanja DpRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari ApBD.

Pasal 46

Dalam rangka pertanggunglawaban TKI dan tunjangan reses, pimpinan danAnggota DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang mlnjelaskan
rlensqunaan dana telah sesuai denqan peruntukannva.

(21

(3)



(1)

(21

(3)

(4\

Pasal 47

Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD,
Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan
penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

Pertanggungiawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD
dibuktikan dengan laporan hasil peiaksanaan tugas yang dilengkapi dengan
rincian Denggunaan dana ooerasional Pimpinan DPRD.

Rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/
Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani
Pimpinan DPRD.

Bukti pertanggungjau,aban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD
setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh oeiabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u"a"ng..
tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang ripresentisi,
uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, danjaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh)
hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DpRD oleh pejabai yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan
administratif yang dipersamakan dengan pimpinan DpRD definitif yang
digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan
Dan Anegota Dewan Perwakilan Rak_vat Daerah Kabuoaten Rembane firmbaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 Nomor 

-ss, r"-bJd 'i.embaran
Daerah Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

a. Peraturan Daeral. Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2oo4 tentarg
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Remban! Rembang (Lem-b'aran Daerah

{1t

{21



Kabupaten Rembang Tahun 2005/56 Seri: A Nomor 5, Tambahan kmbaran
Daerah Nomor 50);

b. Peraturan Daerah Kabuoaten Rembans Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Rembang (kmbaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2006 /49 Seri: A Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 621; dan

c. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang (trmbaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan kmbaran Daearah
Nomor 78).

sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari peraturan Daerah ini ditetapkan
paling lambat 1 (satu) bulan sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Dalam menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati berkonsultasi dengan pimpinan DpRD.

(1)

(2t

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANGPROVINSI
JAWATENGAH: ( /2,t7l

Peraturan
Kabupaten



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

I. UMUM

P"lg1" berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 1g rahun 2017 tentang
HaJ< Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota oe*an per*akilan
Rakyat Daerah, peraturan Daerah Kibupaten nembang Nomor 11 Tahun2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyal- la9rah Kabupaten Rembang, sebagaimana telahbeberapa kali diubah- terakhir dengan peiaturan Daerah Kabupaten RembangNomor 17 Tahun 2007 tentang Ferubahan Ketiga Atas peratura, DaerahKabupaten Rembang Nomor 1i Tahun 2004 teniang Kedudu-kan protokorer
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan peri.akilan Ralqyat DaerahKabupaten Rembang sepanjang ilngatur mengenai hak keuangan danadministralif pimpinan dan Gggota- Dewan perwakilan Rakyat Daerah

[*t:fl"" Rembang sudah tidaf sesuai lagi 
""hi"ss;-;.;i;-!lgaturan

11. PASAL D!]MI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.
Pasal 2

uukup Jelas.
Pasal 3

Yang dimaksud dengan pajak adalah pajak atas penghasilansehubungan dengan pekerjain, jasa, atau t<egiatan a""g."- 
".,.r. a."dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orangpribacii ciaiam negeri 

""".r"i ,i".,g", kerenruan peraruran perunciang-undangan.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup, jeias.
Pasal 6

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dantunjangan anak kepada pimpinan aa., e.rggota oiio -l.riglemiliki
istri/suami dan anak yang sah U"ra"""il"" t.t"rrtrr,J'.peraturan

- 
pc;-.inda;ig_undangan.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

D-6^l o

Cukup jelas.



Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup ielas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan
untuk mengetahui status kesehatan"adalah medical cf,eck up.Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasai zJ

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan orumah negara" adalah bangunan yangdimiliki pemerintah Daerah dan bejungst ;;a;"i t";p"I.i"sg.tatau hunian dan sarana pembinaan kituarga -serta ,i.i"":""g

_ peiaksanaan tugas jabatan.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Fasai 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Yans dimaksud dengan "tidak dapat diberikan keoada pimoinan danAnggota DpRD secara bersamaani adarah bahwa jit" t"r"r, iGJi"u"dan telah ditempati, dihuni, 
"t",, Aip"t"i i"rn"f, -i"l*i' a."perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan *"to tii"t a"p"tdiberikan- tunjangan perumahan dan t -;"rrg.r, transportasi, begitupula sebaliknva.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 3O
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.



Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup ielas.

Pasal 36
CukupjeLas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (3)

huruf a
Yang dimaskud dengan representasi, antara Lain
menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan
yang ada di masyarakat, melaksanakan dan
memasyarakatkan Keputusan DpRD kepada seluruh
Anggota DpRD.

huruf b
Yang dimaksud dengan pelayanan, antara lain untuk
pelayanan keamanan dan transportasi.

huruf c
Yang dimaksud dengan kebutuhan lain, antara lainuntuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara
peringatan hari jadi daerah, pelantikin pejabat dlaerah,
melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala
ciaerah, musyawarah plmplnan ciaerah, rian tokon_tokon
masyarakat, menjadi juru bicara DpRD dan pemberian
bantuan.kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang
sifatnya insidental.

Pasal 39
Cukup jeias.

Pasal 4O
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Fasai 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 5O
Cukup jelas.



Pasal 5l
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANC

NOMOR {, TAHUN2Ol7

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN MNCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOTTAON ZTAHUN 2OI1 TENTANG PEI.IYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHAMILIK DAERAH KABUPATEN REMBANC,PO. EPN SrX LASCM, PO.ETXKALIoRI DAN PT. BANK PEMBANGUNAN oiBneTT JAwA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang' 
". b&*1--- p"*"yrk3"- Kebijakan pemerintah pusat,pemerintah provinsi Jawa Tingah dan peraturan DaerahKabupaten Rembang Nomor 7 Tahun ZOii t""t 

"gpenyertaan Modal Daerah pada Badan usana Miit oaeratr
Kabupaten Rembang, pD. BKK Lasem, pD. BKK f"fi*i a"r,m. B1T\ pembangunan Daerah Jawa Tengah ;.;;;;_"""
telah diubah dengan peraturan Direrah faU-upaten n1mUarrgNomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan 

"t"" 
p"."t,r."r,

Daerah Kaby-na1e.n_Rembang Nomor 7 fafrun ZO t1 
-i".,..rrg

penyertaan Modal Daerah pida Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Rembang, pD. BKK Lasem, pD. BKK Xilo.i aa.,pT. Bank pembangunan Daerah Jawa Tengah aan nasitRUPS untuk memperkuat struktur p".*;d"I; dalamrangka pengembangan kegiatan usaha sehingg" Oip".irf...,penanaman modal dari pemerintah Daerai Kabupaten
Rembang kepada Badan Usaha Milik Oaerah il;;;;;;
Rembang, pD. BpR BKK la.sem, pD. BKK Kaliori dan p,f.
Bank pembangunan Daerah Jawa Tengah ;

b. bahwa dalam penambahan modal sebagaimana dimaksuddalam huruf a perlu mempertimbangt "", ,""""".'iisnis
masing_masing perusahaan, hasil - f<a:ian 

-- 
Hav'akaninvestasi dan kemampuan apbD r"uupai"i-i"-tJo?""..

peraturan perundang_undangan yang blrlaku ; -

c' bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan DaerahKabupaten Rembalg Nomor 7 Tahun zOii t"it rgpenyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Oae.af,Kabupaten Rembang, pD. BpR BKK Lasem, pO. epCgKK



d.

Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
perlu dilakukan perubahan guna penyesuaian kondisi saat
ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu persetujuan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang
dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Ralqyat
Daerah Kabupaten Rembang .

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalanm Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;

4. Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara ;

1 Tahun 2OO4 tentang

Mengingat :1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman
Modal;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan
Terbatas ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapi
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OOS tentang
Standart Akuntansi Pemerin tahan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaaa Barang Milik Negara / Daerah ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari perusahaan Daerah
(PD) menjadi Perserosan Terbatas (pT) Bank pembagunan
Daerah Jawa Tengah ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun
2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kridit Kecamatan Di
Provinsi Jawa Tengah ;

Peraturaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ll Tahun
2008 tentang Perusahaan Daerah Bank perkriditan Ratryat

13.

14.



15.

Badan Kridit Kecamatan ( PD. BPR BKK ) di Provinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peratura Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Ra!ryat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa
Tengah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tingkat II Rembang
Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Air
Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturaann
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang Nomor I Tahun 1980 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pendirian Aneka Perusahaan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembarg Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Pendirian Aneka Perusahaan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pendirian PD. BPR Bank Pasar
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusa
haan Daerah Bank Perkriditan Rakyat ' Bank Pasar "
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006
tentang Pendirian Pf . Rembang Sejahtera Mandiri
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2OO7 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang
Sejahtera Mandiri ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR BKK la.sem, PD. BKK
Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada
Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD. BPR
BKK l,asem , PD. BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang ;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

18.

16.

17.

20.

19.

2t.



Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan :r. Laporan panitia Khusus 1 Dewan perwakilan Ralryat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal L7 Juli 2OlT.2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan perwatltan Ralcyat Daerah
Kabupaten Rembang, tanggal 17 Juli 2OlZ.3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat paripurna
Dewan- perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
tanggal tT Juli 2012.

MEMUTUSKAN

I\4enyetujui Penetapan Rancangan peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Remban[Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah denga-i
Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang lVomoi 7
fafrun 2Ol4 tentang perubahan Atas peraturan Daerah
5gb."pt"" Rembang Nomor 7 Tahun 20l l tentang penyertaan
Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah- faUupaten
Rembang, PD. BPR BKK Lasem, pD. BpR BKK Kaliori dan pT.B"lk Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana
terlampir;

Menyerahkan proses penetapan Rancangan peraturan Daerahsebagaimana diktum 
.PERiTAMA fepirtusan ini menjadiPeraturan Daerah Kabupaten nemUarrj--tepaaa BupatiRembang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Menetapkan:
PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

Ditetapkan di
Pada tanggal,

DEWAN PERWAKILAN
UPATEN

Wakil

laH. GUN IH, S.

Rembang
17 Juli 2017

RAKYAT DAERAH



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2OI7

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADM]NISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN neTTaeANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang: a. bahwa g:lq" berlakunya peraturan pemerintah Nomor 1gTahun 2017 tentang Hak Keuangan pimpinan aan LggotaDewan perwakilan Rakyat Daerah, ire.aturan DaerahKabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2OO4 tentangKedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan AnggotaDewan. perwakilan Rakyat Dgerah Kabupaten 
-i"*U.rrg,

sebagaimana terah _beberapa kari diubah't"r"r.rrir-i""g"i.peraturan Daerah Kabupaten Rembang I,lomor iZ 
-frfr..tr,

2007 tentang perubahan Ketiga Atas peraturan DaerahKabupaten Rembang Nomor 11 Tahun ZOO+ Lrrt"rrgKedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan AnggotaDewan 
. 
perwakilan Rakyat Oaeiah X"Uup"ie., nl_Ua.rg

sudah,tidak sesuai iagi sehingga perlu diadaka, per,gatura.,
kembali ;

b. bahwa. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan untuk meraksanakan -tetentuan ilsd zsPeraturan pemerintah Nomor 1g Tahun ZO f Z tentang ff af<Kuangan dan Administratif pimpinan dan n.rggoi. 

' 
O"*,".,perwakilan Rakyat Daerah, p.ilu ..r"r,"taptaf 

- 
e..atu.an

Daerah tentan_g Hak Keuangan dan Administ.atif ei-pi.r.r,dan Anggota Dewan perwakilan Ralryat Daerah fabupate.,
Rembang;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b perlupersetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah X"Uup"te.,
Remban*g dengan menetapkan Keputusan Dewan perwak,an
Ralryat Daerah Kabupaten Rembang

Mengingat : l. undang-undang Nomor 13 Tahun r950 tentang pembentukan
Daerah Kabupaten dalan Lingkungan propinsilawa Tengah ;



!

t

i

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pemeriksaan
Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan 

- 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan pemerintah Nomor Sg Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara ;

8. Peraturan pemerintah Nomor 1g rahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewanperwakilan Rakyat Daerah ;

9. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang pedoman 
-. ,pengelolaan Keuangan 

' 
Daerahsebagaimana telah diubah -beberapa 

f<afi teial*ri. f"ng-peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor zi -rJuri zorrtentang, perubahan Kedua Atas peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang e"aorn.rr-i;Jrrg"iof"..,
Keuangan Daerah ;

10. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015tentang pembentukan produk H-ukum Oaerah ; 
----"

11. peraturan Daerah Ka.bupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016tentang pembentukan dan Susunin p"rLgf.J'*O."."f,
Kabupaten Rembang;

12. peraturan Dewan perwakilan Ra}yat Daerah KabupatenRembang Nomor 01 Tahun 2ot6 tentang;;;; ilili"r,""Kedua atas peraturan Dewan p"r*"f.i.r, n.&"i'8"".^i,Kabupaten Rembang Nomor 0l Tahun 2014 tentans TataTerrib Dewan perwakilan naf.v"t oaei"f,'- ffr,ip","r,Rembang.

Memperharikan :1. La'poran panitia Khusus I Dewan perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Rembang, tanggal lT Juli 2OlZ.2. pendapat fraksi_fraksi Diwan-- pur_"ki.L;--n"f.y",
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 17 Juli 2OlT.3. pembicaraan_pembicara"" air._ rTp.t iJi"ril.o"_"r,nerrya]Aln Rakyat Daerah Xabupaien n"i!"rs tlarrgg"rt7 Juti 2017.

MEMUTUSKAN

Menyetujui. P-enetapan peraturan Daerah Kabupaten Rembangtentang Hak Keuanean dan Administratii nmplnan dan AnggotaDeu'an perwakilari R"Ly"a---b;;;-' ia"'ulp","" Rembangsebagaimana terlampir ;

Menetapkan:
PERTAMA :



KEDUA : 
_It{enferahkan p_ryses_penetapan peraturan Daerah sebagaimanadiktum PERTAMA Keputusan ini menjadi peraturan Daerah
Kabupaten Rembang, kipada eupat ie;bang.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggat lZ Juli 2OlZ

DEWAN PERWAKII..AN RAKYAT DAEMH



-.--4

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR /d TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENCABUTAN 2 (DUA ) PERATURAN DAERAH XEEUi^TEN

REMBANG NOMOR 11 TAHUN 2OO7 TENTANG PENGELOLNET.T bANENCMIL]K DAERAH DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN ZOTi iTNTNNCPENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAT, oar,r seruBARe
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang: a. bahwa beldasalkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014tentang pemerintahan Daerah set'agaimana 
-t"lJ-li,ru"r,

beberapa 
^kali 

terakhir dengan una"ang_ddanglo,ro, sTahun 2015 tentang peruIbahan x"j"" fiai 'u1,a"rrg_
Undang Nomor 23 lahun zOr+ teniang'ili"i"."t^r,Daerah, urusan pemerintahan ;id;; 

-;;erg 
dansumberdaya mineral bukan merupakair kewJnanganpemerin tahan Kabupaten ;

b. bahwa den-gan berlakunya peraturan pemerintah Nomor 27Tahun, ror.l-j=q"g Fengetolaan s*;;-ir{,lrk"il"g*.2Daerafr, terdapat peruiahan k;tent-;*'rn"ng"rr*
pengelolaan Barang Milik Daerah ;

c. bahwa sebagai. tindaklan-iut peraturan perundang-undangan
sebagimana dimaksud dalam huruf a Oan 

-frrl*r 
uditetapkan^deSgan Keputusan Gubernur J"*a--i"rrgaf,Nomor 18! / 100/ iahun 2016 tentang -eJ*iut"r.r,

peraturan Daeral Kabupaten Rembang

d. bahwa berdasarkan pertimbangan ss[agairnana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan.-huruf 
":p";il-;";;.;trj"""menetapkan pencabutan 2 ( dua t i*.iu.l" --oaerarr

rhbupaten R9T!q"g dengan Iieputusan b"*"]ii"#r*l*
Ralryat Daerah Kabupaten Rembing

Mengingat : 1. Pasal 1? ry+ (6) Undang _ Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalanm Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1

Perbendaharaan Negara ;

Tahun 2OO4 tentang

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pemeriksaan
Pengeiolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintahan
Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

9. Undang -Un$ang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan;

10. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajal< Daerahdan Retribusi Daerah;

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

J2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentangPembentukan peraturan perundang_U"a*g.., 
;

13.Undang-Undang N9mo1 23 Tahun 2OL4 tentangPemerintahan Daerah Sebagaimana 
- 
tlf.fi ai rU"f, denganUndang-undang Nomor 9 tahun zors lentang perubahan

Undang-Undang Nomor 23 TJ; --itot+- 
te-";;;Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun L}TS tentangPelaksanaan Undang_Undang Nomor f i"ir"" 197+ tenian!Perkawinan;

15. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun I9g3 tentangPelaksanaan Kitab Undang_Undang ffui<um acara pidana 
;

16. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2OOZ tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor ZS iJun 2006 Tentan!Administrasi Kependludukan i
17. Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2OOZ tentangPembagian Urusan pemerintah a"t"r" pemerintah,

Pemerintah Daerah provinsi,dan p.-"Lt"rr"r, DaerahKabupaten /Kota;

18. Peraturan presiden Nomor I Tahun 2OOZ tentang
lengeyhan, Pengundanga" aan eerryeUa.tuasan peraturan
Perundang-Undangan 

;



19. Peraturan 
_Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun l9g9tentang -Penyidik 

pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Daerah Tingkat II Rembang ; -

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016
tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
Kabupaten Rembang;

21. Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 0l Tahun 2016 tentang perubahan Kedua
Atas Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Ralrryat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan :1. Laporan panitia Khusus I Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal lT JuLi2OL7.2. pendapat fraksi-fraksi Dewai peri-at<itan n"r.y"i 

-o.".^r,
Kabupaten Rembang, tanggal 17 Juli 2OlZ.3. pembicaraan_pembicaraari dalam r"p"t paripuma
Dewan per.rvakilan Rakvat Daerah Kabu;;ten-ilrirU"og
tanggal t7 JuE2Ol7.

MEMUTUSKAN

Menyetujui Penetaoan Ralcangan peraturan Daerah Kabupaten
ff r;'#.:"""ffi'o;r ;q*l 

i i :al ftu;" ;T#:Pengelolaan Barans M]iik Daerah a." p"[,i,.., Daerah Nomor5 Tahun 2011 tintang eengetotaan-il;;' pertambanganMineral dan Batu na.a s.iagJri;;;;;;j:
KEDUA : Menyerahkatr proses penetapan Rancangan peraturan DaerahKabupaten 

^Remby !9."u"ii_"ncabutan 2 ( dua ) peraturanDaerah se ba€ai mana d i ktu ; pE RTAprn x" p 
" 
lrlli,i.,.i ",ri.rr.; 

"a 
i

I:xr.ff Daerah Kab;;;t""" R.-b;;, 'k;;i" "iup"ti

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Menetapkan:
PERTAMA :

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, lZ Juli aOLZ

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



BERITA ACARA

NOMOR:9oo/O tzott
NOMOR : 900 t tte4 201?

PERSETUJ.UAN qERSAMA KEPALA DAERAH DANDEwAN;i3ytr+.d1,\?ii["^1J,Eil]i"^''

TENTANG

;ff#il1'":Zii,!.!;31,1,7.i;i betas butan Juti Dua Ribu ruiuh Beras kami

1, H. ABDUL HAFIDZ

2. H, GUNASIH,S.E.

4. SUMARSIH

:fuOati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk /dan atas nama pemerintrn o."i"ii'iltro",.Jl
Rembang_ yang beratamat oi raran E.' d;;ffi;;
I,"r^:,i r E;Tla 

n g 
. 

se r a nj utn v" 
-i 

i."or i ""r'"0""1 
"1

; 
.Wakil Ketua Dewan perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Rembang .

3. H. BISRI CHOLIL LA.UF : Wakit Ketua Dewan penvakitan Rakyat DaerahKabupaten Rembang .

: 
,Wakil Ketua Dewah perwakilan Rakyat DaerahlGbupaten Rembang

ff lilJHfl ,Ti:l:::#;',*,1"j:":fxiJ"ffi 
"ff 

llk?"i[il""RakyatDaerah



Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan prHAK KEDUA terah membahas dan menyetujui
Rancangan Peraturan D.aerah Kabrpaten Rembang tentang pencabutan z ioui IPeraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1t lahun zooz tlnt"ng
Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun zott
lentang Pengelolaan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara, Rancangan
Perafuran Daerah Kabupaten Rembang tentang perubahan k"or" 

- 
ntr.

Penyertaan Modal Pada Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabrpaten
Rembang, PD.BPR Lasem, pD. BKK Kaliori Dan Bank pembangunan Oieran
Jawa Tengah .

2. PIHAK PERTAMA DAN prHAK KEDUA terah membahas dan menyetujui
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Hak Keuangan oan eoministratit
Pimpinan dan Anggota Dewan penvakirin natyit Daerah KaSupaten Rembing.

3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubemur Jawa Tengah untuk
mendapat pengesahan selambat-tambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelalh ditanda
tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalamrangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebalaimana mestinya.

...-t,-..

BUi'ATI REMBANG

Rembang, 17 Juli 2017

KABUPATEN

M. BISRI

WAKIL KETUA KABUPATEN

KETUA DPRD KABUPATEN

K5i'^\E r





DEWAN PERWAKITAN RAKTAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

fl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 69LL94 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ( IV )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
RAPERDA NON APBD TAHUN 2OI7

TERKAIT RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Hari
Tanggal

Waktu

Tempat

: Jum'at

: 21Juli20l7

: 09.00 WIB.

: Gedung DPRD Kabupaten Rembang

: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

: Terbuka

I. JENIS RAPAT

TI. SIFAT RAPAT

III. ACARA RAPAT

l. Pembukaan;

2.Laporan Panitia Khusus II atas hasil pembahasan Raperda tentang
Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas
Bumi;

3.Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan Raperda tentang Pembentukan
Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;

4. Persetujuan terhadap Raperda tentang Pembentukan perusahaan

Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;

5. Pendapat Akhir Bupati Atas Pembahasan Raperda tentang
Pembentukan Perusahaan Peffioan Daerah Bidang Minyak dan Gas
Bumi;

6. Penutup.



ry.

v.

PIMPINAN RAPAT

l. Nama : H.GUNAStrI,S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

SEKRETARIS RAPAT

I. Nama : RUSTIYANTO,S.H.
2. Jabatan : Kabag. Rapat Risalah dan Perundang - Undangan

Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

vt. JTIML;\H ,\NGGOTA

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. FraksiHarapan

Jumlah

ANGGOTA YANG HADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. FraksiDemokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. FraksiHarapan

Jumlah

ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

: l0 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

: 45 orang

: 7 orang

:7 orang

: 4 orang

: 7 orang

: 3 orang

: 4 orang

: 4 orang

: 36 orang

: 3 orang

: 1 orang

:2 orang

: I orang



5. Fraksi Gerindra :2 orang

6. Fraksi Karya Sejahtera : - orang

7. Fraksi Harapan : - orang

Jumlah : 9 orang

IX. .IAt,ANN\'"\ IIAPI\T
PIi\lPlNr\N R,.\P;\T : tl. GtiN.\SItl, S.E.

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu' alaikum Wn llb.

Yang terhormat
- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten

Rembang;

- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;

- Camat Se Kabupaten Rembang;

- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna perkenankan kami mengajak kepada

seluruh hadirin untuk mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT , atas

rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga dapat hadir

mengikuti Rapat Paripurna Keempat (IV) membahas Raperda Non APBD

Kabupaten Rembang. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah bersama Tim

Penyusun Raperda Pemerintah Kabupaten Rembang pada tanggal l0 Juli 2017,

rancangan Perda yang dibahas dalam rapat paripurna ini adalah Raperda



tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas

Bumi.

Rapat Dewan dan hadirin ydng berbahagia.

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten

Renrbang bahwa darijumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45

orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalarn rapat

paripurna iniadalah sebanyak 36 orang.

Adapun ketentuan kuorum dalam rapat paripurna ini sama dengan ketentuan

yang berlaku pada rapat paripurna sebelumya dalam membahas Raperda Non

APBD, yaitu "Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri

oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan

Peraturan Daerah ". Hal tersebut tertuang dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Dengan memperhatikan jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan

kuorum, maka rapat paripurna ini telah memenuhi syarat untuk keabsahannya.

Selanjutnya dengan mengucap "Bismillaahirrohmaanirrohiim" tepat

pukul 10.40 WIB, Rapat Paripurna Keempat ( IV ) membahas Raperda

Non APBD Kabupaten Rembang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk

umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapal Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Untuk mempersingkat walctu, akan saya bacakan susunan acara dalam

Rapat Paripurna pada hari ini adalah sebagai berikut :



L Pembukaan;

2. Laporan Panitia Khusus II atas hasil pembahasan Raperda tentang

Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas

Bumi;

3. Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan Raperda tentang Pembentukan

Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Cas Bumi;

4. Persetujuan terhadap Raperda tentang Pembentukan Perusahaan

Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;

5. Pendapat Akhir Bupati Atas Pembahasan Raperda tentang Pembentukan

Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;

6. Penutup.

)> Interupsi Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. ( Fraksi Karya Sejahtera )

" Assamualaikum wr. wb. Sebelum rapat ini dilanjutkan perkenankan saya
menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembentukan produk hukum
daerah, kita sebagai anggota DPRD ini sepakat bahwa kita ingin
menghasilkan sebuah produk hukum yang baik. produk hukum yang baik
seperti apa diantaranya adalah produk hukum yang sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang ada. Peraturan perundangan - undangan yang
ada kalau kita mengacu pada undang - undang nomer 12 Tahun 20ll
tentang pembentukan peraturan perundang- undangan secara makro
disebutkan ada beberapa ada beberapa produk hukum daerah, seperti halnya
permendagri itu ketika UU No l0 tidak masuk dalam perundang - undangan
tapi dalam UU Nomer l2 Tahun 20ll ini masukdalam peraturan perundang
- undangan sehingga banyak sekali perubahan - perubahan atau terobosan -
terobosan dalam UU Nomer 12 Tahun 2011, kemudian khusus tentang
produk hukum daerah itu juga ada undang - undang yang kita sepakati
bersama yaitu uU Nomer 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang mekanisme
tetapi juga masih makro sekali. Nah kemudian dari undang - undang
tersebut ada yang lebih spesifik lagi yang megatur tentang produk hukum
daerah Permendagri 80 Tahun 2015, nah dari permendagri 80 Tahun 2015
ini menurut saya dari tahapan yang kita lakukan dari mulai pertama hingga
saat ini ada satu tahapan yang belum dilalui sebagaimana spesifik diatur
dalam Permendagri 80 Tahun 2015 mulai pasal 87 sampai pasar 90, daram
pasal 87 disebutkan bahwa pembinaan dalam rancangan produk hukum



daerah bentuk peraturan yang ada di kabupaten dilakukan oleh Gubernur,
kemudian dalam pasal 88 ayat I disebutkan pembinaan yang dimaksud
dalam pasal 87 dilakukan fasilitasi terhadap raperda sebelum mendapat
persetujuan bersama, jadi harus ada fasilitasi sebelum mendapat persetujuan

bersama sementara fasilitasi sampai hari ini belum kita lakukan, kemarin
temen- temen Bapemperda melakukan konsultasi ke Biro Hukum Jawa

Tengah beliau bercerita bahwa agenda fasilitasi yang diadakan oleh
Gubernur tentang Raperda tentang Minyak dan Gas itu diagendakan besuk
kanris, nah bentuk dari fasilitasi itu bisa kita lihat dalam pasal 90 ayat 2
bahwa fasilitasi itu jelas sekali berupa surat dari Sekda Provinsi atas nama
Gubernur dan untuk ditindaklanjuti oleh kita sebagai pembuat priduk hukum
di daerah untuk dirnaksudkan dalam rangka penyempurnaan produk hukum
daerah itu, ini sangat jelas sekali harus kita lakukan sementar hari ini kita
belum melakukan itu, sehingga menurut saya masih ada yang kurang
sempurna. Harapannya kita dari eksekutif bisa menyegerakan tidak harus
hari kamis tapi hari senin dan penetapannya dalam paripurna hari selasa ,

gambarannya seperti itu, karena ini tahapan yang harus kita lalui tanpa
tahapan itu kita mejadi kurang sempurna produk hukum yang kita hasilkan
nanti. Jangan melihat bahwa judicial review yang dilakukan tahun kemarin
terkait eksekutif review yang menjadi kewenangan Gubernur kemudian di
uji materi perlu kita pahami tapi perlu diingat review tidak hanya dari
eksekutif ada juga review dari legislatif atau dari kita juga bisa melakukan
dan juga review dari yudikatis atau mahkamah agung ini juga harus kita
waspadai juga, makanya ketika permendagri 80 ini dalam pasal 90 ayat 3
disebutkan bahwa surat yang sebagaimana dimaksud dalam aayat
sebelumnya untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk
menyempurnakan rancangan produk hukum daerah berbentuk ketentuan atau
ketetapan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
Jadi review itu dilakukan tidaknya dilakukan oleh eksekutif saja atau diuji
materi atau dibatalkan oleh mahkamah konstitusi, sehingga kesimpulannya
bahwa saya hanya mengingatkan pada kita semua agar kita mempunyai
produk hukum yang bagus apalagi pruduk hukm ini adalah produk hukum
kaitanya dengan pembentukan sebuah perusahaan daerah yang didalamnya
ada penyertaan modal ini kalau tidak hati - hati bisa terjadi seperti di Jawa
Barat. Kita bisa browsing di Google di Jawa Barat sampai 2 tahun tidak
berjalan apa sebabnya, karena disana masih ada persoalan regulasi yang

belum selesai. Jangan sampai kita menyertakan modal untuk perusda ini
karena masalah regulasi belum kleer seperti di Jawa barat 2 tahun belum
berjalan, sehingga dalam forum ini saya mengingatkan pada temen - temen
sekalian kita harus membuat produk hukum sesuai norma - norrna yang ada,
rnenurut saya produk hukum ini lemah dan dipermasalahkan di kemudian
hari. Menurut saya sepefti itu pimpinan yang ingi saya sampaikan.
Wassalamualaikum Wr. Wb."



) H. Gunasih, S.E. ( Pimpinan rapat )

" Terima kasih Pak Joko dan saya minta ketegasannya bahwasannya usul
Pak Joko karena dianggap karena ada salah satu yang belum dipenuhi dalam
tahapan ini Pak Joko hanya mengingatkan temen - temen atau memang
katakanlah fasilitasi harus dilalui dulu sebelum raperda ini kita tetapkan atau
pernyataan Pak Joko hanya mengingatkan pada temen - temen, sehingga
interupsi Pak Joko itu jelas.

! Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. ( Fraksi Karya Sejahtera )

" Maksudnya gimana pak ???"
) H. Gunasih, S.E. ( Pimpinan rapat )

" Jadi Pak Joko menyampaikan panjang lebar tentang proses pembahasan itu
kan kurang ada I tahapan menurut pemendagri 80 yaitu fasilitasi dan dalam
kesimpulan pernyataannya saudara kan hanya sekedar mengingatkan temen
- temen. Nah maksud saya ini harus ada suatu ketegasan.,,

L Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. ( FraksiKarya Sejahtera )

" jadi gini Pimpinan dalam pembutan produk hukum itu kan paling tidak
mengacu pada 3 hal pertimbangan yaitu pertimbangan politis , yuridis dan
sosiologis jangan kita hanya mengandalkan dari sisi politis saja tapi dari sisi
yuridis malah kita tinggalkan, ini saya khawatirkan kan seperti itu sehingga
saya mengingatkan pada temen- temen agar kembali pada jalur yang ada
karena kita dalam rangka membuat produk hukum daerah dan bukan
membuat produk undang - undang yang lain tapi produk hukum daerah yang
namanya perda. Saya rasa seperti itu pimpinan. Terima Kasih. ..

) H. Gunasih, S.E. ( Pimpinan rapat )

" Kalau itu saya bisa menjelaskan laporan pansus kemarin, pansus II ke saya
sebenarnya surat dari pak Sekda untuk minta fasilitasi ke Gubernur terkait 5
raperda yang akan kita bahas itu sudah disampaikan pada tanggal I I juli
2017 ke Pak Gubernur tetapi waktu konsultasi ke sana yang hanya
ditindaklanjuti hanya 4 yang I ini memang diagendakan pada kamis besuk,
jadi sebenarnya pihak eksekutif sudah melakukan itu dan karena disana ada
lain dan suatu hal sehingga dijadwalkan pada hari kamis dan juga ini boleh
saya sampaikan dalam uu 12 tahun 20ll eee.. dalam pasal 75 ayat4 juga
menyebutkan bahwasannya tahapan- tahapan itu tidak secara tersirat muncul
kalimat fasilitasi, bahkan di ayat 4 itu saya bacakan ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi itu
diatur dalam peraturan Provinsijadi tata tertib DPRD provinsi, dilam UU 23
juga sama sehingga dalam tatib itu tidak menyebutkan apa itu namanya
fasilitasi tapi dalam Permendagri 80 itu memang menyebutkan ada fasilitasi
itu memang lebih baik sehingga itu tidak bertentangan sehingga dilakukan
fasilitasi sebelum persetu.iuan DPRD saya anggap lebuh baik tipi kalau ini



belum, menurut uu 12 dan uu 23 tidak adahal yang sarah toh hari kamis
kita melakukan fasilitasi di Gubernur. Saya kira seperti itu. Monggo pak
Henry ada pendapat ???"

) Sdr. Henry Purwoko. S.Pd. ( Fraksi Ppp )
" Terima Kasih Pimpinan. Jadi pak Joko ini kan sifatnya hanya
mengingatkan bukan suatu penentangan dan kita terima kasih sudah
diingatkan. Jadi kalau kita pahami tentang pennendagri g0 Tahun 2015 itu
kenapa harus ada fasilitasi agar produk hukum yang dibuat itu baik, bagi
saya ini merupakan range yang harus dilalui dan agar pemda ini dalain
berkonsultasi dalam berkonsultasi produk hukum ini tidak ada undang -undang yang dilanggar. Dan seandainya ini kita tetapkan menjadi perdafoh
akan dievaluasi oleh Gubernur, saya kira tidak masalatr litca hari ini
ditetapkan, seandainya nanti didaramnya saya kira beliau -- beliau yang
diatas dari Gubernur pasti akan mengkaji substansinya pak tidak trus
letterlux tahapan itu tidak, subsatansi ini daiam perda ini udu p.rutrrun yung
dilanggar nggak. Nah disitu seandainya nanti ada pasti ada evaluasi dari
Gubernur kalau tidak pasti jawaban Gubemur pasti tegas sudah tidak ada
masalah. Jadi menurut saya ini jalan saja toh ietelah Ini ditetapkan akan
diajukan ke Gubernur dan di evaluasi kembali itu kan sama iaja nanti.
Terima kasih. "

) Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. ( FraksiKarya Sejahtera )
" Terima kasih. Yang pertama uu Il rahun 2011 ataupun LJU 23 Tahun
2014 itu tidak spesifik mengatur pembentukan produk hukum daerah tetapiuu I I Tahun 20r 1 itu mengatur produk perundang - undangan mulai
undang . undang sampai perdes, sehingga tid;k spesifik terkait
pembentukan produk hukum daerah mulai perda provinsi dan perkada
provinsi kemudian keputusan cubernur, keputusan DPRD provinsi maupun
DPRD itu komplit di Permendagri g0 tahun 2015 sehingga tidak mungkin
g?...upu itu namanya undang - undang itu mengatur secaia detail sehiigga
diatur dalam peraturan mentri yang lebih detail, kemudian yang kedua tata
pembuatan peraturan perundang undangan kita, tadi- pimpinan
menyebutkan Tatib kenapa Tatib tidak ada din tidak dimasukan karena
sudah ada dalam Permendagri 80 tahun 2015 kalau permendagri g0 tahun
2015 diakomodir dalam semua Tatib maka Tatib kita akan tebal sekali
Pimpinan sehingga tidak mungkin sehingga kita mempertimbangkan dalam
membuat konsideran itu selalu melihat diatasnya semua dan tidak mungkin
sama karena yang diats itu mengatur secara makro kemudian daalam
peraturan mentri itu lebih spesifik lagi. Kemudian perlu saya ingatkan juga
bahwa tahapan dalam membuat perda pembentukan pr iniiiauk'ada istilah
evaluasi. Istilah evaluasi itu hanya mengatur berkenaan kalau kita mengacu
dalam pasal 9l itu hanya RPJMD, kemudian RpJpD, APBD pajak daJrah,
retribusi daerah dan tata ruang daer.ah itu evaluasi. Evaluasi beda dengan
fasilitasi, kalau evaluasi memang kita lakukan setelah melakukan penetapan,



tetapi kalau fasilitasi sebelum melakukan penetapan sudah ada fasilitasi dan
sudah ada tindaklanjut hasil dari fasilitasi dari Sekda provinsi atas nama
Gubernur Jawa Tengah karena kita di Rembang sehingga prosesnya,
sekarang saya tanya begini ini nuwun sewu temen - temen eksekutif ini kan
melakukan fasilitasi besuk kamis sementara kita menetapkan hari ini
padahal hasil fasilitasi itu kan sebagai penyempurnaan perda dan ini bukan
andai -andai saya ini regulasi, hasil fasilitasi sebagai bahan penyempurnaan
draft yang kita miliki ini. Nah setelah kita sempurnakan dan ditindaklanjuti
dari hasil fasilitasi itu baru penetapan dan tidak ada ruang lagi untuk
melakukan penetapan atau tidak ada ruang untuk tindaklanjut dari fasilitasi
itu, ruangnya ya hanya sebelunr kita melakukan penetapan pimpinan,
sehingga jika hari ini penetapan dan fasilitasi besuk kamis lhaa fasilitasinya
buat apa sehingga tidak bisa untuk menyempurnakan perda yang kita ajukan
ke Provinsi Pimpinan , sehingga dengan demikian saya hanya mengingatkan
pada temen - temen sekalian regulasi yang sudah ini kita tabrak dalam
rangka penyempumaan produk hukum yang kita buat. Saya kira seperti
Pimpinan terima kasih."

) H. Gunasih, S.E. ( Pimpinan rapat )
" Monggo pak Yudi"

F H. Yudianto, S.H.( Fraksi Gerindra )
o' Terima kasih Pimpinan. Jadi kamijelaskan bahwa substansi dari fasilitasi
kan hanya pembinaan dari yang lebih atas yaitu Biro Hukum provinsi.
Ketika kemarin Bapemperda dan temen - temen pansus II ke Biro Hukum
Provinsi dikatakan bahwa ada penjadwalan hari kamis setelah penetapan
hari ini.oleh Pak Bekti selaku Sekda Rembang yang bertanggungjawab atas
perda ini kemudian beliau secepatnya menginformasikan pada waktu rapat
Bapemperda dan Pansus II kemarin . Dikatakan pak Sekda ada permintaan
khusus bahwa fasilitasi diundur setelah pengesahan. Jadi saya kira ini tidak
berkonsekuensi pada pembatalan hukum tidak, ini bersifat hanya pembinaan
saja. Menurut hemat saya okelah kita sudah diingatkan oleh pak Joko dalam
rangka menuju produk hukum daerah yang baik tetapi ketika ini dilewati
konsekkuensinya tidak akan membatalkan produk perda ini pak. saya kira
itu pak Terima Kasih."

i H. Gunasih, S.E. ( Pimpinan rapat )
" Ini pada intinya rapat paripurna ini bisa dilanjutkan untuk pengesahanya
yaa??? "

F Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. ( Fraksi Karya Sejahtera )
" Saya hanya ingin menyampaikan apa yang diutarakan oleh pak yudi tadi.
Fasilitasi bukan formalitas ini jelas dalam pemendagri 80 pasal 90 ayat 3
ini saya bacakan saja " surat sebagaimana yang dimaksud pada ayat I
maksudnya surat fasilitasi ditindaklanjuti oleh penrerintah Daerah untuk



pemyempumaan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan
sebelum ditetapkan guna menghindari pembatalan artinya apa itu tidak
hanya formalitas tapi ditindaklanjuti dan kapan ya ruangnya sebelum
paripurna penetapan danjika setelah penetapanjelas itu melanggar pasal 88
ayat I tadi. Gitu loh Pak itu jelas disebutkan bahwa fasilitasi itu sebelum
penetapan. Jadi tidak hanya formalitas saudara - saudara sekalian karena
regulasinya itu seperti itu. Terima kasih Pimpinan.

H. Gunasih, S.E. ( Pimpinan rapat )
" Maaf Pak Asnawi Pak Gatot dulu. silahkan Pak Gatot...."

> Sdr. Gatot Paeran, S.H., M.Si. ( Fraksi Karya Sejahtera )

" Terima kasih. Langsung saja begini kalau saya memahami fasilitasi itu
untuk penyempurnaan bisa kita lakukan setelah kita tetapkan, jadi menurut
saya ketika ini sudah ditetapkan nanti bisa difasilitasi untuk memenuhi
unsur - unsur yang kurang misalnya penyempurnaan kalimat yang kurang
atau bagaimana itu bisa dilakukan setelah ditetapkan. Terima kasih. "

) H. Gunasih, S.E. ( Pimpinan rapat )
" Silahkan Pak Asnawi..."

) Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pd.I. ( FraksipKB )

" Terima kasih Pimpinan. Ini sekedar pertimbangan pendapat memang di
Indonesia memang terbiasa seperti ini satu masalah pengaturannya banyak.
Banyak yang ikut- ikut mau mengatur dengan mentri yang berbeda - beda.
Nah sebagimana yang disampaikan oleh pak Joko tentang produk hukum
mengacu ee... Permendagri 80 thun 2015 perihal tata berurutan termasuk
didalamnya ada fasililitasi memang idearnya seperti itu. Tata berurutannya
fasilitasi dilaksanakan sehingga draft ini bisa sempurna namun bukan berarti
kami mencermati dan melihat akan produk yang akan kita tetapkan dan
sudah kita bahas ini cacat hukum karena hanya persoalan fasilitaii bukan.
Alasannya disitu fasilitasi tidak diatur secara Iimitatif soal waktu pak Gun.
Tidak diatur pasti artinya tidak harus sebelumnya artinya kan sesudahnya
juga bisa kan penyempurnaan sifatnya itu yang kesatu. yang kedua tidak aia
larangan artinya ini harus dilaksanakan sebelum kalau tida[ batal, nah tidak
larangan secara solid seperti itu berarti boleh. Terima kasih. ,,

F H. Gunasih, S.E. ( Pimpinan rapat )

" Terima kasih Pak Asnawi dan pak Gatot. Ini juga kalimat pertama dalam
Permendagri 80 adalah untuk menghindari kesalahan bukan persolan sah dan
tidaknya sebelum difasilitasi dan sesudah difasilitasi pengesahannya tetapi
kalimat pertamanya untuk menghindari kesalahan laai pirda itu disahkan
tidak direvisi lagi. Jadi substansinya permendagri g0 id tatananya bukan



masalah sah atau tidaknya. Seandainya fasilitasi dilakukan setelahpun ini
tidak menjadikan tidak sah tapi tetep sah atau cacat, biarpun mungkin isinya
ada kesalahanpun mungkin dikemudian hari bisa direvisi ulang sehingga
saya kira dan usulan 

lemen - temen yang banyak untuk pengesahin peraffii
tetep pada paripurna hari ini.

) Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. ( Fraksi Karya Sejahtera )

" Maaf Pimpinan jadi sirahkan jika mau ditetapkan saya ingin
menyampaikan jika tidak waktunya itu salah didalam permendagri g0 itu
diatur bahwa fasilitasi itu diberi waktu sampai l5 hari gitu pak Asnawi. Juga
salah jika hal itu ketetapan sebelum atau sesudah seperti yang saya sebutkan
bolak balik tadi ya... pasal gg ayat I itu jelas bahwa fasilitasi itu
dilaksanakan sebelum penetapan perda, jelas sekali pasal ini. Kalau saudara

saudara mau menabrak ya silahkan saja yang jelas saya ingin
menyampaikan apa adanya dan normatif karena saya adalah bagian dari
pembuat produk ini kalau gak normatif saya juga salah. Jadijangan diartikan
yang lain . Kalau DPRD saja sudah tidak taat dengan peraturan perundang -
undangan lha rakyatnya seperti apa, ini peraturan perundang - undangan
lhooo. Saya hanya mengingatkan seperti itu saja monggo kalau panjengan
mau mau maksa ya silahkan.,,

D H. Gunasih, S.E. ( pimpinan rapat )
o' Ya terima kasih eee... pak Joko atas usul, saran dan mengingatkannya
tetapi ini tinggal waktu saja. Menurut pak Sekda tahapurryi juga sudatr
dilalui tanggal ll Juli itu sudah meminta fasilitasi ke Gubernur 5 raperda
tetapi yang satu ini memang diberi waktu hari kamis besuk ini sehingga
bukan berarti kita bermaksud tahapan itu tahapan sudah dilakukan.

P Sdr. Muhammad Asnawi, S.pd.I. ( Fraksi pKB )
" Pimpinan apakah ada larangan jika fasilitasi daram rangka penyempurnaan
draft itu dilaksanakan setelah penetapan ???,'

F H. Gunasih, S.E. ( pimpinan rapat )

" Tidak ada Pak Asnawi ,,

) Sdr. Muhammad Asnawi, S.pd.I. ( Fraksi pKB )

^ 
N1h waktu juga sebagiman diatur permendagri itu 15

fasilitasi dilakukan besuk hari kamis berarti tidak masalah
Terima kasih. "

hari kan, ketika
kan 15 harijuga.



) Sdr. Henry Purwoko, S.Pd. ( FraksiPPP )

" Saya kira ini perbedaan pendapat ya, kalau kita menafsiri permendagri g0
ini merupakan pembinaan, kalau kita bicara soal hukum ini juga janggal kok
Permendagri membina perda coba baca tata urutan perundang - undangan
maka jangan dikatakanlah kita tidak taat hukum maaf pak Joko, jangan terus
menjutifikasi Dprd. Ini tidak ada yang dilanggar kalau lihat perda liat
undang - undang diatasnya ada yang dialnggar gak. Kalau kita lihat judicial
review di MK itu penjaga gawangya konstitusi yang dijaga apa? Apa ada
undang - undang yang menabrak UUD 1945 itu jauh Permendagri
ditabarakkan ke perda samapai ke MK. Jadi kita Pansus II kita sudah
membicarakan ini berdiskusi soal ini. Ini memang tahapan hanya untuk
preventif saja agar peraturan yang dibuat Dprd ini sesuai dengan peraturan
perundang - undangan yang berlaku dan tidak menabrak peraturan yang
diatasnya. Rohnya Pennendagri 80 itu jadi tolong dipahami, saya juga bisa
mengkoreksi mekarrisrnenya kalau mengkoreksi raperda ini tolong jangan
mekanismenya lah tolong koreksi substansinya ini ada yang dilanggar gak.
ini ada muatan politis gak saya kira raperda ini sudah bebas dari muatan
apapun dan normatif. Tidak ada undang - undang yang dialnggar diatasnya.
Jadi sebagai finalisasi biarkan di Provinsi toh pak Sekda juga berkonsultasi
ke Biro Hukum walaupun secara informal. Kita lanjut saja nanti kalau
Bapemperda menganggap perda ini cacat hukum pasti akan dibatalkan oleh
Provinsi. Terima kasih."

) Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. ( Fraksi Karya Sejahtera )

" Ini gini Pak Gun ini kan kita diskusi secara ilmiah, pembataran prduk
hukum ini tidak dari sisi politisnya saja tapi sisi yuridisnya juga siapa
bialang Permendagri ini tidak termasuk tata perundang - undangan ini
termasuk bapak- bapak sekalian . Kita ini pejabat daerah sekarang bukan
seperti yang dulu dalam Undang- undang 23 tahun 2014, sebagian yang kita
lakukan mengacu pada peraturan mentri dalam negri. Nah kemudian
permendagri seperti ini kita abaikan sebuah kewajiban pak melaksanakan
fasilitasi sebelum penetapan perda itu diatur secara detail, kemudian
ditindaklanjuti dan waktu l5 hari itu diatur secara detail pak. Itu harus kita
taati bersama, jangan terbolak- balik ini temen temen banyak yang confiuse
antara fasilitasi dan evaluasi, kalau evaluasi ya jelas setelah penetapan lha
fasilitasi juga jelas dalam permendagri ini yaitu sebelum penetapan. Saya
kira seperti itu Pimpinan."

F H. Gunasih, S.E. ( Pimpinan rapat )

" Ini gini aja saya tawarkan saja pada temen - temen dan pak Joko dari awal
sudah mengingatkan dan kita sudah tahu dari Bapemperda, dan di Banmus
juga sudah terjadwal semua dan Pak Sekda juga sudah menyurati untuk
fasilitasi tapi memang pelaksanaanya saja yang Migas belum yang 4 sudah



sehingga tidak ada niatan untuk melanggar dan menurut undang - undang l2
dan undang - undang 23 kita tidak menyalahi itu sehingga apapun usur dari
Pak Joko tetep kita terima karena toh hari kamis akan difasilitasi. Ini saya
tawarkan pada temen - temen semua apakah rapat paripurna raperda Migas
ini bisa dilanjutkan???"

Semua anggota DPRD yang hadir menjawab
" Lanjutttttt.......... pimpinan "

Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. ( Fraksi Karya Sejahtera )
" Sebentar Pimpinan menurut saya karena tahapan perda ini tidak clear
sesuai Pemendagri 80 tahun 2015 , ini tahapan belum terpenuhi ini saya
minta untuk dimasukan dalarr risalah paripurna bahwa H. Joko Suprihadi,
S.H. dari PKS tidak sepakat jika rapat paripuran ini dilanjutkan ranpa
fasilitasi ke cubernur dan karena saya tidak sepakat maka ijinkan pimpinan
pada forum ini saya akan walk out pimpinan. Terima kasih.
Wasalamualaikum Wr. Wb .,

) Sdr. Muhammad Bahaud Durror, S.pl.( Fraksi pDIp Nasdem )
" Interupsi Pimpinan....! ! ! !,,

F H. Gunasih, S.E. ( pimpinan rapat )
" Maaf Pak Durror dengan tidak mengurangi rasa hormat perdebatan ini
tidak usah dilanjutkan toh semua urggotu su-<tah sepakat jid paripurna ini
untuk dilanjut, jadi jika anda mau menggunakan hak anda untut< walk out
saya persilahkan."

) Sdr. Muhammad Bahaud Durror, S.pl.( Fraksi pDIp Nasdem )
" okelah Pimpinan saya mungkin akan bersikap sama dengan pak Joko saya
minta ditulis di risalah bahwa saya Muhammad Bahaud Dirror, S.pl dari
Nasdem akan Walk Out. Terima kasih.,,

Rapal Detuan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Laporan panitia Khusus II atas

Hasil Pembahasan Raperda tentang pembentukan perusahaan perseroan

Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Kepada Ketua Pansus II, dipersirahkan untuk menyampaikan Iaporannya.



:=:= LAPORAN PANSU.S [f ----

Y ( Laporan Panitia Khusus II atas Hasil Pembahasan Raperda tentang

Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas

Bumi terlampir )

Terimakasih Saudara Muhammad. Asnawi, S.Pd.L atas penyampaiannya.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi-Fraksi Atas Hasil

Penrbahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah

Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Agar dalam penyampaiannya berjalan tertib, kami persilahkan kepada juru

bicara masing-masing Fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu.

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Zaimul Umam NS

2. Fraksi Demokrat : Sdr.lmro'atus Sholichah,S.E.,M.H.

. 3. Fraksi PartaiKebangkitan Bangsa : Sdr.Ilyas

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdr. Nanik Sri Sundari

5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr.Puji Santoso, S.p., M.H.

6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr.Gatot paeran, S.H., M.Si.

7. Fraksi Harapan : Sdr.Nur Jannah

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya.

---PE NYAM PAI A N PE NDAPAT F RA KS I- FRA KS I =---



Pendapat Fraksi

No Nama Raperda
S/TS/A

FPPP FD FPKB FPDIP.N FPG FKS FH

I Raperda tentang Pembentukan

Perusahaan Perseroan Daerah

Bidang Minyak dan Gas Bumi

S S S S S S S

KETERANGAN:

S - SETUJU TS - TIDAK SETUJU A: ABSTAIN

Terinra kasih kepada.iuru [ricara n]asing-nlasing Fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita lanjutkan dengan acara keempat , yaitu persetujuan

terhadap Raperda Raperda tentang Pembentukan Perusahaan perseroan Daerah

Bidang Minyak dan Gas Bumi. Dengan memperhatikan pendapat dari masing-
masing fraksi sebenarnya sudah dapat disimpurkan apakah Raperda dapat

disetujui menjadi Perda, ataukah ditorak, atau mungkin disetujui dengan

beberapa catatan.

oleh karena dalam keabsahannya perru persetujuan dari anggota DPRD
Kabupaten Rembang, maka saya tawarkan kepada sudara_saudara :

" Apakah Raperda tentang pembentukan perusahaan perseroan Daerah Bidang
Minyak dan Gas Bumi yang dilaporkan oleh pansus II dapat disetujui ?"

:__:=:::SE T U J U U U U U =__-__=:
( Dengan suara bulat semua anggota DpRD yang hadir menyetujui )

( Ketuk palu I kati )



Rapal Dewan dan Hadirin yang terhormat.

Kita ikuti acara yang terakhir, yaitu : ,. Pendapat Akhir Bupati atas

pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah

Bidang Minyak dan Gas Bumi".

Kepada Bupati Rernbang Sdr. H. Abdul Hafidz, S.Pdi. dipersilahkan.

_PEND,4PAT AKHIR BUPATI ATAS RAPERDA _

r Assuluamu' alaikumWr. Wh

Salarn Sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati

- Pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

- Bapak Sekda Kabupaten Rembang

- Kawan - kawan dari Eksekutif

- Para kawan - kawan dari LSM dan Wartawan

Pertama saya ucapkan terima kasih kepada segenap anggota DpRD yang

melalui Pansusnya dan pembahasan di fraksi dan pendapat akhir fraksi

telah menyetujui raperda kami ajukan, ini karena merupakan tekad kita

bersama untuk menrajukan Rembang melalui pengelolaan potensi -
potensi yang ada di Kabupaten Rembang ini, oleh karena itu saya ucapkan

terima kasih dan saya akan rnenindaklanjuti apa yang menjadi saran,

masukan dari semua fraksi tadi ternlasuk di dalamnya dalah dan yang

paling pokok adalah Direktur Utama pr. Migas ini. Saya kira seperri itu.

Terima kasih.

Wassalaamu' alaikum ltr. llb.



Terima kasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Devtan dan hadirin yang terhormat.

Tanpa terasa acara demi acara telah kita laksanakan. Dengan

disampaikannya pendapat akhir bupati atas Raperda maka selesai sudah acara

rapat paripurna ini.

Kiranya tidak bijaksana apabila saya terlalu berpanjang kata, dengan

mengucap "Alhamdulillahirohbil'alamin " tepat pukul I l. 50 WIB Rapat

Paripurna DPRD hari irri saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Sekian.

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.

Wassalaamu' ulaikum l{r. Wh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

IL KETUA" KABAG. RAPAT RISALAH
RUNDANG _

';7' UNDANCAN,
. L-- -*:\-4

'ffi
Pembina Tingkat I

NrP. 19601216 1990t I I 001
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LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA ( IV ) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

LAMPIRAN VI

: Daftar Hadir Pirnpinan dan Anggota DPRD, Forum
Koordinasi Pirnpinan Daerah , SKPD dan Camat Se
Kabupaten Rembang;

Laporan Panitia Khusus II atas Hasil Pembahasan

Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan

Daerah Bidang Minvak Gas dan Burrri;

Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan

Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan

Daerah Bidang Minyak Gas dan Bumi;

Pendapat Akhir Bupati terhadap Hasil pembahasan

Raperda tentang Pembentukan Perusahaan perseroan

Daerah Bidang Minyak Gas dan Bumi;

Kep-utusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
.. t9..... Tahun 2017 tentang persetujuan penetapan

Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan

Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak Gas
dan Bumi;

Berita Acara Nomor : 9001.!2?.7...1 2017, Nomor :

9001.....1F..:..1 2Ol6 tenrang Persetujuan Bersama
Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang
tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pernbentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang
Minyak Gas dan Bumi;



DAFTAR HADTR
RAPAT PARIPURNA ( IV) DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAIIUN 2OI7 TENTANG RAPERDA
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

HARI/TANGGAL : JLrM'AT,a IJULI 2017

PUKUL :09.fi1 WIB



Ff,AKST PDI PERJUANGAN NASI'EM

KT]RNIAWAN. S.E, M.M.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

AYTJ ARDIYAH MAYASARI

FRAXSI KARYA SEIAHTERA

GATOT PAERAN. S.H. M.Si.

FRAKSI HARAPAN

ARAMITA PRAPANCA A.N.R" S.Pd.

lGterangan :

I l:ljin
2 S : Sakit

3 C:Cut
,l DL : Dk!.! [lJ.t



OAFTAR HADIR FORKOIIPINDA

RAPAT PARIPITRNA ( M DPND KASUPATEN NEMBANG
TENXATT RAPERDA NON APBD KABI]PATEN REMBANG TAHI'N Z}T7 ITNTANG RAPERDA

PEMBENTUKAN PERUSAEAAN PERTIEROAN DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BI'MI

HARYTANGIGAL : JUi{'AT,A' J JLI 2OI7

PUKUL : 09.00 WIB

IrlO NAMA JABATA}I TA}IDA TA}IGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

BAYU ANDRIYANTO.S.E.

Bupati Rembang

Wakil Bupati Rembang

Kejaksaan Negeri
Rembang

Pengadilan Neged
Rombang

Dandim 0720 Rembang

Kopoflshn Resort
Rembang

Pengadilan A0ama Kab.
Rembang

Seksrtaris Daerah

,,l*..

3.....

4........

5.....

7..

DTs. SUBAKTI

,.,.}X.;

ti{@
rEl

); t
I(

)C,
(tsm6, t

NIP. 1962081 198803 I 0l I



RAPAT PARIPURNA ( IV) DPRD KABUPATEN REIBANG
RAPERDA NON APBD KABUPATEN REITBANG TAHUN 20.17 TENTANG RAFERDA PETIBENTUKAN

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK DAN GAS BUTI '

HARITTANGGAL : JUIII'AT, l.l JULI 20i7
PUKUL : O9.OO WIB

STAF AHLI BUPATI

STAF AHLI BUPATI

STAF AHLI BUPATI

STAF AHLI BUPATI

fbNvD0q

t/A R ul, al rl

-*-.-



Do,-'Atp.^trratm

DINAS ARSIP & PERPUSTAI(MN

Sri {usiyarfl

BANK JATENG CAB. REMBANG

PT.RBSJ AchrJ 4b,'J;n

PERHUTANI KPH KEBONHARJO

KANTOR POS DAN GIRO

BPN KAB. REMBANG

UP3AD (ASET DAERAH )



SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG

STIE. YPPI REMBANG

DPC PARTAI DEMOKRAT

DPD PARTAI GOLKAR

DPC PARTAI HANUM



198803 I 0l I



DAFTAR HADIR CAIIAT
RAPAT PARIPI'RNA ( TD DPRD KABI.JPATEN REMBANG

TERKAIT RAPERDA NON APBD KABIJPATEN REMBANG TAHUN 2017 TENTANG
RAPERDA PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK DAN

IIARI/TANGGAL : JUM,AT,tT JULI 2OI7

PUKUL : 09.00 WIB

NO JABATAN NAMA TANDA TANGAN

I CAMAT REMBANG *.(.e... ,_b n
CAMAT KALIORI nu ;,+

l CAMAT SUMBER fu.n1.*t.t.. . ,ff
4 CAMAT SULANG 5l4l**t lk J*-t 4

5 CAMAT BULU ,4
6 CAMAT PAMOTAN llEU.Yol+ : 6

7 CAMAT GUNEM
t

7

8 CAMAT SALE E)i
9 CAMAT LASEM Lffir '/D' t
t0 CAMAT PANCUR )A^,HA/T^ ,v]
u CAMAT SEDAN /*4luo ,2-1ffi*'
l2 CAMAT SLUKE

l2

l3 CAMAT KRAGAN t3

t4 CAMAT SARANG Eq r@eh "W
d2 se5gsi;

[: {". n' '...
,i/
E !,.'-rr:i^ Iat,qp{,l'
\s.c ir' },/tcrt

. 19620t04 t98803 I 0l r



LAPORAN
PANITIA KHUSUS lIDPRO KABUPATEN REMBANG

MEMBAHASA RAPERDA TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAEMH
BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

A. Dasar:
Panitia Khusus il DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan meraksanakan

tugas berdasarkan pada :

'1. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 sebagairrana
beberapa kali diubah terkhir dengan peraturan DpRD Nomor 0i rahun 2016
tentang Perubahan kedua atas peraturan DpRD Nomor 01 Tahun 2014
tentang Tata Tertib DpRD Kabupten Rembang

2. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 20.17 tentang
Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan panitia Khusus r, dan il DPRD
Kabupaten Rembang, dengan susunan Keanggotaan panitia Khusus l, Tugas
dan Masa Tugas sebagai berikut:

1. Susunan Keanggotaan panitia Khusus ll D'RD Kabupaten Rembang:

7). lmro'atus Sholichah, S. E., M. H. : Anggota
8). Hj. Hikmah Pumamawati

9). EdiKartono, S. pd., M. H.

10).llyas

11). Drs. H. Muh. Subawoto

12). Widodo

f 3). Donny Kumiawan, S. E, M. M. : Anggota

1). Sugiharto

2). M. Asnawi, S.pd.t

3). Henry Punrvoko, S. pd.

4). Nur Hasyim

5). Sulistyo Weti Ariani

6J.Zaamul Umam NS

14). M. Bahaud Duror S.pt

15). Ali lrcham, S. T.

16). H. Yudianto, S. H.

17). Puji Santoso, S.p., M. H.

18). Gatot Paeran, S. H.

19). CaturWnanto, S. H.

20). Nur Jannah

21). Sahningsih, S. E.

: Ketua Pansus ll

: Wakil Ketua pansus ll

:Anggota

, :Anggota

:Anggota

: Aflggota

: Anggota

:Anggota

: Anggota

:Anggota

:Anggota

:Anggota

: Anggota

: Anggota

:Anggota

:Anggota

: Anggota

:Anggota

:Anggota



Tugas :

panitia Khusus ll bertugas membahas Rancangan peratufan
Daer'ah Kabupaten Rernbang tentang : pernbentukan perusahaa+
Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Masa Tugas:

. Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah
OPRD Uatwa paaitia Khusus ll. melaksanakan tugasoya pada baggal 12
Juli s/d 20 Juli 2017 dan hasil kerjanya disampaikan pada Rapat paripuma
DPRD tanggal 21 Juti2017.

B. Pelaksanaan pembahasan.

Sesuai kesepakatan panitia Khusus , dan jadwar Badan Musyawarah
DPRD, bahwa mekanisme pembahasannya adalah sebagai berikut :1. Pafllth Khusus lt mengadakan rapat dengran OpD terkait pada tanggsl. 12, 1&

dan dilanjutkan tanggal 20 Juti2017.
2' Panitia Khusus r mengadakan rapat dengan Bapemperda pada tanggar 20 Juri

2017.

Hasil Pembahasan :

Setelah dilakukan pembahasan antara panitia Khusus ll DpRD Kab.
Rembang dengan OpD terkait terhadap draft Raperda tentang p"rO"1trt"n
Perusahaan perseroan Daerah Bidang M"inyak da+r Gas Burni nnka dapat
disampaikan hasil pembahasannya sebagai berikut :

'l' Pada ketentuan mengingatrerdapat konsideran yang sama yaitu pada nomor
3 dan nomor4 sehingga dipakai salah satu sebagai konsideran.

2. Pada Bab I ketentuan umum pasal 1 poin 4 diubah dan berbunyi :4. Dewan perwakitan Rakyat paergh yang selanjutnya disingkat DpRDadarah Dewan penivakiran Rakyat Daeiah kaoupaien itemuani. 
-- -' "

3. Pada ketentuan umum pasal f ditambah satu poin angka 
'Zyangber.unyi:l2 Dividen adarah bagian raba atau pendapatan perusahaan yang besamyaditetapkan oreh direksi serta disahkan oien rapat pemegani sa-h., ,iiiLdibagikan kepada para pemegang saham.

4. Bab ll diubah sehingga berbunyi:

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pendirian Perseroan dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan sumber
daya alam di kabupaten Rembang untuk mEningkatran pereronomian
daerah.

2.

3.

C.



(2) Pendirian Perseroan bertujuan untuk :

a. Meningkatkan pendapatan Asli Daerah;
b. Menciplakan tapangan pekeriaan:

Bab ll pada drafi diubah menjadi bab ilr dan Bab seterusnya menyesuaikan.

Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perseroan dengan nama pr.
Rembang Migas Energi.

(2) Pemerintah Daerah merupakan sarah satu pendrri perseroan dan meniadipemegang saham mayoritas persbroan sebanyak 99,9%.

(3) lelegang saham Perseroan rainnya adarah Koperasi pamekar sebanyak
0,10/o.

(4) Petaksanaan pendirlan perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

7. Pada pasal 4 ditambah satu ayat yano berbunvi :

Ayat (3) : Daram rang-ka pLhisani"an ,saha hirir sebagaimana dimaksudpada ayat (2) perseroan dapat melakukan ["Oaiara d".;;,
pihak ketiga.

L Bab Vdiubah sehingga berbunyi :

BAB V

MODAL, SAHAM DAN DIVIDEN

9. Pasal.S.ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Ayat (1) : Modal Dasar pers6-roan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tisa milvarRupiah) yan_s 
lerbasi gtas 3ooo ttiba riuul L-mOars-ai#ilil.

nirai nominar Rp f.000.oo0,oo isitu rrra i6ilt;;; ;;;il,
saham.

10. Bab Vditambah satu pasal yang berbunyi yaitu pasal 9 yang berbunyi:
Pasal 9

Perseroan wajib menyetor deviden sebesar 60% dari keuntungan perusahaan
dan diseior dalam bentuk pAD.

'1 1 . Pasal 10 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 10

(1) Modal lrlgtgr sebagaimana dimaksud daram pasar 5 ayat (3)diarokasikan
dalam APBD Tahun Anggara n 2017 .

(2) P.enambahan penyertaan modar untuk pemenuhan modar dasar
dialokasikan dalam APBD pada tahun anircraran 2018 sebesar- Rp..
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

12. Pada pasal 14 ayat (3) ditambah satu poin huruf h yang berbunyi:
h. mempunyai pengalaman di perusahaan bidang energi sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun.

5.

6.



Penutup.

'r Demikian Laooran Panitia Khusus ll DPRD Kabupaten Rembang dalam
\

memb-ahas Raperda tentang Pemb€ntukan Perusahaan Persercan Daerah

Bidang Minyak dan Gas Bumi dengan segala perubahannya sebagaimana drafr

Raperda terlampir.

Yang sslaniutnya se0agai bahan pertimbangan mujuar DPRD pada

Rapat Paripurna DPRD tanggal 21 Juli 2017

Rembang, 20 Juli 2017

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA

SUGIHARTO

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda

NrP. 19620E04 198803 I 01 1





PEMERINTAH KABU PATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Dlponegoro lto. 88 Telp (02981 G91194 (ode pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AH!R

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMEANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP RAPERDA

TENTANG PEMBENTUIGN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERA}I BIDANG

MINYAK DAN GAS BUMI

KAEUPATEN REMBANG TAHUN 2017

fum'at , ZL lull 2O1-Z

Dlbacakan oleh : ZAIMUL UMAM, NS

Asso lo m u a,loikum Wo roh motu ohi woborokot uh....

Selomot pogi, don Solom sejohtero bogl ktto semuo ....

Bismillah", Alhamduriilah.., Asshoratu wassaramu'araa RosuriIah.., wa,ara arihi
wasohbihi wamawwarah.., Laa haura waraa quwwata iila bi[ah..., Amma ba,dah..

Yong koml

=>

hormotl :

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DpRD Kabupaten Rembang.

Sdr. Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.

sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli. Asisten Sekretaris Daerah, Kepala

Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan

para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.



=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf.

=> sdr' Pimpinan organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan+ekan wartawan,
dan semua hadirin yang kami hormati.

seberum kami ranjutkan penyampaian pendapat ahir ini, terrebih dahuru marirahkita ' seraru memanjatkan puji dan syukur kehadrirat ALLAH Swr, atas segara limpahanRohmat' Nikmat' Taufik dan HidayahNyA, yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampaisaat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat paripurna DpRD ini , daramkeadaan sehat Wal afiat, tidak kurang suatu apapun .

Shorawat dan saram, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita ,MUHAMMAD SAW, dan para shahabat, serta seluruh keluarganya.

sdr' Bupoti dan wakir Bupati, sefto segenop sidang Dewon yang komi Hormoti,.,,
*eflgaweli penyampaian pendapat Ahir Fraksi partai persatuan pembangunan 

,terhadap Raperda ' Tentang pembentukan perusahaan perseroan oaarar, eiarngMinyak dan Gas Bumi tahun 2017, yang ;eru;';an tindak ranjut atas jawaban danpenjerasan sdr' Bupati, terhadap eemanoang.; umun Fraksi-fraki, pada rapatparipurna ke il, hari Rabu, tanggal 12juli2OtT .

Setelah Raperda ini dirakukan kajian, dengan diawali pembentukan pansus, diranjutkanpembahasan bersama opD terkait, juga dilkukan eubtic Hearing, dengan menghadirkanTokoh Masyarakat, LsM , para kepara Desa dan camat. Dan untuk rebih mendaramipermasalahan tentang usaha bidang rrrinyat< aan ias bumi , pansus bersama opDterkait 
' melakukan kunjungan kerja ke guMD Kanupaten .resik, pada pr. Gresik Migas .

Di dalam Kuniungan kerja di BUMD pr. Gresik Migas , dijeraskan Murai dariPembentukan perda, pembentukan perusahr.n ,"rra.o pr. Migas, Bentuk Kerjasamadengan Perusahaan yang membidangi usaha Migas. Dan diinformasikan bahwa, opersiperusahaan pT. Gresik Migas, sampai saat ini sudah 5 (lima) tahun, dan sampai saat ini,sudah dapat memberikan Kontribusi pAD pada pemkab Gresik, dengan jumrah komuratifsebesar' kurang rebih 40 (empat puruh) Miryar. Dan B,MD pr. Gresik Migas, juga sudahmampu membangun kantor BUMD sendiri senilai g (delapan) Milyar.

Sdr. Bupoti dan Wokil Bupoti, serto Stdong Dewan yang komi hormoti,.,.,,

setelah melakukan kajian-kajian sebagaimana teisebut diatas , terhadap RaperdaTentang Pembentukan perusahaan perseroan Bidang Minyak dan Gas bumi ini , kamidari Fraksi Partai persatuan pembangunan , dalam pendapat ahir ini, menyampaikan
usulan dan masukan, antara lain sebagai berikut :

l

)



t. Terkait dengan dengan kontrak pHE sebagai Konsersium perusahaan yang
melakukan Explorasi dan Exploitasi / pengeboran di alokasi Krikilan kec. Sumber,
akan habis masa waktunya pada 08 Agustus zor7, dan pHE tidak segera menindak
lanjuti pengelolaan sumber Migas tersebut, pemerintah pusat akan ada kebijakan
lain . Dan dengan adanya kesempatan yang baik ini, pemkab Rembang diharap
dapat memanfaatkan peluang yang ada . Dan berkenaan dengan har tersebut, kami
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , minta kepada saudara Bupati , agar setelah
Peraturan Daerah ini disahkan , mohon segera ditindak lanjuti untuk diterbitkan
Perbup nya , dan upaya rangkah-rangkah rain yang diperlukan, terkait dengan BUMD
Bidang Migas dimaksud .

Berkaitan dengan pemanfatan personil dan perhatian terhadap kerestarian
lingkungan, sesuar dengan apa yang termuat daram pemandangan Fraksi kami yang
lalu, mohon untuk ditindaklanjuti .

Rembang , 2t Juli ZOLZ

PIMPINAN FRAKSI PARTAT PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

2.

Demikian pendapat Ahir kami , Terhadap Raperda Tentang pembentukan
Perusahaan perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi ini , dan denganmengucap Bism rohirohmonirrohim, Raperda Tentang pembentukan perusahaan
Perseroan Bidang Minyak dan Gas bumi tahun 2077, kami Fraksi partai persatuan
Pembangunan Menerimo dan Menyetujui untuk ditetapkan menjadikan perda
semoga apa yang kita kerjakan, mandapatkan hasir yang maksimar dan bermanfaatuntuk kepentingan Masyarakat dan pemerintah Kabupaten Rembang .

Trima kasih atas segala perhatianya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah .....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

KETUA

SUGIHARTO

SEKRETARIS



PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEIT,IOKRAT

RA'ERDA rENrA-J;i-t*K DAN GAS BuMr

FRAKSI DEII/IOKRAT
DPRD KABUPATEN RETUIBANG

Rembang,2l Juli 2O1l
Dibacakan oleh : IMRO,ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT
Jt. Diponegoro No. gg nem;ano

Tetp. (0295) 69i194 -

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT

RAPERDA TENTANJili,',o* DAN GAS BUMI

JUM'AT, 21 JULI2017
Dibacakan oleh : IMRO,ATUS SOLICHAH, S.E., M,H.

Assa lam u'a ta iku m Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kamihormati 
:

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara pimpinan dan Segenap Anggota DpRD KabupatenRembang

3, FORKOPTMDA Kabupaten Rembang
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan,Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan camatdi Lingkungan pemerintah 

Kabupaten Rembang
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff6. Saudara pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan_rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia



Mengawari pendapat fraksi ini, perkenankanrah kami fraksi DemokratDPRD Kabupaten Rembang memanjatkan puji dan syukur kehadiratA',ah swr yang terah merimpahkan berkah dan hidayahNya kepadakita semua, sehingga kita dapat hadir r

dalam ranska penyampaian o"ro.;:'nlT;,,":::Jj'r:fi;
mendapatkan hasil dan keputusan yang benar-benar memberi manfaatbagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat paripurna Dewan yang Terhormat,
Dalam pembahasar

sudah bekerj, n"r"f 
RAPERDA ini Anggota Dewan dan Bidang terkait

;::: ffi{h ,t*;ilrfl ]'], $#',: ffi ::"i: ril:
penghasiran yans bisa membuat r..r"r"*ffi,:,1rn 

satu sumber

Kami Fraksi Demokr
terkaitdensa,*"rJ:';T"l^*:;"T:,'lkanbeberapapenesasanyans

Kami meminta kepada pemerintah 
K

nantinya direktur perusahaan ini 
labupaten Rembang untuk

mengerti dan ahli rha^^^--: ,. vrclrrg yang

seh nsga,#[Jr::1.'xi*[l;l* 
u,masyarakat Kabupaten Rembang.

Kami juga tetap menekankan bahwa tidak ada penyertaan modalkerja pada perusahaan baru ini dan biarkanrah mandiri, nanti kitaawasi secara ketat kinerjanya.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat paripurna Dewan yang Terhormat,
Dengan mengucap Bismirahirrohmanirrohim, Kami Fraksi DemokratMenerima dan Menvetuiui Raperda Minyak dan Gas Bumi ditetapkanmenjadi Perda Minyak dan Gas Bumi



Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan,
akhirnya kepada Saudara Bupati dan wakir Bupati, saudara Ketua,Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang sertasegenap tamu undangan, kami ucapkan terima kasih terah mengikuti
dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan yang
Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan danperlindungan kepada kita semua daram meraksanakan tugas dantanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wat Hidayah

Wassalamu,alaikum Wr. Wb.

Rembang, 21 Juli 2011

FRAKSIDEMOKRAT

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA
SEKRETARIS

G-a^
EKA SISWA KARTIKA IMRO'ATUS S



PARIAI KEBANGKITAN BANGSA
Ar,r.ld4 ?d,gg*4a

pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABI]PATEN REI.TBANG

RAPER,DA TENTANG PEMBENI;I:N PER USA HAAN PERSER.A NDAERAH BIDANG MINYAK GAS DAN BUMI
Disampaikan oteh ILyAS

pada sidang paripuma DpRD Kabuparen Rembang, Jumar 2r Juri 2017

Assolqmu ,alsikum 
llrr, wb,

Yang terhormat Saudara
yang terhorm", r,.r,, j,"olli:Il.Ii[:T:1il 

ff Remban g;Yang terhormat Forkompimda Kabupaten Remb
TNr_poLRr, Kajari dan Kepara pengadilan **.r,T:j;-dan 

/ Kepara Kesaruan

Yang terhormat Sekretaris Daerah Oan Sekretarls DpRD Kab.Rembang
Yang terhom'rat Para Pejabat di lingkungan pemkab rembang serta para camat Se_Kabupaten Rembang

Yang terhormat para pimpinan parpo.r, wartawan, ormas, organisasi wanita, LSMSerta Undangan Sekalian yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian pendapat Akhir Fraksi partai Kebangkitan Bangsa ini,marilah bersama-sama memanja&an puji syukur kehadirat Arah swT atas segaralimpahan Rahmat' Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini, kita dapatmenghadiri Sidang paripuma DpRD Kab. Rembang dengan agenda penyanrpaian



Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi

PERUSAHAAN PERSEROAN

dalam Keadaan Sehat Wal,afiat.

atas RAPERDA TENTANG

DAERAH BIDANG MINYAK

PEMBENTUKAN

GAS DAN BUMI

Sholawat dan salam semoga serantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia dimuka bumi, sehingga dapat
membedakan mana yang benar dan mana yang sarah, guna pencerahan unrat manusiadari situasi kegelapan menuju jalan yang di ridhoi oreh Allah SWT.

Hadirin Sidang paripuma yang berbahagia.

Ditemukannya cadangan minyak gas dan bumi oleh pertamina Huru Energi (pHE)Randu gunting II di desa Krikiran Kec. Sumber terah rnemberikan secercah harapankepada kita untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Rembang. Makadari itu, pembentukan perusahaan perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi't'ang akan menangani pengelolaan mrnyak dan gas burni tersebut mutlak diperlukansebagaimana amanat perundang_undangan. 
Nar

pengararnan buruk atas pembentukan,.rrrunu*"n 
kita telah rnempunyai beberapa

:;il T:JJ ix:, a r s aa'[ rn i 0 " ":: :"';' 
-':ff 

:l t}i'l'::'ff:
Remb an g adarah con tohTl, i.l,l _."#, ffi Jff;:: i.ff Lr;#rT, 

.;;

MAKA dATiifu tCThAdAP RAPER.DA TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAANPERSEROAN DAERAH BIDANG MINYAK GAS DAN BUMI, FPKBmemberikan beberapa catatan sebagaimana berikut :

l untuk mengantisipasi terulangnya pengalaman buruk atas pembentukan perusda,
agar pengelolaan perusda yang menangani bidang migas ini diserahkan kepadapihak yang benar-benar berintegritas, cakap, kapaber, menguasai bidang migas danmemenuhi syarat-syarat ideal lainnya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah sAW,"Apabila sebuah urusan diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggurah saat
kehancurannya','

2 FPKB menekankan agar perusda bidang migas beserta investor yang akan
digandeng berkomitmen penuh atas pendayagunaan dan penyerapan tenaga kerja



kami memberikan catatan_catatan, Makarpp./Lrnr,/ar,^B^ri--- -rrsr..rr-v.,ra[a]l' 
Maka dengan mengucapBISMILLAHIRRAHMANIRR7HIM 

kami FpKB 
\^'.8'1, mengucap

TENT^N.r r!,'r,hnr._,_ enyetujui Raperda RAPERDA,,-;;;;ffiT.il;
BIDANC MrNwa tz t- ^ -BIDANG MTNvAK GAS DAN BIrMr untuk ait.tuptur;.;;;r.*^

lokal karena FpKB masih melihat indikasi adanya perusahaan di Rembang ya,g
tidak mempunyai komitrnen tersebut.

In vestor-investor yang terlibat dalam pengelolaan rnigas harus mempunyai kantor
di wilayah kab Rembang untuk memudahkan pengawasan. Jangan sampai terjadi
seperti di daerah lain' adanya investor yang tidak menrpunyai kantor di daerah
tersebut sehingga ketika ada masalah, maka mempersulit penyelesainnya.
Mengingat sektor migas ini berpotensi berpengaruh besar terhadap peningkatanPAD dan Kesejahteraan masyarakat Kab. Rembang,maka untuk menjamintercapainya tujuan tersebut F.KB menyarankan kepada pemkab Rembang agarmenyiapkan perda-perda pendukung yang spesifik tentang pengelolaan migas.

Hadirin Sidang paripuma yang berbahagia.
Setelah

Rembang, 2l Juli2017

DEWANPERW ffil Kebanckitan Bangsa

).

4.

Demikian pendapar Akhir FpKB ini kami sampaikan, Semoga Alrarr SWT. TuhanYang Maha Esa senanriasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan danperlindungan kepada kira semua dalam rnelaks"rru;; ,":::';:: .::ll'"
nrembangun Masyarakat, Bangsa dan Negara r.J[l.ff; ;]#r.ili,1,."-::nienjadi awal yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat Rembang dan sekitamva.

Sekian Kurang lebrhnya mohon maafyang sebesar _ besarnya.
Wollahul MuwafJiq llaa Aq l{omittorieq
Ll/a s ala m m u' a llai ku m lltr, W.

'*(<rl'@2'

A[ oaenan KABUpA



FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PENDAPAT AKH!R
FRAKSI PARTAI DEMOKMSI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAEMH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP:

Raperda tentang MIGAS

Tanggal :21 Juli2OlZ

Dibacakan Oteh :

Assal am u'a laikum waroh matu I lahi waba rokatu h
Salam sejahtera bagi kita semua
Salam Restorasi

MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Bupatibeserta Wakil Bupati Kab. Rembang
Yang terhormat, pimpinan Beserta Segenap Anggota DpRD Rembang
Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang terhormat, Forkompinda Kabupaten Rembang
Yang terhormat, staf Ahri, Asisten Bupati, Kabag diringkungan setda Kab.Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se_KabupatenRembang

Sekretaris DPRD beserta Kabag dan Jajarannya yang kami hormati,
Rekan Wartawan,Ormas,Tokoh Masyarakat yang ada di Kab. Rembang yangkami hormati dan para tamu undang"n V"ng tlrOahagia



HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH swT yang telah
memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan sehingga pada ha. ini
kita dapat menghadiri Rapat paripurna dengan acara penyampaian pendapat
Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang MTGAS. shorawat serta saram kita
haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan suri
tauladan kita umat islam.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMIMULYAKAN,

Setelah kemarin kita menggelar sidang dalam rangka pembacaan
Pendapat Akhir terhadap Laporan pertanggung jawaban peraksanaan AB,D20'16 dan 3 Raperda Non ApBD 2o17,hari ini kita melaksanakan tugas kitasebagai anggota D,RD dengan fungsi Legisratif kembari meraksanakan sidangParipurna dengan agenda penyampaian pendapat Akhir Fraksi atas RaperdaMIGAS yang diajukan pemkab Rembang. Kami Fraksi pDr perjuangan 

Nasdemrnenganggap Raperda MIGAS ini sangat penting bagi Kab. Rembang untukmengatur segara bentuk aktivitas tambang di Kab. Rembang. Karena di Kab.Rembang ternyata banyak terkandung M,GAS yang cukup banyak. Buktinyaadanya aktivitas pertamina di Randu Gunting kec. sumber yang
mengindikasikan bahwa di daerah tersebut terkandung cadangan Minyak Bumi
atau Gas Alam' Kami berharap dengan adanya Raperda ini yang akan disahkan
menjadi perda' nantinya akan menjadi dasar hukum bagi pemkab Rembang
untuk mengatur segara bentuk aktivitas pertambangan M.GAS di wirayah kab.
Rembang' supaya dapat memberikan dampak pada peningkatan perekonomian
dan kemajuan bagi pemkab Rembang dan masyarakat Rembang pada
Umumnya.



Kamifraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap tentang Raperda MIGAS ini harus
sesuai dengan permendagri nomor g0 tahun 20.15 pasar g7 sampai g0 yang
disebutkan bahwa produk hukum yang ditetapkan oleh pemkab bersama D'RD
harus merewati proses fasiritasi dengan Gubernur, sehingga pemkab Rembang
bisa segera menindakranjuti supaya bisa segera di undangkan menjadi produk
hukum dan bisa menyumbangkan deviden bagi pemkab Rembang.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN

Demikian pendapat Akhir Fraksi pDr perjuangan Nasdem terhadap Raperda
tentang M,GAS . Dengan mengucap ,, Bismirahirrohmanirrohim 

, Kamifraksi pDr
Perjuangan Nasdem mendukung dan menyetujui Raperda MIGAS untuk
disahkan menjadi perda M,GAS ". semoga setelah di sahkanya perda ini dapatbermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat Rembang, Sekian, apa bila adasalah kata atau ucapan kami mohon maaf yang sebesar _ besarnya, karenakebenaran hanya mirik ALLAH swT semata. semoga apa yang kami sampaikan

kali ini menjadi perhatian dan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin

MERDEKA.III

Wassalamu alaikum wr. Wb.

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KAB. REMBANG

Kvitra\trqnr-KETUA

\tttsgrq,

JASMANI



FRAKST pARrAr 
"y$Hffiffiffi&ro ( .ERTNDRA)D,RD KABUpATENREMBANG . -_---."

ATAS

RAPERDA PEMBENTUI(AN PERUSAHAAN PERSEROANDAERAH BTDANG rrrNvei 6iil cas BUMr

PARTAI

EHBIITP,M
REMBANG, 2I fiJLI2OI7



FRAKST .**rr"ilh?lffiGoNE srA RA'ADEWAN PERWAKILAN RAKYIT NATT

RAPERDA"*ilil;f.gffiff m:il.ill"
MINYAK DAN GAS BUIVtr

""0".,0",?,iil'i,?*lL?"iLr,tiri"rl,3,".ilirTll,Rabu2iluti2o1z

Assalamu ,alaikan 
wr. wb.

Salom Indonesia Rayu....,

yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rembang.yang kami hormati Saudara pimpinan DpRD dan segenap anggota Dewan,

;J; ff ffi Iffi"-;."[,ffi 
.J:0,* Daerah

yang kami horme

ffi,*;,", 
J::;*,":'ffiIilif,# *l k,;:;

yang Kami hormati Sdr.para pimpinan parpol, Wartawan, para pimpinanormas' organisasi wanitq LSM serta Undangan sekalian yang berbahagia
Mengawali penyampaian pendapat Akhir Fraksi partai Gerindra terhadapRaperda pembenhrkan perusahaan perseroan 

D
Bumi, kami tidak lupa mengajak kita semua ,o""* 

Bidang Minyak dan Gas

SWr aas segara rimpahan Rahmad, Nikmat;TH,I;HH"L1I:
melaksanakan Rapat paripurna pada siang hari ini dengan baik dan lancar.

:1"#:" 
dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad

Pimpinan Sidang dan Anggota paripurna yaag terhormat;
Berdasarkan pembahasan yang cukup singkat dan dengan memaksimalkanwaku yang ada maka Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pansusbersama-sama dengan stualcholder terkait, karena telah menyelesaikan tugasdengan baik dan lancar.

Berkaitan dengan hal tersebut diats Fraksi Gerindra meminta kepada
Pemerintah Kabupaten Rembang agar setelah perda ini disahkan untuk segera

)



menindaklanjuti ke proses tarrapan berikutrya, agar segera dapat digunakan. Fraksi
gerindra juga mengingatkan pemerintah Kabupaten Rembang juga harus jeli dancerdas didaram menggandeng pihak ketiga carilah pihak ketiga yang benar-benar
ahli dan menguasai dibidangnya, jangan asal_asalan, carilah pihak ketiga yang
mamPu' baik mampu dalam hal finasial, jaringan, pangsa pasar, teknologi dan lainsebagainya sehingga bisa membantu BtrMD Migas ini unt,k mendapatkan HakAlokasi Gas yang ada di pHE Randugunting. semua itu dimaksudkan agarPendirian pr' Rembang Migas Energi ini bisa memanfaatkan potensi SumberDaya Alam yang ada di Kabupaten Rembang dan bisa memberikan pendapatan
Asli Daerah serta menciptakan lapangan pekerl'aan bagi masyarakat di KabupatenRembang.

yang perlu diperhatikan juga adalah dampak negatif bagi lungkungan harusdiminimalkan semaksimal mungkin. Seperti kita ketahui bahwa gas ada bendayang tidak berbentulg tidak berwujut, di dalam
berbahaya seperti tl2s dan co2, gas ini adala 

juga terkandung bahan-bahan

tedadi kebocoran maka akan berdamp* ,"olrT,Tffirf r:ff 1TIdipastikan jangan sampai bocor.

Pimpinan Sidang dan,

Demikian 
Anggota paripurna yang terhormat;

B issmirohinoh^,,*;::1fl,,#;,, Jil:" r,'liffi,* rI:ilffPerseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Br

ffifH"## ;;t" 
dengan'"'u'" o"*0il1"1fr"':fr"*:ffi ffi

terbaikbagikita"^,-.^:,:i,i:;XH,ff^ffi ,::t*fu-fi:
,:il"rffilt* 

permohonan maaf yang sebesar-besamya dan kami ucapkan

Was sal omu t alaik um Wn W.

FRAKSI P

IIERI KUR}IIAWAN. SE.

Ketua

Rembang, 2l Jruti2}lT

e/t

\"



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
IGBUPATEN REMBANG-"-''"

FRAKSI KARYA SEJAHTERA
Sekretariat Jl.OiponeSoro No 8E Rembang - Telp (0295) 693290

@

m

PENDAPAT FRAKS'
ATAS PEA1BAHASAN 

-napEnoa

'EMBENT, 
KAN, *r'rlIhlorERs 

E R,AN DAERAHBTDANG A4rNyAK Dail.cas BUAII

DISAMPAIKAN DLMMP4T pARrpuRNa opno 
-rdt 

nenaBANG
HARI JUM,AT rGL. ir iiJti'io,r



Assalomu' alaikum Wr. Wb.

. Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakit Rembang.

. Yang kami hormati Sdr. pimpinan dan Segenap anggota
DPRD Kabupaten Rembang.

o Yang kami hormati Forum Komunikasi pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang.

o Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Assisten
Sekda dan Kepata Bagian di tingkungan SETDA
Kabupaten Rembang.

. Yang kami hormati Kepata Badan, Dinas dan lnstansi
Kabupaten Rembang.

. Yang kami hormati Sdr. Camat dan semua hadirin yang
berbahagia.

Sebetum menyampaikan pendapat Fraksi kati ini,perkenankantah kami mengajak semua untuk memanjatkan
syukur dan doa ke hadirat Attah SWT yang senantiasa
memberikan rahmat, anugerah dan kenikmatan kepada kita
semua sehingga kita masih bisa hadir rapat paripurna ini.

Pimpinon rapat don hadirin yang terhormat
Setetah metatui pembahasan yang cukup hangat datam

rapat-rapat panitia Khusus DpRD dengan opD terkait, dengar
pendapat dengan masyarakat (pubtic hearing) serta
konsuttasi dengan berbagai pihak, Fraksi Karya Sejahtera
menyampaikan pendapat akhir atas pembahasan Raperdattg' Pembentukan perusahaan perseroan Daerah Bidang
Minyak dan Gas Bumi sbb.



Witayah Kabupaten Rembang memitiki sumber daya
atam yang sangat berpotensi untuk diketota dan
dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Rembang, yang tidak katah pentingnya adatah peningkatan
pendapatan asti daerah metatui pemasukan deviden ke Kas
Daerah. Untuk mengetola hat tersebut pertu didirikan
perusahaan yang bergerak di hitir seperti usaha pengotahan,
usaha pengangkutan, usaha penyimpanan maupun usaha
perniagaan di bidang minyak dan gas bumi. Datam kaitan ini
sudah saatnya pemerintah Kabupaten Rembang mendirikan
perusahaan perseroan daerah yang bergerak di bidang
minyak dan gas bumi yang menurut rencana dinamai ,,pT
Rembang Migas,,.

Kami mengingatkan akan sebuah peribahasa, ,,seekor
ketedai-pun tak mau terperosok datam kubangan yang
sama", maksudnya pengataman pahit saat kita mendirikan
PT RBSJ yang tatu jangan sampai terutang tagi. Saham yang
ditanam datam perusahaan perseroan daerah berasal dari
APBD yang tak tain adatah uang rakyat. Karenanya kami
berpesan kepada Saudara Bupati, datam mengangkat direksi
maupun komisaris pT Rembang Migas nanti harus diambit
orang-orang yang kompeten, profesionat, berintegritas,
berpengalaman dan dedikasi yang tinggi.

Dengan mengucap,,Bismiilahirrohmanirrohim,, Fraksi
Karya sejahtera setuju Raperda ttg. pembentukan
Perusahaan perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi
ditetapkan menjadi perda.



Pimpinon Sidang dan hadirin yang berbahagia.
Tumindak kong bener tan becik iku, senajon rotu ora

ngerti nanging Gusti Attah tetep pirso. lkongertio, Gusti
Allah anguningani sak polahmu, mulo sira ajo mandhek
nglokoni ponggowe bener lan becik, ajo seneng ponggowe
saloh lon ala. Ngondelo, pitulungone Gusti Attah mesthi
bakol teka.

Rahoyu ingkong somi pinanggih - Wassalomu,oloikum
wr wb.

Ketua,

DPRD IGBUPATEN REMBANG
A SEJAHTERA

Sekretaris,

H. JOKO SUPRIHADI, SH

:.. I

\?\\..)/



FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT AKHIR

TERHADAP

Raperda Pembentukan Perusahaan perseroan Daerah

Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Dibacakan Oleh : NttR JANNAH

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DpRD Kabupaten Rembang

Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Seketaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala
Dinas/Badanfl(antor/Bagian{nstansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.



Assaluamu' a laiku m Wn llb,

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah
Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita

Pendapat Akhir Fraksi dalam keadaan sehat.

SWT atas limpahan

dapat menyampaikan

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Hasil eksplorasi yang dirakukan pertamina Hulu energi di Desa Krikilan,
Kecanratan Sumber menunjukan bahwa potensi gas yang ada, jika dikerora
dengan baik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Lahimya Perusahaan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi adarah langkah
tepat dari Pemerintah Kabupaten dalam menyikapi potensi alam di Desa
Krikilan tersebut. It's given, ini adalah pemberian dan amanah dari Allah
SWT. Minyak dan Gas Bumi termasuk potensi alam yang tidak dapat
diperbarui, untuk itu kami mengajak semua pihak untuk bersama_sama dan
konsisten menjaga pemanfaatan sumber daya alam ini.-l'erkait 

dengan perusahaan daerah- kami mengharapkan pemerintah
Kabupaten lrcrsungguh-sungguh dan berhati_hati dalam pengelolaanya.
Mernilih orang yang tepat, menyus un bussiness pran yar.rgterukur dan terarah.
serta melakukan pengawasan secara profbsional, sehingga tujuan
didirikannyan perusahaan daerah ini dapat tercapai.



Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan, kami mensepakati raperda

ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kami mengharapkan peraturan

daerah pada tingkat pelaksanaannya dapat dimanfaatkan sebesar-besamya

unmk kemakmuran masyarakat Kabupaten Rembang. Aamin.

Billahi taufiq wal hidayah.

lAassalaamu' alaiku m llarahmatu llahi Wabarakotu h.

Rembang, 2l Juli 20lj

FRAKSI HARAPAN

DPRD KAB. REMBANG

Sekretaris

SAHNINGSIH, SE



Menimbang

Mengingat

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMTURAN DAEMH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH'
BIDANG IvIIMAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

: a' bahwa Kabupaten Rembang memiliki sumber daya alam minvaklT.f::1,y* berpotensi "it"r Jilr."r"iJ i.1 gir*"rr"atkan gunamenunJang pembangun-an, 
. 
daerah yanf- uerr<eUnjutan dalamrangka mewujudkan Ke seJ a-rrteraan masyaralat;

b' bahwa pengelolaan 
. 
dg, pemanfaatan minyak dan sassebagaimana dimaksud d"I"; h;;";; l^p"t ail"r.rrkan mela.iuikegiatan usaha hitir oleh uadan 

".Iri" iiii[ra."..r,;
c. bahwa berdasarkan_ Uldang_Undang Nomor 23 Tahun 2014tentans pemerintahan D1e.r+ ;;!;;il;l terah beberapa kalidiubah, terakhir oulflrr U"d*r;_d;;"n?*o_o, 9 Tahun 2015tentang perubahan Kedua aEs U="a""g_f"a."g Nomor 23 Tahun2014 tentang pemerintahan D""r"L,;;";iL u"a.r, usaha mitik

Sffjf#'effiI. di,",G;J;il;Hff b at;ail; ff ;.;.;

d. bahwa berdasarkan rhili";;il;iit"i.if,frT'ffi"*trfrT,Tf ,iH,T#,i*Tffflff.ff*:Tlg P;;";;;""i;#:." Daerah Bidang

' iiil" i!-tl* (6) Undang-undang Dasar Republik rndonesia

Hli.H'#ff *,{iH:,l.Ifl 
Hii;.&#}a.,,:.fr,":"T*:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OOI tentang Minyak dan Gas
,'Jfl ' {mH *iff:- -""r:;u ;;;i""".ii'iLun 200 r 

^romo.qlszl; uan Negara Republik rnao.r"sia il;;;;

2.

3.



I

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 39);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 trrttatg perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Uldang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu; 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor a724);

8. Undang-Un_dang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang perseroan
Terbatas (kmbaran. Negara Repubrik Indonesia f.rrr" iooiNomor 106, Tamtjahan -Lembaran U"g*. Republik IndonesiaNomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukanPeraturan perundang_undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun zot t i.romoi ar,,ir_ilr,L ;;ffi.;."#;:,,:;Republik Indonesia Nomor SZicI; 
-' '*""'

10. Undang-Undans Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahanDaerah (tembaian u"grr.n.p"[ii[ rii"J."i. Tahun 2014 Nomor244, Tambahan L€m-baran 
-G;;;;;brik 

Indonesia Nomor5587| sebagaima-na telah l.u.rip^ t"ii"a'iuuarr, terakhir denganU:rdang-Undang Nomor g rarrun-zOi;,;.rg perubahan Keduaatas Undang_Undaag 
._Nomor 

-;t "i;"" 
2Ot4 tentansPemerintahan Daerah- (Lembaran-i"grrl Republik IndonesilTahun 2015 Nomor,58,' T;baL'L"#uL", Negara Repubriklrrdonesia Nomirr 5679i;

11. Peraturan pemerinthh Nomor 5g Tahun 2005 tentang pengelolaanKeuangan Daerah (r,embaran-rv";;;;;btik Indonesia Tahun2005 Nomor r+0. ramualan L;b;;'N'J;a Republik rndonesiaNornor 457g);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH 
.TENTAN-G PEMBENTUKAN PERUSAHAANPERSERoAN DAERAH BIDANG;INYI3ffi'6;, u,*,

Menetapkan :



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa] 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2- Pemerinlab- Daeroh Brrpnri sebagai unsur penyelen gga ra
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urul"an
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Ralcyr.t D19rah yang selanjutnya disingkatDPRD adalah Dewan perwakilan rtafcyat Oairah faUupiten

Rembang.

5. Perusahaan perseroan Daerah yang seianjutnya disebut perseroan
adalah perseroan terbatas yang aiuintuk lieir pemerintah Daerah.

6. Dewan Komisaris 
_- -adalalr 

orgar perseroan yang bertugasmelal<ukan pengawasan s.c.ra umu* dan/atau khusus sesuaidengar anggaran dasar serta memberi .r^"ifr"t kepada Direksi.
, 

P::.:["t:gatalr organ perseroan yang berwenang dan bertanggung.1awab penuh ataq. pengurusan pErseroan. untuk kepentinganperseroan, sesuai ae'gai-;"kil"1;"?,.rr,"r, perseroan sertamewal<jti tu""uroT:..,!:k diJJ;; li^upu" diluar pengadilansesuai dengan ketentuan €mggaran aa""r.--
8. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar perseroal.

9. Rapat Umum pen
nulsaa-d;t"#'UffiSr:*H*'ffit*""?ilj:,T#.disingkat

10. Akta Pendbiar ad.atahAli:ta pendiriarr perseroan.

11. Saham adalah bukti pemilikan modal perseroan yang memberikanhak atas deviden dan lain_lain.

12. Dirriden adalah bagran 
Jlba _?tau pendapatan perusahaan vanebesarnya ditetapkan 

.oterr aireksi- ;;H-;i"Jil;ffi,:,6.tpemegang sahd.m untuk dibagikun t"pJl p* pemegang saham.
13. Penyertaan Modal ?."I4 ada.lah pemisahan aset milik:iffxr.ffi';3,;*r t"t"ilri' p"illL*"l o"',"r,,,t,r
1 4. Kegiatan usaha hiliu"iumpu;j] [H^adalah 

kegiatan usaha berintikan ataup""vil;;;;; ffSTtr^."aha pengolahan, p."e..,e-trl""]



(1)

(21

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian Perseroan dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan sumber daya
alam di kabupaten Rembang untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Pendirian Perseroan bertujuan untuk :

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
b. Menciptakan lapangan pekerl'aaa;

(3)

(4)

BAB III

PENDIRIAN PERSEROAN MILIK DAERAH

pasal 3

(I) 
ilila*St#f:uran Daerah ini dibentuk perseroan dengan nama pT. Rembang

(2) Pemerintah Daerah merupakan sarah satu.p:lqi.i perseroan dan menjadipemegang saIram mayorital pe.seroa, seolily.y gg ,grr..
Pemegang 

""h"T 
perseroan rainnya adalah Koperasi pamekar sebanyal< 0,10lo.

;:l*"ffitr##fl Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

.BAB 
IV

RUANG LINGKUP KEGIATAN PERSEROAN

pasal 4

t" 
i:::Hi.H;ffi*rro"am 

bidang usaha minvak dan gas bumi pada kesitan hlir
romersiar r".,u ""n.|]t 

penunjangrrva dengan b"rp;J;;;'^pliT a".ur-au.",

(2) Kegiatan usaha hilir ).ang.dimaksud pada ayat (l) meliputi:a' kegiatan usaha oeng6r'r'"r, v.rr-g-iiiir'irIiq.*;.memumikan, memperorehbasian-bagian, i"t iperti"gd ;""il, T# mempertinggi 
"ir"i'Girurr, minyakS,*,ffiJflvans men-etritiu."" ti"i't"k* il;;;fffi; frLr gas, hasirb. kegiata-n usaha 

atau LNG tetapi tidak telmasy1 d";;I"h-#;;;g"r;
p,-r,fi;"ffi ;iftrtrl*f },Iilf, ,Ts,L"t*ffi tr;xfr h1x,,:x*
H,|,f;"Jil:'olffit atu d;;;;#;,,:l' asuk pengangkutan gas bumic. kesiatar u*.rrrt'1t-1-t--"3!at 

ke tempat lain untuk trJ";;l%r;"."i.r,

*"ru1m ,;#ii$ff:" {tri,:Lt H,,h"11H,,*:tm,
aid"*iip."il""ff#ffi t'tx,#fi :,*l*T's1*lhifl*:*.#



d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,
minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan,' termasuk gas bumi melalui pipa.

(3) Dalam rangka pelaksanaan usaha hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2\
perseroar dapat melakukan kedasama dengan pihak ketiga.

BAB V

MODAL, S.$HAM DAN DIVIDEN

Pasa] 5

(l) Moda] Dasar Perseroan.sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) yangterbagi atas 3000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai "";ilii; I.ooo.ooo,oo(satu juta Rupiah) per lembar saham.

(2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (r), modar yang ditempatkandan modal vane disJtor p"aa 
""ut 

p"i6l"t"ri.r, iii""ro"r, il"i"h sebesar Rp
l;l."h?O. 

000,00 (satu milyar n"p*r,l-"t"" setara dengan l00O (seribu) lembar

(3) Dari modal ditemoatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintahDaerah menyetorkan 
.np gs9]oo6-;4i,,;o- 

^t""*u,ir,.-i"iiJ. "L.*,u,.r, p,rrur,::fiii'il llk";o'*t atair seta'a i""e*i ge,o"; i;il;#;;juhotmb,an koma

t' 
3#.*HJ""Jff*i:5=--sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendiri dan
Rupiah) a.u* u"r,t"Iseroan 

lainnva menYe_torkan.d-ftod.ildl6o (satu jutapersen). uK setoran tunai yang setara dengan-0,i./" A;r koma satu

,t, 
3:*::"::lbahan 

jenis dan nilai nominal saham diatur daram Anggaran Dasar

(u,hT*ffiH?rHH.Dasar 
dan/atau Moda.l disetor ditetapka-n dalam Rapat

pasal 6

Y:91_^,t:^"ro1...y*g disetor tunai oleh Dara np_n.tiri ;6- -^_-merupakan *"dat i"d; awal perseroan ara pendiri dan pemegang saham,

pasal 7
(l) Saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama.
t'' 

i:i,ff ffiitffi;*T mendapatlan perlindungan sesuai ketentuan peraturan

pasal g
('1 m:ffii"fifi*#T,t-HgffiHrl:Hi kepemilikan saham pada

('' 
:,fffJ:il:Xilf.,?3:rah pada Perseroan sebagairnana dimaksud pada ayat (r),n".,j.air-,..,,:ffi ;"J,s#irffir:fi fl ::,IT.'.S:iE*T*T.*!...:iur..,,".r,._



Pasal 9

Perseroan wajib menyetor deviden sebesar 60% dari keuntungan perusahaan dan
disetor dalam bentuk PAD.

BAB VI

PEIVYERTMN MODAL

Pasal 10

rr) f3jlf jgetor.sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dialokasikan dalam
APBD Tahun Anggaran 2017.

(2) Penambahan penyertaan modal untuk pemenuhan modal dasar dialokasikan
lflrlf,r,l""', 

pada tahun anssar€rn 2018 sebesar np. z.ooo.oo0.oo0,- laua milyai

BAB VII

ORGAN PERSEROAN

pasal ll
Organ perseroan terdiri atas:a: RUPS;
b. Dewan Komisaris; danc. Direksi.

pasal 12

(r, 
Xy;ra.#:mpunyai 

wewenang yang ddak diberikan pada Direksi atau Dewan

(2) Dalam RUps pemegalg saham berhak memperoreh keterangan yang berkaitanclengan perseroan.^ da.i 
.pi.et si J*)]r.", Dewan Affi;", sepanjang

H:Xffi5fl"".1"":5#. '"';-;;; 
-ilii, 0." ua"r ui't""?,,e,,, densan

(3) Ketentuan Iebih Ianjut mengenai RUps diatur daiam Anggarar Dasar perseroan.

pasal 13

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas k^e^b_ijakan kepengurusan, jalannyapengurusan pada umumnyS, !1k: ili;li rrerseroan maupun usalra perseroandan memberi nasehat kepada Direksi. 
'o---- rErseroan maupun usa

(2) Pengawasan dan "-.Tg:ri* o.slh"t sebagaimana dimaksud pada ayat (l)$:t*:j#. untuk kepenti"e", ilr".;"r,irr .e"uai dengan *"r"ii dan tujuan

(3) Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat_syarat :a. mampu melaksanal<an perbuatan h"k;;



b. memiliki integritas, Ioyditas dan dedikasi;
c. memahami manajemen perusahaan;
d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakal tugasnya;
f. tidak pema-h terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang

dinyatakan pailit; dan
g. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Direksi menjalankan pengunrsan perseroan untuk kepentingan perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,

(2) D-ireksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) sesuai dengan kebijakan yang-dip-andang tepatlalam u"t."l""g ditentukanddam Anggaran Dasar.

(3) Calon direksi perseroan harus memenuhi syarat-syarat :' a, marqpu melaksanakan pertuaran fruf.u#i
!. 3"-liIi integritas, royjitas ;r"" ;;dil;si;c. memiliki keahlian
- usaha perseroan; ' pengalaman' kemampuan yang memadai dalam bidang

d. memiliki kompentensi manajemen perusahaan 
;e' tidak menjabat h.u"* 

";irk1;;J';;'iungsror*l pada instans i/ Iembagapemerintah pu 
""i aar,, oaerlti om f o,ii,.eksi B U MD lainnya;t 

$lilu1# lX,|:i'* 
t- il;-:,J;r i.";a tan peru sah a-ai-',n,,,"p, n y. n g

F. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuant'', 
-1 

giq"ir- pengatan di perusahaa* bid :-":11"tn peru n d an g- u n d an gan .

(tiga) tahun. Y' !&r c'r.traaE oloang energi sekurang-kurangnya 3

pasal 15

"' I!f,iil#tf;i,o3t*- Komisaris dan Direksi perseroan diterapkan merarui

( r, 
:""Hl1T#ffi#*?*iff H?,r?"j:r",T#:*" dan Di reksi terr e bi h d a h u I u

pasal 16

(1) Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi seberum masa jabatannya berakhir
;:?I.:ffi#?.:i.,"1X1ff [dSl;.i-;;;,aapataiue.rrentir'Jif, ari jabatannya

(2) Pemberhenlian Dewan. Komisari dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud pada:li:H.#"fl}f paaa.pe,timu.-"!,L1ii*of 
, antara rijn :

, ;b*d;'Jil*standar kineo'a vang- aitetapr<ai-i"?i^"*r."" arasan yang

: iitffix,rilffi,m;,1ffH,,,,".*kan perbuaran pidana yang tetah

" SIS iits:ll.li svarat sebagaimana dimaksud dalam pasar r0 ayat (3) dan

pasal 17

f:::;Jtr mengenai organ perseroan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar



(1)

BAB Vi

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERSEROAN

Pasal 18

Pembubaran Perseroan berdasarkan atas:
a. berdasarkan keputusan RUPS;
b. berdasarkan penetapan pengadilan;
c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga -vangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidali ""t"funtuk membayar biaya kepailitan;
d. karera harta pailit Perseroan yang telah dinyatalan pailit berada d:r^mkeadaan insolvensi sebagaimana tiatur dalam undang-unaang tentangKepailitan dan penundaan 

.Kewajiban 
pembayaran Utang; aia.ue. dikarenakan dicabutnya izin usaha perseroan setinggaLffiibkan perseroan

ffH:f [kuidasi sesuai dengan ketentuan- peratuian perunaang-

Pembubaran perseroar gJ*]rl€n sesuai dengan \1e31uan dan prinsip_prinsipyang diatur drilam peraturan perundangi""d;?", di bidaag perseroan terbatas.
Pembubaran perseroan ditetapkan dengan peraturan daerai.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

pasa.l 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerahrnr deng€rn penempatannya aafa:n Gmrl*"8"".^i, Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

(zt

(3)

Diundangkan di Rembang
padatanggal

SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR
NOREG PERATURAN DIPMH KABUPATEN REMBANG PRO\']NSIJAWATENGAH: ( /2OL7l

ABDUL HAFIDZ



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BIDANG MIGAS

I. UMUM

Kabupaten Rembang memiliki sumber d"{3 {*- minyak dan gas yang yangcukup besar. Informasi-ini berdasarkan hasil eksplor".i v^"g-iir*kukan olehPertamina' sumber 
!1ra agm, khususnya- gas, tersebut berpotensi dikerola dandimaxtaarkan guna menunjag pemtang;L aaerah yang berkeranjutan dalamrangka mewujudkan tese3arrtJraan *uiy"r"r.^t. p."ch,.ii"" d'iipemaniaatan

5:::H'(Bt"#Sfat 
dilakukan melalui k.cil; usaha hi-lir or"r, u"a^,, usaha mlik

Berdasarkan U"91rg_y"grrrg Norr,.o. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahanDaeralr sebagaimana t"Uf, UrG" Ut-irri[.r,,,Tl*y t*gT r.]ndang_UndangNomor 9 Tahun 2or5 tentan!;;;;#;Jou" ata" Undang-Undang Nomor 23l#t!i:.:l"T;ff .i:nffiff.Atr#,8**a.p"t,*,,'ai.i*ilieur,,royung
BUMD dapat berbentuk perusahaan umum Daerah dan perusahaanpefseroan Daerah. perusahaan' umum-oa"rar, aaarat gura;* yang seluruhmodalnva dim,iki oreh satul*.rii'i^ri',iarr. t*E^gi ;;"'"""1**. AdapunPerusahaan perseroan.Da"r"h ;d"ffi g;;MO y.r,g Uerbentuk perseroan terbatasyang modal:rva terbagi 

_dalam, 
salam i""g-""fr*hnya atau futi.,g ..61pi, 51rr;(lima puluh satu per:e.nr .ur,.-rry."airiitiu oteir-satu Dierahr perusahaanperseroan Daerah *l.lq aitetapka,r--aengan perda, pembentukan badan[:I!ffi i":::t*?,bb"*;#T;""fi ;peraturanp.,u,,a.,,g-,ndangan

Peraturaa Daerah ini mu-uar< aiperlukan *!"c1 tahap awal pendirian suatuPerusahaan Persero'l- ai 
^l,i"gkuiguri"F.*.rir*r, Daerah sesuai ketehtua-nundang-Undans Nomor ze -t*h;" - iii'i . t"ntarrg pemerintahan Daerahsebagaimana tetah beberapa kali djubJ ,"1-Jai. aeneari u"j"i.rjijif;Lg Nomor eTahun 2015 tentanp p.rirurr,"r,-liJai;;# 

undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 rentang peme"rintah"" E;.;;-;#"".r*jut,ya akan dibuat AnggaranDasar/Ansgaran Rumah t^rd" ;.i# ii.""hu y^rrg bersangkutan sesuaiketentuaa Un'ia:rg-unaa'* [;;;oo"ffio z"ooz tentang perseroai Terbatas-
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jetas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasaj 5



Cukupjelas.
Pasal6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8' Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
. Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 1l

Cukup jelas.
Pasal t?

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup iel,as.
Pasal 14

Cukupjehs.
Pasal lS

Cukup jelas.
Pasal 16

** ffkunjelas.
_ Cukup jetas.
l,asal 1g

Cukup jelas.

?AMBAHAN I.&MEARlry DAERAH I(A,BIJPATEN REMBA}TG NOMOR



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NoMoR 19 renux zorz

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHMN PERSEROAN DAERAH
BIDANG MII\TYAK DAN GAS BUMI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang: a.

e.

b.

c.

bahwa Kabupaten Rembang memiliki sumber da],a alam
minyak dan gas 1.ang berpotensi untuk dikelola dan
dimaniaatkan guna menunjang pembangunan daerah 1,angberkelanjutan dalam rangka meu,ujudkan kesejahteiaan
masyarakat ;

bahrva pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakulian
melalui kegiatan usaha hilir oleh badan usaha milik daerah;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang_
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah, pendirian badan usaha milik daerih sebagaimana
dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan peraturan
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang pembentukan peru sahaan
Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi ;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf
c dan_huruf d perlu persetujuan Dewan perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Rembang.

Pasal 18 a1.at (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun I 9,15 :

d.

Mengingat : 1. .



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;

5. Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara ;

1 Tahun 2OO4 te:1tang

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman
Modai;

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan
Terbatas ;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan peraturan perundang_Undangan 

;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenrang
Pemerintahan. Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan Kedua atas Undang_Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerlh;

10. Peratu ran pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi ;

1 1. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangpengelolaan Keuangan Daerah ;

12. peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Ker.ia' perangkai Daerah
Kabupaten Rembang ;

13. Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan KeduaAtas peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 0l Tahun 201+ ientan! fataTertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah faUripaten
Rembang.

Memperhatikan: 1. Laporan panitia Khusus II Dewan perwakila, Rakyat
Daelah Kabupaten Rembang, tanggal 2L Jui2OlZ.2. pendapat fraksi_fraksi Dewan - perwakilan Ratq,at
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 21 Jub 2017.3. pembicaraan_pembicaraan - dalail- ."p"r e1Jpu.,."r"
Dewan. 19ry#1"" Rallyat Daerah Kabupaten n.riUu"g
tanggal 2L Juli 2017.

MEMUTUSKAN
:

: Menyetuj uj Penetapan Rancangan peraturan Daerah tentangPembentukan perusahaan perieroan Daerah Bidang Minyaidan Gas Bumi sebagaimana terlampir ;

Menetapkan
PERTAMA



KEDUA

KETIGA

: Menyemhkan proses penetapan Rancangan Feraturaa Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Kepuhrsan ini menjadi
Peraturun Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati
Rembang.

: Kepuhrean ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 2l Juli2OlT

ir3 ATBN REMBANG
q
Jr
$
I



BERITAACARA

NOMOR | 900 ttf,>7t2017
NOMOR: 900/1, t2017

PERSETUJ.UAN qERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN P:IIT9!4N DAERAH KABUPATEN REMBANGrENrANc pEmBENrumle_ry.lg;iaiir'pEtsenoAN 
DAERAH BTDANGMINYAK DAN GAS BUMI

f:fl?ffi [:Jif;:i";;:f;L:i:^i,:i!, satu butan ruti Dua Ribu ruiuh Betas

:Iu-pati Rembang, datam hat ini bertindak untukoan atas nama pemerintah Daerah KaOuoat.i
Rembang yang beratamat Oi raran p. d;#;;;;
L"r^:,i r[;Tiffi seranjrtnv" oir"ort' i"oigrj

: 
.Wakil Ketua Dewan penvakilan Rakyat DaerahKabupaten Rembang .

3. H. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan penrvakilan Rakyat DaerahKabupaten Rembang .

1. H. ABDUL HAFIDZ

2. H. GUNASIH,S.E.

4. SUMARSIH : .Wakil Ketua Dewah perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Rembang

Dalam har ini bertindak untuk dan atas nama Dewan _perwakiran Rakyat DaerahKabupaten Rembang, setanjutnya oiseoui i"u"6.iiixax KEDUA
Menyaiakan bahwa :

1 PIHAK PERTAMA dan pIHAK KEDUA telahRa n ca ns a n peraturai- Dary r.,^ 
5" L-,iJ't!","iil o!,il 

t*i: 
"no 

" l",l'ilff ,|llPerusahaan perseroan Dcerah,Bidan-g--rri,irvir l"ir 
-Gas Bumi menjadi peraturanDaerah yans terah diaiukan oren prfini irEniiua dengan penyesuaian danperubahan sebagaimani tertuang p"i" ."i"i"i'i"fimpir berita acara ini.



2' PIHAX 
'ERTAMA 

akan menyampaikan kepada Gubemur Jawa Tengeh untukmandapat pengesahan_serambariambatnya? 
t tig. ) hari kefia seterrh ditandatangani persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oreh kedua berah pihak daramrangkap 2 ( dua ) untuk dapat oip"rgr;6n;-b"ilimana mestinya.

Juli 2A17

EUPATI REUBANG


